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Abstract 
Development planning and public participation in 

Lumbis Ogong district, Nunukan Regency 

Zakaria TuJung 
zakariatulung@yahoo.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Development planning through Meusrenbang and public participation in Lumbis 
Ogong district still not optimal. Bicause many development/hat is only .\uggested 
by the local government without going through musrenbang. In addition many 
development which is only implemented by the central government and regions 
without being noticed by the society. So as an effort including the wider 
community then done musrenbang to get aspirations of lower level of society with 
the aimof enabling the community to participate in delivering suggestion in 
devoloving its territory. This reseach is a descriptive qualitative study by 
describing the facts accurately'Ond objectively, the accountabilityaqhout things 
that is investigated that is why the researcher got the information through 
observation and interview documentation in depth and interpret meaning ang 
explantion in accordance with the result that obtained in the field, and 
appropriate with the problem of feseach. The purpose of this research was to: 1) 
describe and analyze/he process of development planning, 2) to describe and 
analyze the public participation in the planning of development in district Lumbis 
Ogong Nunikan fogenery the result indicate and prove that the local government 
has to carry out development Ianning by involving the public actively by giving 
the opporlenty for breadth of acre participated in the Ions/ruction of this is proven 
by his regent Nunukan regulations published number 24 year 2015 about 
procedures out the fact Musrenbang occur in the field of the community does not 
want to participate in development planning began from the village up to sub even 
though the are invited. 

Key words: Development planning, public participation 
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Abstrak 
Perencanaan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat 

di Kecamata n Lumbis Ogong 
Kabupaten Nunukan 

Zakaria TuJung 
zakariatuJung@yahoo.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Perencanaan pembangunan melalui musrenbang dan Partisipasi Masyarakat di 
Kecamatan Lumbis Ogong beJwn optimal, Karena banyak pembangunan yang 
hanya diusulkan oleh pemerintah desa saja tanpa melalui musrenbang. Selain itu 
banyak juga pembangunan yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan 
Daerah tanpa diketahui oleh masyarakat (top down). Sehingga Sebagai upaya 
untuk mengikut sertakan masyarakat luas maka dilakukan musrenbang untuk 
menjaring aspirasi masyarakat dari lapisan bawah (bot/on-up) dengan tujuan agar 
masyarakat berpartisipasi dan berperan dalam mengajuhkan usulan pembangunan 
yang dibutuhkan diwilayahnya. Penelitian ini mempakan penelitian deskriptif 
kualitatif , dengan mend1skripsikan fakta-fakta secara akurat, objektif dan 
akuntabilitas mengenai hal-hal yang diselidiki Untuk itu peneliti menggali 
infonnasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam dan 
menginterpretasikan makna dan penjelasan sesuai dengan hasil yang diperoleh 
dilapangan, dan sesuai dengan Rumusan Masalah ini Tujuan Penelitian ini yakni, 
1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Proses Perencanaan Pembangunan di 
Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. 2) Untuk mend1skripsikan dan 
menganalisis Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di 
Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.HasiJ penelitian menunjukkan 
dan membuktikan bahwa Pemerintah Daerah telal1 bempaya untuk melaksanakan 
perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan 
cara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk il-ut dalam perencauaan 
pembangunan, hal iru terbukti dengan diterbitkanuya Peraturan Bupati Nunukan 
Nomor 24 Tahun 20 15 tentang tatacara musrcnbang, Akan tetapi kenyataan yang 
terjadi diJapangan masyarakat tidak mau ikut dalam perencanaan pembangtman 
mulai dari desa hingga sampai ke Kecamatan, walaupun mereka diundang. 

Kata kunci: Perencanaan, Pembangunan, Prutisipasi Masyarakat 
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BABIV 
HASIL PllNELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Singkat Lokasi Kecamatan Lumbis Ogong 

Kecamatan Lumbis Ogong Merupakan pemekaran dari Kecamatan Lumbis 

sesuai dengan perda Nunukan 08 Tahun 2011, kecamatan Lumb1s Ogong terdiri 

dari 49 Desa. Dari 49 desa tersebut ada 28 Desanya secara geografis berbatasan 

langsung dengan Sabah- Malaysia, 49 Desa tersebut terdin dari 5 Kelompok 

Pemukiaman Masyarakat yaitu 1) Kelompok Desa Sumentobol, 2) Kelompok 

Desa Smnantipai-Labang, 3) Kelompok Desa Panas dan 4) Kelompok Desa Tau 

Lumbis- Sinapad 5) Kelompok desa Sinter. Kurang lebih 55 % garis batas 

wilayahnya merupakan garis perbatasan yang terbentang dari Sungai Agison 

dari arah timor menuju Sumantipal dan Smapad di arah Barat dengan garis 

perbatasan kurang lebih 200 KM. Dari 28 desa yang berada di garis perbatasan 15 

desanya masuk dalam wilayah OutsJanding Boundray Problem (OBP) atau masuk 

dalam wilayah yang di sengketakan. Untuk menuju ke desa-desa perbatasan hanya 

dapat dijangkau melalui jalur sungai dengan menggunakan kendaraan mesin 

Tempel dan ketinting. Jalur ini merupakan satu-satunya yang menjadi lalu lintas 

masyarakat, sehingga untuk menjangkau semua desa-desa tersebut sangat lama. 

Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang ada 

disana, sebab melalui sungai sangat beresiko, dan muatan yang akan diangkut 

sangat terbatas sekali, schingga barang-barang yang akan dibawa ke sana sangat 

lama dan lamban. 
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Secarn admtmstrasi Kecamatan Lumbis Ogong memiliki batas-batas sebagai 

berikut 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah-Malaysia. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tulin Onsoi. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Krayan. 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kccamatan Krayan Selatan dan 

Kabupaten Malinau 

' 

---

·-

(;nmhar 4 I Petn KeCtl11!tlftln !,umh1s Ogong 
(sum her: Projil Kecamatan f,umbis Owmg 201 7) 

l. Demografi Kecamatan Lumbi.s Ogong 

·. 

........... ,,. 
,, • .,, .... uu ...... 

,,,,.,..,~"'"'c....,.~,, 

.~ 

' 

• 

Pemhant.'lman di suah1 wilayah tidak terlepas dan peran serta penduduknya 

scbagai subjck pcmbangunan, dcmikian pula dengan pembangunan yang 

dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong.Jumlah penduduk yang besar di sah1 

sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu 
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pembangunan jika kuanritas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang ringgi 

pula. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan 

suatu masalah jika penyebarannya kurang merata. Otonomi daerah dan pemekaran 

wilayah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan peran penduduk sebagai 

subjek utama pembangunan serta mengurangl masalah kepadatan dan mobilitas 

penduduk. 

Penduduk Kecamatan Lumbis Ogong pada tahun 2015 beijumlah 10.394 

jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 8,61 jiwa!km2
. Dibandingkan dengan 

tahun 2005, jumlah pcnduduk mengalami pcltumbuhan sebesar 3,45%. 

Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan 

pembangwJan yang tcljadi di Kecamatan Lumbis Ogong. Pertamabahan penduduk 

ini merupakan modal utama pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan di 

kiecamatan Lumbis Ogong, karena penduduk merupan potensi yang handal dalam 

melaksanakan pembangunan di segalah bidang. Pertambahan pendududuk di 

kecamatan Lumbis ogong terjadi setiap tahun. 

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin 

Jengkapnya berbagai fasilitas/sarana publik yang dibutuhkan masyarakat, 

tennasuk sarana kesehatan seperti Puskesmas, Postu yang berada hampir di 

semua Desa-desa, Sekolah-sekolah, dan Kator Camat Lumbis Ogong yang berada 

di Binter/Samunti. Selain itu pembukaan lapangan kclja juga menarik masuknya 

orang-orang untuk bekeija mencari nafkah disana sehingga sccara otomatis dapat 

menambahjumlah penduduik di kecamatan Lumbis Ogong. 
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Lumhis Ogong 

No Luas Wilayah Jumlah Penduduk 
Nama Desa Desa Laki~Laki Perempuan 

l--cl-1-cPcc,'Y-,an-o=g==---·- 31,91 M~ 44 35 

2 Suyadon 38 08 M~ 55 47 
3 Bulu Mengolom 25,38 M~ 50 44 
4 Tukulon 79 05 M" 151 146 

1-"s---lr.ubol Sulok 21 76 M" 85 82 

6 Batung 34,08 M 41 37 

Jumlah 
79 
102 
94 -- - --297 
167 
7R 

7 Ubol Al!:!fig, _____ f--'3';4'>0,0::08c;M:o,---jf--'f:65;___+--~5"8'----f-- 123 ! r-"'-P.'="' ___ __, 
8 Nansapan 35,51 M 55 45 UXl i 
9 Sed~1_1 ___________________ 21,76M~ 30 39 69 _______ j 
lO Kalambuku 42 79 M 30 33 (,3 , 

t-i"i--- Paluan 27 56 M" 49 42 ·--9~--~ 
t-jz --- -T;:~nbalang_hilif-- 25.54M:2------· __ __,5~0--1---44'"'---+- 94 

f-~- _ Stnampil~!___ 30,46 M
2 "92;__-+-__o9~2--f----+'""s---- , 

14 Jukuo 31 18M2- -------61 64 125 ---1 
15 TarlWlgus 2Y,oi-My--- --- ---59 64 123 
16 LongBul~--- ---5004MT_____ 115- ----[--- -i-ris-------------:223--------i 

~l-'j",t-=l1s~o~m~o~ta;""':::===--:ir=-~3~7t,7¥_ ~~ ~M~,---lt=~7~4':::=t=j6~ot=t---_1_1 ~~~~-- ----~ j 
18 Semunti 47,86 M 76 69 145 1 
19 Sal an 29,73 M:t ---,,;;,~-1---';,0'5 --j---;-lt;;;Xl;-~ 
20 -- -Sum~oi___________ 2901 M.l 40 39 79 

21 Sm'!J!l_p_~~~-~----- _ _U_,~M~1 -.. ___ .-'4~7~-1----'2;,-9 ---+---"76,-, ____ i 
22 Sumentobol 47 86 M 58 53 1 1 1 

23 ~~---- 17,40~;-- _ _,2,o3---+---''"-'--+---'':C'•----J 
24 Limpakon 23,_23 M7r-I----'326.___+-__ 4~0'C--+--~"~' --~' 

~?5 t-.'i~~_yung_ ______ 25,38---Mz.--- _______ 25 23 48 i 
26 Tumantalas -+~2'79'i;7c;-3;oM,;,--j-~2>;5'---t---';'"'----1---c''C"c---1 
27_~ Sana! 31,81 M 55 _j__ __ 

44
62 117 ' 

' I, 28 Nantukidan 33 36 M 54 98 
29 N awol 31,91 M 100 67 167 ; 
30 La2as 20.3 I M 36 50 86 ----i 
31 ~~~-~ _ 17,41 M -?5__ f-.---- 22 47 

r_c3~2c-~Suman~~tiHDa1~'o~------+_c4~4~96~M",'--jc---~70,-_ __ +-__ ~6~7----c---~t~37c_ __ ~ 
----P.--- Q_ul_ui_~~J-:Iilir ~3~-~J- M~ ___ _ ---~44~--f---'4,5____ 89___ i 

34 Panas _____ ----~046M____ 79 --·- __ _86 _!6? ______ ) 
______TI __ TanJaluju~ ______ _ 22,43 M2 62 61 123 i 

36 TambalangHulu ---- 57,29?\r-- -----0-----t-----5~-----125 ________ 1 

37 
38 
39 ----"',--40 

Langason 
Bokok 

30,46 M 56 61 
----- --28,s3Mz---- -------37 28 

117 ! -- - -- 65 _____ 1 

' -- - ' 
' 

-- :; ___ i~~~b~'~"n·-------+----~-:~!~:~~:~-E~~T,--i--·---~~~~'--_··-1··,· -··-----~~-~!----+·--_· ·--~~J~~~~ ! 

44 -~-¥tunoo __ ,_,_,.-_ - ------------ --- ,3 6~ Mr --- --zg-- --- 33 61 ! 

41 

--~- -- = - "---"-z- --- --- -·----------------< 
4_5 _ __!,.lpaga___ 14,51 M 35 _ _39 _____ _f~5__ _: 

47 
48 
49 

Sibalu 26,12 M2 32 35 67 i 

--~~E- -------·.-_··-· =-~~~:~~-~ --- ----- -----~-}- ---- -- -----~~-- ----· ~~ .. _~-_-__ -_j 
---~ --t-~~-+----"'0--

BululalUll::!_ul~-- ___ 1_~,6-~-~ _ _ ______ 36 ___ _3_2___ ____ _ {'8 
Sumber: Kantor Ker.:amatan L11mh1s Ogong 2017 
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Berdasarkan tabel 4.1 Jumlah Penduduk kecamatan Lurnbis Ogong diatas 

dijelaskan bahwa Jumlah Penduduk laki-laki 5.284 Jiwa, Penduduk Perempuan 

5.li0 Jiwa sehingga jumlah seluruhnya 10.394 Jiwa. Jumlah penduduk ini 

masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Luas wilayah yakni 8,61 

Jiwa!KM2
. Kurangnya penduduk di kecamatan Lumbis Ogong secara tidak 

langsung berpengaruh terhadap program perencaan pembangunan kerena 

pembangunan akan direncanakan dan dilaksanakan disuah1 wilayah jika penerima 

manfaatnya cukup banyak. Penduduk dalam suatu wilayah merupakan kunci 

utarna melaksanakan pembangunan. Akan tetapi ditinjau dari Luas wilayah yang 

dimiliki Lumbis Ogong, Pembangwtan harus dilaksanakan mengingat akan 

penggunaan dan pemanfaatan pembangunan pada masa-masa yang akan datang 

sangat mendesak dan diperkirak.an akan tetjadi pertambahan pendudunya. 

Tabe/4.2: Persentase Jenis U:wha Penduduk Kecamaian Lumbis Ogong 
,_. -·--

NO JENISUSAHA PERSENTASE KETERANGAN 
1 Pertanian ( AJ!ricu/ture ) 80,43 
2 lndustri Industry) 0.01 
3 Listik, Gas dan Air 0.01 

Kontruks1 ( Co~st~ctiO~) 
·--- -··-·· -

4 0.2 
---

5 T~rtasi dan Komunikasi 2.45 
---

6 Perdagangan 15.00 
7 Pe~awai 2.10 

Jumlah \00% . . Sumber. Kantor Carnal J.umhts Ogong 2017 

2. Pemerintahan 

Selama ± dari 6 (enam) talmn Kccamatan Lumbis Ogong telah 

menyelenggarakan pemerintahannya dibawah pemerintahan Kabupaten Nunukan 

atau sejak dimekarkan dari Kecamatan Lumbis, telah menunjukkan banyak 

kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat baik dari pcrkcmbangan fisik 

maupun non fisik. Namun perkembangan tersebut masih sangat mmim 
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dibandingkan dengan kebutuhan dazn luas wilayah oleh karena itu peijuangan 

untuk kemajuan Lumbis Ogong hams dilalui dengan perjuangan yang sangat 

berat Terutama pembangunan Jalan poros Lumbis dan Lumbis Ogong yang 

sarnpai sekarang ini masi belum dapat digunakan karena medan yang dilalui 

cukup sulit dan jauh sehingga dapat menyita waktu yang lama. 

Secara Administratif Kecamatan Lumbis Ogong terbagi alas 49 Desa. 

Kecamatan Lumbis Ogong mempakan kccamatan dengan wilayah terluas yaitu 

3.645,50 Km2 atau sekitar 25,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Luas 

wilayah ini mempakan potensi kabupaten Nunukan secara umum dalam 

melaksanakan pembangunanan, disamping itu wilayah ini memiliki potensi 

stmlber daya alam yang cukup unntk kehidupan warganya serta cttkup 

menjanjikan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Perkembangan terjadi 

setelah dilaksanakannnya pemekaran dati kecamatan Lumbis pada tahun 2011 dan 

menempatkan Binter/ Samunti sebagai pusat pemerintahan Kecamatan. 

Sejak dimekarkan dari kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong telah 

melaksanakan pemerintahannya dengan baik sekalipun dalam situasi dan kondisi 

yang sangat sulit terutama akses jelan dan JCtnbatan untuk menuju ke pusat 

pemerintahannya belwn ada dan satu-satunya akses menuju ke pusat 

pemerintahan tcrsebut adalah transportasi sungai. Hal ini sangat menyulitkan, 

tctapi pemerintah Kccamatan bcrsama jajara1mya tidak merasa capek dan tetap 

semangat dalam kondisi bagaimanapun juga demi majuhna masyarakat yang 

berada disana. 

Dalam menjalankan pemenntahannya, pemerintah kecamatan di kecamatan 

Lumbis Ogong masih memlliki tenaga yang sangat kurang dimana pada saat 
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peneliti melakukan penelitian di kecamatan tersebut jabatan Carnat dan Sekcarn 

masih di tangani oleh satu orang, selain itu Kepala-kepala seksi dan staf-staf juga 

masih sangat kurang. Serta kebanyakan staf-staf yang ada disana masi berstatus 

tenaga honor. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya para camat dan jajarannya 

telah mengupayakan pelayan publik yang baik, sekalipun tenaga yang ada disana 

san gat kurang yakni Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) ada 8 orang yang sebagian 

besar golongan golongan II. Sclain itu para aparamr kccamatan juga dibantu 

olch aparat vertikal yakni TNI Pamtas. 

3. lklim 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi dan 

Geofisika, Kecamatan Lumbis Ogong beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 

27,4 derajat Celsius dan suhu terendah adalah 23 derajat Celsius pada bulan juni 

dan suhu tertinggi 32,2 derajat Celsius teljadi pada bulan April dan September. 

Rata-rata curah hujan 203 rum per bulan, yang tertinggi sebanyak 367 mm 

terjadi pada bulan mei dan yang terendah 88 mm pada bulan juli. kelembaban 

udara berkisar antara 82%-87% sedangkan kecepatan angin rata-rata 5 knots. 

Penyinaran matahari rata-rata 45,7% terendah 38% pada bulan Peberuari dan 

tertinggi 68% pada bulan september. 

4. Tofografi 

Tofografi pada Kecamatan Lumbis Ogong sangat bervariasi berdasarkan 

bentuk relief, kemeringan lereng dan ketinggian dari pennukaan !aut. Perbukitan 

terjal terdapat di sebelah utara. Perbukitan terdapat disebelah utara bagian barat 

pada tiga kecamatan ini merupakan wilayah pegunungan memanjang yang 

berasal dari pegunungan tua Tiagang Sinsiliog di daratan Sabah-Malaysia 
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tepatnya pada Bandar Nabawan dengan ketinggian rata-rata 1500-3000 meter 

diatas permukaan !aut. Perbukitan disebelah selatan bagian tengah berketinggian 

500-1500 meter diatas pennukaan taut. Tofografi perbukitan bersudut kemeringan 

lebih dari 30%. Pada daerah dataran tinggi kemiringan berkisar antara 8-15 %. 

Pada daemh ini juga terdapat sungai-sw1gai besar, di kecamatan Lumbis terdapat 

sungai utama yaitu Sungai Sembakung yang berasal dari sungai Pansiangan 

Sabah-Malaysia dan Sungai Sadalid. Selain sungai utama ini terdapat juga sungai 

besar lainnya seperti sungai Sumalumung, Sungai Saludan, Sllllgai Samalad, 

Sungai Sumentobol dan Solon. 

5. Fisiografi 

Wilayah Kecamatan Lurnbis Ogong sebagian besar didomisili oleh satuan 

fisiografi gunung ( mountain) dan dataran ( plain). Satuan fisografi gummg 

sebagian besar berada di bagian utara dan barat yang memanjang dari Sabah 

Malaysia hingga Selatan. 

6. Somber Daya Alarn 

Kecamatan Lmnbis Ogong mempakan salah satu wilayah kecamatan yang 

ada di kabupaten Nunuk.an yang kaya sumber daya alam diantaranya Kandungan 

batu bara dan hasilhasil hutan seperti, kayu, gaharu, Rotan dan damar. Potensi 

alam ini sangat menjanjikan kehidupan bagi warganya. Di Wilayah Kecarnatan 

Lumb1s Ogong kondisi sumber daya hutannya masih potensial, masih banyak 

hutan rimba yang belum di garap pcnusahan khususnya sebelah barat Kecamatan 

Lumbis. Beberapa jenis kayu komersial yang dominan dari beberapa kelompok 

hutan di tiga wilayah kecamatan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa 

kelompok yaitu kelompok Dipterocapaceae, kelompok non Dipterocarpacea, 
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kelompok kayu indah, kelompok rirnba capuran dan kelompok kayu yang 

dilindungi. Hutan-hutan ini sangat luas sekali yakni sekitas 90% dari sellllllh luas 

wilayah yang dimiliki lumbis Ogong dan paling banyak yang dilindungi 

khususnya yang berada di sebelah barat. 

B. Hasil Penelitian 

1. Perencanaan Pernbangunan melalui Musrenbang Di Kecamatan Lumbis 
Ogong 

a. Menyusun rencana 

Perencanaan Pembangunan di Negara kita sebelum Refonnasi masih 

dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah-daerah. 

Pcrcncanaan ini biasa discbut perencanaan dari atas (lop down), tetapi setelah 

reformasi pembangunan direncanakan mulai dari ams bawah (bollom up) 

artinya perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, yang 

memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penyusunan rcncana 

dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kebutuhan masyarakat karena 

rencana tersebut benar-benar dapat dilaksanakan nantinya. 

Dalam menyusWI rencana pembangunan di setiap tingkatan terlebih dahulu 

diawali dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabilah musyawarah 

yang dilakukan dapat disetujui oleh masyarakat setempat atau sekelompok 

orang-omng yang membutuhkan pembangunan tersebut, maka rcncana itu 

dimasukkan daiam daftar perencanaan, baik jangka pendek, mcnegah dan 

panJang. 

Penyusunan Rencana Pembangunan di Kccamatan Lumbis Ogong dilalui 

dengan musyawarah di tingkat desa, dimana masyarakat diajak untuk duduk 
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bersarna dan berunding agar benar~benar pembangtman yang direncanakan 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalarn penyusunan rencana pembangunan 

ini masyarakat di upayakan untuk menyarnpaikan pendapatnya. Satu demi satu 

masyarakat dimintai pendapat tentang kebutuhan di desa dan di berikan 

kesernpatan bagi masyarakat yang lain untuk menanggapi serta rnemberikan 

argumen. Kalan perbincangan mereka sudah mencapai kata sepakat, maka 

hasilnya dimasukkan dalam daftar usulan yang disertai dengan berita acara 

kescpakan. 

Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan 

pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh 

garnbaran sebagai berikut: 

I. Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dati tlngkat 

bawah Desa behun dilaksanakan dengan haik, kecuali Desa Payang. 

2. Dari basil pencatatan, sebagaimana dtsampaikan oleh kepala Desa dan 

warga Lagas dan Desa Ngawol bahwa musrenbang desa (musyawarah 

pemhangunan tingkat desa) mencerminkan para tokoh-tokoh masyarakat 

saja yang mendiskusikan pembangunan bukan digali dari masyarakat 

umum, dan pada saatnya musrenbang desa masyarakat hanya dipanggil 

dan dihacakan dengan pertanyaan "setuju atau tidak.". Yang setuju angkat 

tangan dan juga yang tidak setujua angkat tangan dtsertai alasan-alasan 

3. Usulan prioritas kegmtan yang akan diajukan kc Kccamatan terpenuhi. 

meskipun untuk masing-masing desa, namun ada heherapa desa yang 

penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan 
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BPD tanpa melibatkan masyarakat, diantaranya desa Lagas, Ngawol, Bulu 

Latm Hulu dan Suyadon kecuali Desa Payang. 

Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan 

salah satu kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga 

keak.tifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan. 

Keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan 

dibenarkan oleh Camat Lumbis Ogong dalam pemyataanya menyampaikan 

bahwa: 

"Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, sangat terbatas pemahamannya, inilah 
salah satu faktor yang san gat penting, karena bagaimanapun juga kalau 
orang tidak paham maka kita juga yang posing. Mereka menyangka 
bahwa kita yang salah pada hal mereka menafsirkan dan memahami 
salah. Jadi kita ini pak serba susah. Untuk itu saya minta kepada Kepala 
Desa dan Aparat Kecamatan atau Orang-orang yang mengerti 
membetikan sosialisasi kepada mereka. (wawancara, 17 Pebruari 2018) 

Hal tersebut sama yang sampaikan oleh BPD Bulu Laun Hulu yang 

mengatak.an bahwa: 

Masyarakat kami pak pemahamannya tentang musrenbang masih 
dibawah standar, artinya mereka belum memahami sama sekali tetang 
musrenbang, sehingga karni di desa itu melaksnakannya hanya aparat­
aparat desa saja. Kalau masyarakat lain tidak hadir. Pada saat kami 
melaksanakan musrenbang masyarakat banyak yang berangkat ke hutan 
dan ke lading mereka tidak. bersedia ilrut. 

Hal yang sama disampaikan oleh Pendamping desa di Lumbis Ogong 

adalah: 

Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, rata-rata tidak mau ikuti musrenbang 
desa, kalau kita panggil banyak alasannya, ada yang mengunjllllgi 
keluarga, ada yang ke Mansalong, ada yang ke Hutan dan ke ladang, 
setelah ditanya mengapa tidak ikut musrenbang desa, katanya itukan 
urusan aparat desa kama mereka kan digaji pemerintah, iya merekalah 
yang ums itu" 
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Sebagai Kewajiban Pemerintah dapat memberikan sosialisasi dengan 

maksud untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat akan 

perencanaan pembangunan serta mengatasi keterbatasan jumlah Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahan Desa atau Kecamatan agar dapat 

memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan kepada 

masyarakat. Apabila pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan maka pemahaman 

masyarakat akan perencanaan pembangunan dapat tercapai. 

Kegiatan seperti di atas telah diupayakan di Lurnbis Ogong, namun 

hasilnya hasilnya tidak optimal, karena masyarakat tidak memahami tentang 

kegiatan penyusunan rencana pembangunan sehingga akibatnya banyak 

pembangunan yang dilakukan dengan membuat proposal tersendiri tanpa 

dilalui dengan perencanaan yang telah dimasukk.an dalam daftar perencanaan 

semula. Kegiatan ini dapat dilakukan masyarakat dengan melihat kebutuhan 

sesaat, artinya mereka ingin membangun tanpa disadari bahwa pembangunan 

akan digunakan dalam masa yang panjang. Selain itu banyak yang mengajukan 

pembangunru1 tiba masa, tiba aka! dimana mereka berpikir dalam sesaat saja 

dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Hal seperti ini dijumpai peneliti di 

daerah pcnclitian, dimana masuyarakat masih menyarnpaikan dan 

mengutarakan proposal yang dibuat serta langsung diantar ke Bupati atau 

DPRD di kabupaten. 

b. Menetapkan Rencana 

Penetapan rencana pembangunan yang telah disepakati dituangkrut dalam 

draf rru1cangan dan ditetapkan selama kunm waktu tertentu, atau menurut 

skala periorilas yang telah disepakati oleh masyarakat setempat, misalnya 
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pembangtman yang tergolong jangk:a Pendek, Jangka menengah dan Jangka 

Panjang. Perencanaan pembangunan yang telah ditetap dibuatkan berita acara 

kesepakatan dan dijadikan pedoman daJam pengusuJan pembangunan. Hal-hal 

yang tidak masuk dalam daftar perencanaan tahunan akan dimasukkan dalam 

rapat tahunan diatasnya. Artinya kalau penetapan perencanan sudah 

dilak.sanaakn maka usulan yang tidak. masuk dalam perencanaan terserbut tidak 

bole lagi diusulkan kecuali dilaksanakan lagi musrenbang satu tahun kemudian. 

Hal tersebut diatas sangat sesuai yru1g disampaikan oleh perwakilan 

Bappeda Kabupaten Nunukan yang mengatakan bah.wa: 

Semua basil kesepakatan dalam musrenbang dituangkan dalam draf us ulan 
ke Kabupaten sebagai bahan rembuk para SKPD-SKPD terkait. 
Menyangkut usulan-usulan pembangunan tersebut yang belum masuk, 
akan dimasukkan pada musrenbang tahun berik:utnya. Kemudian pihak 
pengusul dati desa dan kecamatan membuat skala perioritas, sehingga kita 
ketahui tentang mana pembangunan yang mendesak, dan mana yang tidak. 

Hal yang sama dengan itu juga disampaikan oleh kepala desa Payang yang 

mengatakan bahwa: 

Pada saat kami musrenbang karena semua masyarakat hadir, sudah kami 
sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau masih ada pembangunan yang 
kita lupa sampaikan sekarang nanti musrenbang tahun depan baru kita 
masukkan karena kalau sudah dimasukkan dalam draf sekarang ini sulit 
lagi kita menambah. Memang kalau kami lihat sekarang banyak yang 
tertinggal atau lupa diusul tetapi apa bole buat, Cuma hal ini masyarakat 
saya semua memahami. 

Pelaksanaan penetapan rencana pcmbangunan di Kecamatan Lumbis 

Ogong belum dilaksanakan secara optimal, karena banyak yang diusulkan 

masyarakat tidak dimasukkan dalam draf usulan, bahkan usulan tersebut 

beruba atau tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang disepaki 

.,masyarakat. Selain itu banyak para kontraktor dimasyarakat yang 

mengajuhkan proposal tidak sama dengan penetapan perencanan pembangunan 
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yang sudah dimasukkan dalam draf awal atau penetapan rencana yang dibuat 

berdasarkan basil kesepkatan masyarakat. Akibatnya banyak pennasalahan 

yang muncu.l diantara masyarakat, karena proposal yang diajuhkan tidak 

melalui musyawarah bersama atau hanya sesuai dengan keinginan kontraktor 

saja atau hanya muncul karena pik.iran sesaat saja. Mereka hanya memekirkan 

bagaimana mencapai kcuiHungan sendiri tanpa memikirkan kebutuhan 

masyarakat akan pembangunan tersebut. 

Berikut ini penetapan perencanaan pembangunan di desa kelompok 

La bang tahun 2018 yang sudah dimasukkan dalam draf perencanaan awal 

melalui musrenbang desa 

Tabel4.3 Daftar masalah dan kebutuhan masyarakat Kelompok Labang 

Jenis Kegiatan YanJ!: diusulkan 
~-

No Lokasi 
I Pembangunan Pas Lintas Batas La bang 

~- ~-

2 Pembangunan Postu Kesehatan Bulu laun Hulu 
3 Pembangunan Lapangan Pesawat Sumantipal 
4 Pem_b~g':l_nan Gedung ~~olah __ --~-S~"":ol 

~ ~~-··~ ---- ~ 

s Pembangunan Balai Adat La_gas 
6 Pembangunan Sarana air bersih 

- --·-- Lagas 
7 Jaringan Listrik Labang 
8 Janngan Telepon 

~~ 

La bang 
Sumber. Usulan Ke/ompok Desa J.ahang 20!8 

Usulan tersebut diatas telah berkali-kali bahkan setiap musrenbang 

disampaikan ke Kecamatan, tetapi sampai sekarang belum diakomodir. Oleh 

sebab itu pemerintah desa beserta aparahlya tetap menyampaikan usulan ini 

karena mempakan kcbutuhan masyarakat Selain itu pemerintah dan aparatnya 

sebagai twnpuan masyarakat sebagai pengemban aspiras1 rakyat maka rakyat 

mengharapkan agar dapar disampaikan ke pihak yang berwewenang. Oleh 

sebab itu Pemerintah desa tetap mengajuhkan usulan inl ke pemerintah 

kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten dan sctcrusnya. 
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c. Pengendalian Pelaksanan Rencana 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dibagi tiga 

alur utama perencanaan yakni musrenbang desalkelurahan, kecamatan dan 

kabupatenlkota. Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan 

mcrupakan forum rembuk yang dilaksanakan oleh masyarakat. Musyawarah ini 

dilaksanakan untuk menentukan pembangunan yang akan direncakan sesuai 

dengan perioritas. Forum ini diupayakan dengan tujuan untuk mcnggali 

infonnasi dari masyarakat tentang kebunthan pembangunan yang akan 

diperioritaskan dalam satu tahun perencanaan. Perencanaan tersebut 

mcrupakan upaya untuk menggali potensi dan pendapat masyarakat dalam 

forum yang dilaksanakan. Oleh karcna itu sangat dibutuhkan adanya control 

yang dapat didefenisikan suatu proses yang dipengaruhi oleh srunber daya 

manusia yang dapat digunakan sebagai pengontor hasil kesepakatan seluruh 

masyarakat (bo!lon up) sehingga pada saat pembangunan itu dilaksanakan di 

desa tidak mendapatkan penolakan atau tantangan dari masyarakat setempat. 

Pemerintah Nunukan telah menerbitkan keputusan Bupati Nunukan 

Nomor 24 Talmo 2015 tcntang tata cara masyawarah perencanaan 

pembangunan Rencana Pcmbangunan Keija Daerah yang mengacuh pada 

peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang tala cara penyusunan 

pcngendalian dan evaluas1 pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Daerah. Hal ini 

sudah sangat sesuai yang disampaikan oleh Camat Lumbis Ogong yang 

diwawancarai oleh peneliti pad a hari sabtu, 17 Pebruari 2018 jam, 16.00~17 25 

di Mansalong, mengatakan bahwa: 
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan 
Lumbis Ogong Mengacu pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 
2015 yang selama ini belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman 
pada pennendagri nomor 54 tahun 2010. Hal ini sudah beberapa tahun 
terakhir ini menjadi acuan diringkat kecamatan Lumbis Ogong dalam 
melaksanakan musrenbang. Cmna masalahnya peraturan tersebut masih 
belum diketahui secara jelas oleh masyarakat tentang tata cara dan waktu 
pelaksanaan musrenbang dan kami hanya mengikuti instrusi dari kabupaten 
tentang waktu pekasanaanya. Akan tetapi musrenbang dilaksanakan di 
setiap desa mulai pada bulan Januati 2018 yang lalu dan tepatnya pada hari 
Jumat, 16 Pebruari 201 8 kit a Jaksanakan musrenbang di Kecamatan Lumbis 
Ogong dengan maksud menjaring seluruh aspirasi dari masyarakat di setiap 
desa dan Musrenbang ini sebagai kelanjutan musrenbang Desa dengan 
merangkum seluruh usulan pembangunan dari Desa dan dirembuk di 
Kecamatan. Kita ketahui bahwa desa mengusuikan pembangunan berarti 
sudah merupakan kesepakatan mereka dan sesuai dengan kebutuhan yang 
ada di desanya, sehingga tidak perlu kita coret mencoret malahan kita 
control. dan diawasi hingga ke Kabupaten, serta pada saat musrenbang 
kecamatan, masyarakat kita undang tmtuk memberikan argmnentasi dan 
selanjutnya disampaikan ke Kabupaten untuk diproses selanjutnya. Terlepas 
dari disetujui atau tidak disana, kita tetap tetap menyerahkan kepada mereka 
melalui verifikasi dan tetap kita pertahankan. Pelaksanaan Musrenbang 
tahun ini beda dengan musrenbang tahun lalu 2017 karena pada tahWIIalu 
hamplr dihadiri seluruh perwakilan SKPD Kabupaten Nunukan. Sedangkan 
sekarang ini hanya beberapa SKPD yang hadir yakni Bapeda, Pembangunan 
Wilayah perbatasa, Dinsos, Dinas Pertanian, PU, Dinas Kesehatan dan 
Pemberdayaan Perempuan dan anak. Saya juga kurang tabu mengapa 
instansi lain tidak hadir sepeni pendidikan, pada hal usulan-usulan dati 
setiap desa paling banyak di Pendidikan, ya .... mudah-mudahan tahun depan 
bisa lebih baik lagi harapan kita begitu katanya ..... "(Wawancara) 
dilaksanakan pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018) 

Berdasarkan basil wawancara dengan camat Lumbis Ogong di atas, 

dapat diinterpretasikan bahwa Perencanaan pembangunan itu harusnya 

mengacu pada peraturan yang ada dan sesuai dengan keputusan dari desa. 

bukan keputusan yang hanya dibuat oieh satu orang saja. Bahkan kalau 

Pcmcrintah yang lebih diatas mencoret usulan dari masyarakat ham 

memberikan alasan-alasan tertentu yang dapat masuk aka! masyarat, misalnya 

tidak sesuai dengan geografis wilayah, anggaran tidak mencukupi dan lain-lain. 
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Hal tersebut diatas sesuai yang disampaikan oleh kepala desa Sumantipal 

bahwa: 

Selama ini kami memmggu-nunggu tentang usulan masyarakat melalui 
musrenbang. Dan setelah kami cek di Kabupaten temyata sudah 
dianggap tidak layak dengan berbagai aJasan, ada yang mengatakan 
anggaran tidak cuk.up, ada juga yang dicoret karena tidak sesuai dengan 
kond.isi wilayah dan Jaian-lain. Tetapi kalau memang ada alasan 
demikian tolong pernerintah Daerah sampaikan kepada kami jauh 
sebelumnya supaya kami tidak menunggu usulan tersebut. 

Pemyataan yang sama juga disampaikan sala satu kepala desa d.ari 

Lmnbis Hulu yang mengatakan bahwa: 

Selama ini tidak ada infonnasi tentang usulan kami tetapi ada anggota 
saya ke Nunukan mengecek ternyata tidak cocok dibangun di Daerah 
saya, mengapa tidak. diberi tahukan dari awal supaya masyarakat tidak 
memmggu-nunggu. (Wawancara tanggal, 16 Pebmari 2018) 

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bal1wa belum terdapat 

kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Ini 

ditandai dengan beberapa kegiatan prioritas yang diusulkan desa tidak 

terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan. Bahkan kadang-kadang 

usulan tersebut diabaikan sehingga masyarakat menunggu realisasi sampai 

tahun berikutnya. 

d. Evaluasi pelaksanaan Rencana 

Perencanaan Pelaksanaan pcmbangunan dari setiap tahapan dapat 

ditinjau kembali setelah melalui evaluasi. Tantangan, rintangan dalam setiap 

kcdgiiatan perencanaan pembangunan pasti ada, begitu juga keberhasilan dan 

kesuksesan pembagunan pasti tercapm, oleh kama itu pcrlu pcngccekan atau 

dievaluasi kembali tentang rcncana pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Kita perlu rnengetahui sejaulunana keberha.silan yang telah dicapai atau 

pcnyebab ketidak berhasilan pcmbanghunan yang dilaksanakan. Untuk 
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mencapai target keberhasilan perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan, seperti melibatkan masyarakat banyak melalui fomm 

pertemuan. Dan diupayakan semua masyarakat dapat memberikan pendapatnya 

dengan cara diberikan kesempatan atau peluang yang sama dalam memberikan 

sumbangan pemikiran tanpa dihambat, atau diintimidasi, sehingga mereka 

dapat mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Keterlibantan ini dimulai 

dari tingkat lapisan masyarakat paling bawah (RT) sampai ke Kecamatan 

karena Salah satu SKPD yang han1s menyelenggarakan praktek perencanaan 

pembangunan adalah kecamatan. Pada tingkat kecamatan ini dilakukan 

penJaringan asprrasi dalam proses perencanaan pembangunan melalm 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). 

Pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong selalu di lakukan 

setiap tahunnya. Namun dalam kenyataannya melalui evaluasi Rencana 

Pembangunan, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong penyelenggaraan dan 

hasilnya belum optimal. Berdasarkan evaluasi perencanaan Pembangunan di 

kecamatan Lumbis Ogong ditemukan bahwa perencanan ini belum mewakili 

seluruh masyarakat dan yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya surat undangan yang 

disebarkan namun peserta yang hadir hanya sedikit. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sekcam bahwa: 

" Saya selaku sekcam sekaligus Camat. telah mcngundang . SKPD 
Kabupaten Nunukan, masing-masing Jnstansi. DPRD kabupatcn Nunukan 
Daerah Pemilihan Ill, Unsur Kecamatan tennasuk Muspica, kepala-kepala 
Desa, Ketua BPD dan Anggotanya, Tokoh Agama, LSM, dan Perwakilan 
Perempuan. Undangan yang kami sebar diperkirakan sekitar 200. tetapi 
pada kenyataannya yang hadir berdasarkan daftar hadtr hanya 92 orang.. " 
Tidak sama tahun-tahun lalu lebih banyak yang datang ... " {wawancara 
Tanggal. 17 Pebruari 2018) 
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Berdasarkan wawancara di atas, kehadiran peserta yang dioodang sangat 

kecil dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini jembuktikan bahwa kepercayaan 

masyarakat akan pelaksanaan musrenbang juga sangat kecil, berarti 

pelaksanakanaan musrenbang belwn optimal. Hal m1 dapat dilihat dari 

keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belmn mewakili seluruh 

masyarakat kecamatan yang ada di kecamatan Lwnbis Ogong. Seperti yang 

dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat bahwa: 

" Peserta yang ditmdang dalam musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong ini, 
adalah DPRD, SKPD, Bappeda Kabupaten Nooukan. Unsur Muspica, 
Kepala· Kepala Desa, Badan Pernakilan Desa LSM, Pendamping De sa dan 
Wakil Perempuan" tujuan kita lakukan ini untuk mengevaluasi usulan Desa 
(wawancara 16 Pebruari 2018) 

Forum yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan 

pembangooan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi 

keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Seperti musrenbang Kabupaten, 

yang diundang hanya perwakilan dari kecamatan. Oleh karena itu pada tahapan 

proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat 

diupayakan sebanyak mungkin agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan 

masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata. Seperti yang dikernukakan 

oleh wakil dari Bappeda kabupaten Nunukan bahwa: 

" saya sampaikan kepada Kepala·kepala Desa, pihak kecamatan dan Tokoh­
tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat bahwa penjaringml 
aspirasi wajib dilaksanak:an dari bawah sehingga masyarakat di desa 
diusahakan hadir semua, Karena disilah kita dapat mengevaluasi rencana 
kita dari desa apakah sudah cocok atau masih samar-samar sehingga tidak 
menimbulkan dampak yang memgikan kita semua. Sangat dibutuhkan 
evaluasi dalam perencanaan kita bersama.hanya ditingkat desalah dan 
kecamatan kita Libatkan masyarakat banyak. Kalau ke Tingkat Kabupaten 
itu sangat terbatas, yang diundang itu hanya perwak.ilan kecamatan_ 
Sebenamya kita mau undang juga tetapi kita ini memiliki jarak yang san gat 
jauh dan biaya yang cukup tinggi ..... (wawmtcara, 16 Pebruari 2018) 
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Pemyataan yang sama disampaikan oleh Kasih Umum dan Kepegawaian 

Kecamatan Lumbis Ogong bahwa: 

" Kalau saya diusahakanlah semua warga hadir kalau musrenbang di desa, 
karena kita tidak memiliki RT yang paling bawah. dan selama ini saya 
dengar langsung di desa saja sebagai tempat penjaringan aspirasi. Dan kalau 
kita hadir kan kita ketahui pembangunan yang kita usulkan apakah itu 
sudah sesuai dengan kebutuhan kita di desa atau bagaimana. Dalam 
mengusulkan pembangun.an kita perlu evaluasi agar tidak banyak 
menimbulkan resi.ko dilapangan, Perti pembangunan kita letakkan dipinggir 
sungai atai ditebing gunung, hal ini bias menimbulkan resiko bagi kita 
penggtmanya. Oleh sebab itu supaya kita semua dapat menghimbau kepada 
masyarakat agar hadir dalam penjaringan aspirasi dimasyarakat, karena 
semua harus berpikir dan menyampaikan kepada pemerintah bahkan Saya 
kwatir, ada bangunan yang diberikan, masyarakat berdali untuk menolak. 
kerena tidak sesuai dengan kebuhthan. (Wawancara 16 Pebruari 20 18) 

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lagas pada tanggal 16 Pehmati 

2018 mengatakan bahwa: 

"Perencanaan pembangunan yang kami sampaikan dari desa banyak yang 
tidak sesuai dengan penetapan pemerintah, makanya kami sangat binggung 
apa penyebabnya. Kalan tidak disetujui pemerintah atau karena keterbatasan 
anggaran, perlu kami diberi tahukan agar kita dapat menjawab pertanyaan 
masyarakat". 

Berdasarkan basil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak 

usulan pembangunan dari masyarakat yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

penetapan pemerintah, sehingga masyarak.at tidak peduli terhadap bangunan 

yang masuk dalam desanya. Artinya apa yang mereka usulkan tidak sesuai 

dengan pisik yang mereka terima. 

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (musrenbang Kecamatan) 

adalah fonun untuk. musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan 

masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di 

Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan ketja 

perangkat Daerah kabupaten pada tahap berikutnya. Camat menyelenggarakan 
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dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan melalui 

musrenbang Kecamatan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD 

tingkat kecamatan. Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan 

dengan prioritas kegiatan dari desa LUituk mengatasi pennasalahan di 

Kecamatan serta pihak-piliak yang berkaitan dan terkena dmnpak hasil 

musyawarah. Sedangkan narasumber adalah pihak pemberi infonnasi yang 

menyampaikan informasi dalam pelaksanaan musrenbang 

Nanmn dalam prakteknya, pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat 

kccamatan pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 tidak dihadiri oleh DPRD 

Kabupaten Nunukan daerah Pemilihan III. Hal ini sudah bertentangan dengan 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Talmo 2015 dalam pasal 33 ayat d yang 

mengatakan DPRD Daerah Pemilihan mempakan peserta dalam musrenbang 

Kecamatan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan 

pembangunan Kecamatan Lmnbis Ogong belum melibatkan masyarakat secara 

keseluruhan dan dalam proses perencanaan pembangunan belum membcrikan 

peluang yang sama kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan 

pemikiran serta masih terkendala waktu. Dalam proses perencanaan 

pcmbangunan di Kecamatan Lumbis Ogong, baik di tingkat Desa maupun 

Kecamatan, masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan unhlk 

memutuskan kegtatan primitas yang akan diajukan ke musrenbang 

selanjutnya. 
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e. Perencanaan yang Sinergitas 

Perencanaan pembangunan selalt1 menekankan kerja sama antar wilayah 

administrasi dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Banyak usulan 

pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga 

mengakibatkan banyak usulan yang ditolak oleh pemerintah Kabupaten. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan perencanaan yang sinergitas. Oleh 

karena itu para pemangku kepentingan yang ada di desa harus benar-benar 

mengetahui kondisi dan karakteristik wilayahnya. Selain itu dalam merembuk 

rencana pembangunan dibutuhkan forum yang melibatkan rnasyarakat secara 

luas. Tetapi kenyataan yang teijadi hanya terbatas di tingkat musyawarah 

percncanaan pembangunan desa, representasi masyarakat dalam forum-forum 

ditingkat kecamatan san gat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program 

masyarakat yang hilang di tengah jalan. Hilangnya usulan tersebut menurut 

Cam at Lwnbis Ogong adalah sangat beralasan, berikut petikan 

wawancaranya: 

"Berhubung karena, Kecamatan kami paling sulit ditempu, maka 
pclaksanaan musrenbang juga kurang banyak orang yang hadir, apalagi 
yang berasal dari Nunukan. Sehingga masyarakat mengusul itu kadang 
tercecer bahkan kami di kecamatan rab'll kaJau usulan itu tidak sampai, 
bukan hilang sebenarnya, karena itu kami menetapkan utusan dari 
kecamatan yang membawanya kesana. Setelalt sampai disana utusan itulah 
yang mendegarkan apakah usulan itu cocok atau tidak mak.sudnya setelah 
diverifikasi (wawancara, 17 Pebruari 2018 di Mansalong) 

Di tingkat desa, kegiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan 

pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam fonun musrenbang 

saja, diselenggarakan fonun-forum lain di luar musrenbang hila dibutuhkan. 

Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya dari yang lain, 

1msalnya dati APBN. Seperti program pembangunan jalan Ltunbis-Lumbis 
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Ogong. Jaringan Listrik dan Jaringan Telepon yaitu program pembangunan 

yang sumber dananya dari pusat, masyarakat juga diupayakan untuk tetap 

berperan dalarn pembangunan tersebut, baik pengawasan, maupun 

pemeliharaan. Agar pembangtman tersebut dapat bertahan dan berdaya guna 

demi kepentingan masyarakat. Sehingga keberlanjutan perencanaan dapat 

dipertahankan di Kecamatan Lumbis Ogong melalui forum rembug warga 

yang diselenggarakan di Juar musrenbang desa. Seperti yang telah disampaikan 

sebelumnya, di tingkat kecamatan. musrenbang dijadwalkan antara Januari­

Pebruari yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan. 

Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang 

Kecamatan merupakan hasll memaduserasikan antara prioritas usulan dan 

berbagai desa dengan prioritas usulan dari SKPD. Usulan yang terakomodasi 

dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya 

dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai 

keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. Untuk 

mengetahui apakal1 suatu usulan mempunyai keterkaitan dengan usulan lain 

yang diajukan baik oleh SKPD maupun desa lain diperlukan interaksi diantara 

semua peserta. 

Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang hams 

dipenuhi oleh semua usulan yang masuk untuk dijadikan daftar prioritas usulan 

yang didanai olch APBD. Me:ngenai usulan yang diakornodir harus sinergitas 

dengan wilayah dimana masyarakat berada. Oleh sebab itu harus diverifikasi 

dengan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan masalah nantinya. Seperti 
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yang dikemukakan perwakilan Bappeda kabupaten Nunukan sebagai 

berikut: 

"Usulan yang diakomodasi itu adalah usu1an yang mempunyai keterkaitan 
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan merniliki 
keterkaitan dengan usu1an kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan 
pembangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut 
tidak dibangwi maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan 
masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju Kota. 
Jadi disini ada keterkaitan antar bina marga, Kota dan mungkin SKPD lain. 
Usulan yang seperti ini yang dapat diakomodasi ... (wawancara. 16 Pebnmri 
2018) 

Pandangan di atas menunjukan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD 

dengan SKPD lainnya menjadi salah satu kriteria diakomodasi tidaknya suatu 

usulan kegiatan. Disini ditekankan keija sama antar wilayah dan geografi lllltuk 

mencapai sinkronisasi kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders 

dalam membahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan ke 

tingkat yang lebib tinggi. 

Berdasarkan basil penelitian, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong 

sudah memenuhi kriteria sinergitas perencanaan, artinya para SKPD-SKPD 

yang hadir sudah mendengarkan argumentasi pengusul dari desa ten tang betapa 

pentingnya usulan mereka, lalu SKPD-SKPD yang hadir telah memberikan 

alasan-alasan apabilah usulan tersebut tidak layak. Akan tetapi pada 

pelaksnaannya belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya 

ketidaksinkronan antara usulan SKPD dengan usulan desa sehingga hams ada 

usulru1 yang dikorbankan dari pihak Desa. 

f. Legalitas Perencanaan 

LegalitasPerencanaan disini maksudnya adalah bahwa perencanaan 

pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong sesuai dengan 
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regulasi yang ada dan dapat dipertanggw1gjawabkan. Perencanaan 

pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan 

pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukwn yang digunakan daJam 

perencanaan pembangunan UU Nomor 25 tahun 2004 telah memberikan 

amanat yang jelas tentang sistem perencanaan pembangunan negara kita mulai 

ditingkat desa!kelurahan, Kecamatan, Kabupatenlkota Provinsi hingga sampai 

ke pusat. 

Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang dilaksanakan untuk 

mengetahui kebutuhan masyarakat setempat tentang pembangunan yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah. Perencanaan tersebut dapat mengikut sertakan 

masyarakat dalam memberikan pendapat penguatan agar pemerintah benar­

benar dapat rnemahami tentang kebutuhan setiap desa-desa yang ada. 

Musrenbang dapat dijadikan tOm multi pihak terbuka, transparan dan 

akuntabilitas yang secara bersama-sama rnengidentifikasikan dan menentukan 

arab kebijakan pembangunan masyarakat untuk rnelaksanakan aspirasi 

masyarakat pada level bawah. Kegiatan musyawarah pembangunan baik di 

desa!Kelurahan, Kecarnatan, kabupatenlkota, Provinsi dan Pusat merupakan 

kegiatan Negosiasi, rekonsiliasi dan hannonisasi antara pihak pernerintah, 

swata dan masyarakat sekaligus mencapai konsesnsus bersama rnengenai 

kegiatan pembangunan dengan anggaran-anggaranya. 

Beberapa peraturan yang mengatur tentang musrenbang atau musyawarah 

Perencanaan Pembangunan antara pemangku kepentingan dalam merencankan 

pembangunan daerah diantaranya adalah peraturan menten dalam negeri 

Nomor 54 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut telah jelas bahwa musrenbang 
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merupakan forum an tara pemangku kepentingan dalam men jaring asprrast 

masyarakat secara luas dalam rangka menyusun pembangunan daerah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka merupakan forum perencanaan 

publik mulai dari Desa!Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten!Kota, Provinsi dan 

Pusat bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. 

Pelaksanaan musrenbang ini merupakan salah satu h1gas pemerintah untuk 

menunaikan tugasnya sebagai penyelenggara negara atau sebagai umsan 

pemerintah yang menyangkut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

l) Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadt 

UU Nomor 25 talmo 2004, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diperlukan unh1k lebih menekankan ptinsip demokrasi, keadilan, dan 

peran serta nasyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi 

dan keaneka ragaman yang dimiliki daerah. Yang paling mendasar pada UU 

Nomor 25 tahun 2004 adalah proses pembangunan yang dilaksanakan di 

daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional. 

Sehubungan, masalah anggaran, dan substansinya harus mencenninkan 

keterkaitan antara pusat dan daerah sehingga jelas anggaran yang 

ditetapkan oleh Pemenntah. Tujuan Musrenbang berdasarkan surat bersama 

Menteri Negara Perencanaan pembangtmanl Kepala Bappenas dan Menteri 

Dalam Ncgcn Nomor: 0259/M.ppn/I/2005 Tanggal 25 Januari 2005, perihal 

petunjuk teknis pelaksanaan musret1bang tahtm 2005 adalah sebagai berikut: 

a. Menampung aspirasi masyarakat dari arus bawah dan menetapkan 

penoritas keburuhan masyarakat. 
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b. Menetapkan kegiatan yang mendesak dan perioritas yang akan dibiayai 

oleh APBD Kabupaten, Provlnsi dan Pusat atau sumber-suber lainnya 

c. Menetapkan perioritas kegiatan yang akan diajuhkan untuk dibahas pada 

musyawarah Perencanaan Pembangunan diatasnya. 

2) Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangtman (Musrenbang) 

Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembanb'1IIlan (Musrenbang) 

dapat dilalui dngan tahapan-tahapan berdasarkan tingkatan yaitu dimulai 

dari R T /R W, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan 

Pusat. Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan perencanaan paling 

mendasar atau yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat paling bawah. 

Masyarakat ditingkat RT/Rw atau Desa/Kelurahan mengumpulkan 

masyarakat untuk dimintai pendapat tentang kebutuhan mereka yang sangat 

mendesak kemudian direngking sesuai dengan tingkatan kebutuhan, 

kemudian dimusyawarahkan untuk disepakati dibawa ke ringkat lebih 

tinggi. Tahapan-tahapan itu adalah: 

a. Penjaringan aspirasi tingkat RT/RW 

b. Musrenbang tingkat Desa!Kelurahan merupakan pembahasan basil 

aspirasi masyarakat dari tingkat RT IR W sekaligus fonn rembuk 

perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa!kelurahan. 

c. Musrenbang di tingkat Kecamatan. Musyawarah ini mempakan masukan, 

konfinnasi, klarifikasi, berbagai perioritas kegiatan dari tingkat desa 

yang akan diusulkan dan dibahas pada tingk:at kecamatan bersama Tim 

M usrenbang Kecamatan 
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d. Musrenbang di tingkat kabupaten. Musyawarah ini adalah lanjutan dari 

musyawarah di tingkat kecamatan dengan membahas masukan dari setiap 

kecamatan, dimana semua SKPD memantapkan Rencana Keija Tahunan 

dan keserasian antara Renja-SKPD dengan rancangan awal RKPD yang 

telah disusun berdasarkan masukan hasil musrenbang kecamatan. 

3) Prinsip Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

( Musrenbang) 

Santi (2004) Pada proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, 

Musrenbang sangat memperhatikan dan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

I) Musyawarnh Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan demand 
driven process artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan 
besar dalam menentukan keluaran basil musrenbang. 

2) Musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada semua sthekholdersw untuk menyarnpaikan masalalmya, 
mengidentifikasikan po.sisinya, mengemukakan pandanganya menentukan 
peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasi l musrenbang (bersifat 
inklusit) 

3) Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari 
proses penyusunan rencana daerah 

4) Bersifat strategic thinking process, artinya proses pembahasan dalam 
musrenbang distrukturkan, dipandu dan dipasilitasi mengikuti alur 
pemeikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata, menstimulasi 
diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap pennasalahan 
diliasilkan dari proses diskusi dan negoisasi. 

5) Bersifat partisipatif artinya hasi-hasi dari forum Musrenbang merupakan 
kesepakatan kolektif oleh peserta musrenbang. 

6) Mengutamakan kexjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan 
pennasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus. 

7) Bersifat resolusi konflik artinya Jebih memberikan pemahaman yang sangat 
baik dari selwuh peserta tentang prespektif dan toleransi atas kepentingan 
yang berbeda, mempasilitasi 1andasan bersama dan mengembangkan 
kemampuan lllltuk menemukan solusi pennasalahan yang menguntungkan 
semua pihak (mutually aceptable solution). 

Pemerintalt Nunukan telah menerbitkan keputusan Bupati Nunukan Nomor 

24 Tahun 2015 tentang tata cara msyawarah perencanaan pembangunan Rencana 

Pembangtman Kerja Daerah yang mengacuh pacta peraturan menteri dalam negeri 
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nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 08 tahun 

200& tentang tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah dapat 

menerapkan empat tahapan perencanaan Pembangunan yakni, Menyusun 

Rencana, Menetapkan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi 

Rencana Pernbangunan sehingga perencanaan yang dilaksanakan dapat terencana 

dengan baik. Peraturan-peraturan tersebut di atas, sudah sangat sesuai yang 

disarnpaikan oleh Camat Lurnbis Ogong pada hari sabtu, 17 Pebmari 2018 yang 

mengatakan bahwa: 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Lumbis 
Ogong Mengacuh pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tabun 2015 yang 
selama ini belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman pada permendagn 
nomor 54 tahun 2010. Hal im sudah beberapa tahun terakhir 101 menJadi acuan 
ditingkat kecamatan Lumbis Ogong daJam melaksanakan musrenbang. Cuma 
masalahnya peraturan tersebut masih belum diketahUJ secara Jelas oleh masyarakat 
tentang tata cara dan waktu pelaksanaan musrenbang dan kami hanya mengikuti 
instrusi dari kabupaten tentang waktu pekasanaanya. Akan tetap1 musrenbang 
dilaksanakan di setiap desa mulai pada bulan Januari 2018 yang lalu dan tepatnya 
pada hari Jumat, 16 Pebruan 2018 kita laksanakan musrenbang di Kecamatan 
Lumbis Ogong dengan maksud menjaring seluruh asp1ras1 dan masyarakat di 
setiap desa dan Musrenbang 101 sebagai kelanJulan musrenbang Desa dengan 
merangkum seluruh usulan pembangunan dan Desa dan dirembuk di Kecamatan 
yang selanjutnya disampaikan ke Kabupaten untuk diproses selanJutnya. 
Pelaksanaan Musrenbang tahun ini beda dengan musrenbang tahun lalu 2017 
karena pada tahun lalu hampu dihadiri seluruh perwakilan SKPD Kabupaten 
Nunukan. Sedangkan sekarang m1 hanya beberapa SKPD yang had1r yakn1 Bapeda, 
Pembangunan Wilayah perbatasa, Dinsos, Dmas Pertan1an, 1,U, Dmas Kesehatan 
dan Pemberdayaan Perempuan dan anak. Say a juga kurang tahu mengapa instans1 
lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan dan set1ap desa palmg 
banyak di Pendidikan, ya. mudah-mudal1an tahun depan bisa lebih baik lagi 
harapan kita begitu katanya .. (Wawancara) dilaksanakan pada han sabtu, 17 
Pebruari 2018) 

Hal ini rnenjelaskan tentang kegiatan musrenbang di Kecamatan Lumbis 

Ogong dan berbagai pennasalahan yang dihadapi selama pra Musrenbang, 

Musrenbang dan Pasca rnusrenbang. Selam itu camat Lumb1s Ogong menjelaskan 

tentang pcraturan-peraturan tcntang pclaksanaan musrenbang secara khusus 
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peraturan Bupati Nunukan nom or 24 tahWl 2015 tentang tata cara pelaksanaan 

musrenbang. 

Mengenai penganggaran dan Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 

Lumbis Ogongjuga di sampaikan camat bahwa: 

"Pembangunan yang dilaksanakan d1 Kecamatan Lumbis Ogong paling banyak 
bersumber dan APBN Pusat seperti Pembangunan jalan Poros dari Lumbis ke 
Perbatasan Lumbis Ogong yang selama ini dikerjakan tetap1 sampai belum kunjung 
selesa1, Pembangunan Tower d1 Perbatasan, Pembangunan dan PLTS. Ka!au 
APBD sampai dua tahun terakh1r mi belum ada, ya ... k1ta tidak tabu mungkin ada 
tahun im seperti Jsu yang saya dcngan adanya Pembangunan Gedung SD di Ubol 
karena gedung yang sekarang tnl sudal1 longsor, katanya ....... (wawancara 
dilaksanakan pada han sabtu, 17 Pcbmar1 2018 Jam 16_00- 17.00 di Mansalong). 

Dalam perantran Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015, pasal 2 

menjelaskan tentang Ruang lingkup pelaksanaan musrenbang dalam rangka 

penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten Nilllukan yang 

terdiri dari musrenbang desa!Kclurahan. musrenbang kecarnatan, rapat ditingkat 

SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaanya akan dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan tersebut. 

Dalam hal ini fokus pada penelitian ini dan mengacuh pada Judul tesis yang 

diteliti oleh peneliti hanya sampai di tingkat Kecamatan tentang Perencanaan 

Pernbangunan dan Partisipasi masyarakat melalui musrenbang di Kecarnatan 

Lumbis Ogong. 

a. Musrenbang Desa-Desa di kecamatan Lumbis Ogong 

Melalui sambutan dan laporan camat Lumbis Ogong didepan para 

masyarakat dan SKPD kahupaten Nunukan dijelaskan bahwa pelaksanaan 

musrenbang desa-dcsa di kccamatan dimnlai pada tanggal OS Januari 2018 

secara bergantian dan karena banyaknya desa tidak menutup kernungk.inan ada 

yang serempak. tetapi semua hal itu tidak mengurangi makna, karena yang kita 
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ukur adalah proses dan hasil dan musrenbang desa tersebut apak:ah memang 

benar-benar dilaksanak:an dengan rnenjaring aspirasi masyarakat atau tidak. 

Sangat Penting bagi pemerintah Kecamatan dan Bappeda agar 

mensosiahsasikan peraturan Bupati Nomor 24 tahtm 2015 tentang 

pelaksanaan musrenbang di setiap desa, dengan sebagai berikut: 

I) Tahap Pra Musrenbang Desa/Kelurahan 

a. Masyarakat di tingkat RT/RW melaksanakan musyawarah untuk 

menentukan kegiatan perioritas 

b. Pembentukan Tim panitia Musrenbang (TPM) desa!kelurahan 

c. Persiapan Teknis 

d. Desa/Kelurahan mengkompilasi basil musyawarah tingkat RT/RW 

bersama masyarakat 

e. lnventarisasi pennasalahan dan potensi desafkelurahan setiap RTrrW 

bersama masyarakat 

f. Penyusllllan draff rancangan awal RenJa SKPD serta hasil-hasil kajian 

desalkelurahan oleh TPM dan fasilitator. 

2) Tahapan Pelaksanan Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang 

Pelak:sanaan perencanaan Pembangunan melalui saluran musrenbang 

desalkclurahan sebagaimana dimaksudkan dalam peranrran Bupati Nomor 

24 tahun 2015 pada pasal 9 adalah: 

a. Pembukaan 

b. Pemaparan dan diskus1 dengan narasumber sebagai masukan untuk 

musyawarah yang meliputi: 
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1) Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoala:n 

Desa/Kelurahan, kerangka perioritas rnenurut RPJM Desa, informasi 

perkiraan lokasi dana desa dan swnber anggaran lain 

2) Pemaparan pihak kecamatan SKPD/UPID di Lingkungan kecamatan 

mengenai kebijakan dan perioritas program daerah diwilayah 

kecamatan dan 

3) Tangapan diskusi bersama warga masyarakat 

c. Pemaparan rancangan awal oleh TPM desa/kelurahan 

d. Kesepakatan kegiatan perioritas dan anggaran perurusan/bidang 

musyawarah penentu tim delegasi desa ke musrenbang kecamatan dan 

e. Penutupan dengan penandatangan berita acara 

3) Tahapan pasca musreubang Desa/Kelurahan 

Berdasarkan peraturan Bupati Nunukan nomor 24 tahun 2015 bahwa Tim 

perumus hasil musrenbang desa!kelurahan yang meliputi penyusunan daftar 

perioritas masalah daerah untuk disampaikan dalam musrenbang tingkat 

kecamatan, dan penerbitan surat keputusan kepala desallurah tentang Tim 

Delegasi desalkelurahan serta pembekalan tim delegasi yang akan dibawa 

ke musrenbang tingkat kecamatan sehingga dapat menyampaikan usulan 

dari desanya disertai argwnentasi yang meyakinkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Penyampaian usulan yang sudah disepakati dalam 

musrenbang Desa dibuat dalam bentuk daftar masalah serta perioritas, dan 

akan dipertahankan ditingkat kecamatan pada saat dilaksanakan musrenbang 

kecamatan. Masing-masing desa membuat usulannya yang disusUll rapi 

dalam bentu draf usulan dan diserahkan ke pihak kecamatan Lumbis 
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Ogong, kemudian pihak kecamatan membuat Rekapan daftar usulan setiap 

desa dalam satu Draf usulan kecamatan. Setelah usulan semua desa-desa 

rampung, akan dilaksanakan musrenbang kecamatan dengan mengun.dang 

utusan desa untuk hadir dalam rapat itu. Kehadiran utusan masing desa 

diharapkan dapat rnemberikan argumentasi dalam memperkuat usnlan dari 

desa disertai alasan-alasan yang masuk aka!. Setelah selesai rapat 

dikecamatan, maka hasilnya disampaikankan SKPD sesuai dengan bidang 

masing-masing. Tabel 4.5 dibawah ini merupakan waknt pelaksanaan 

musrenbang Desa-desa di Kecamatan Lumbis Ogong 

Tabel 4.5 Waktu pelaksanaan musrenbang desa-desa di Kecamatan Lumbis 
Ogong 

Waktu 
---,-

Waktu 
No NamaDesa Pelaksanaan No Nama Dcsa Pelaksanaan 

Musrenbang Musrenbang -- -----

I Payang 16Jan2018 26 Tumantalas 12 ·an 2018 
2 Suyadon . _____ ~}31!~01~- 27 Sana! 13Jan2~ -------- --

3 BuluMengolom 12 Jan 2018 28 Nantukidan I5Jan2018 
4 Tukulon 12jan2018 29 Ngawol 23Jan2018 . -- ------
5 Ubol Sulok 13 Jan 2018 30 L,.as 17 Jan2018 
6 Batung 15 Jan 2018 31 Labang 16Jan2018 

~-

7 Ubol Alung 16Jan2018 32 Sumantipal 18Jan2018 

f4~ Nansapan _ 17 Jan2018 33 ~1!!!!_!~1,1n H~!i!_ 19Jan2018 
---------

9 Sedalit 16 Jan 2018 34 Panas 20Jan 2018 
~-~ 

Tantal~j-~~---!0 Ka1ambuku 18Jan2018 35 22Jan2018 - -
II Pa1uan l9Jan2018 36 Tambalan_g HI 18Jan2018 
12 Tambalang hilir 20 Jan 2018 37 Langason r-!,~-!an 2018 ----

!3 Sinampila II 22 Jan 2018 38 Bokok 20 Jan 2018 
14 Jukup 23 Jan 2018 39 _ Kuy~----- ____ 22 Jan 2018 
~~- ---- ---- ----~ 

IS Tadungus 18Jan2018 40 T. Lumb1s Og 23Jan2018 
16 Long Bulu 17Jan20l8 41 ret~aS-- 18Jan2018 
17 Semata I5Jan2018 42 Tuntulib~_ l7Jan2018 

IJs Semunti 22 Jan 2018 43 Kalisun ~an~~ --
19 Sal an 23 Jan 2018 44 Kabungolor 22 Jan 2018 

i-2o Lip~---
~~ 

~_1:11_1:80J ------- 24Jan2018 45 ~} J~ 2018-
~ 

---~ 
... 

Sinampila I 25 Jan 2018 46 Sibalu 24Jan2018 ___ , ____ --

22 Sumentobol 26 Jan 2018 47 Mamasm 25Jan2018 
23 Labuk 27 Jan 2018 48 Duvan 26 Jan 2018 ------·-
24 L1mpakon 15Jan2018 49 Bululaun Hulu 27Jan20l8 
25 1,.~~-~XU!l_~ 17Jan2018 

~ 

> " .\umber. Kantm camaJI.umbt,\ Ogong Pebnwn 201, 
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Berdasarkan pengarnatan yang dilakukan peneliti pada salah satu desa 

diatas yakni Desa Lagas Kelompok Panas, dimana desa tersebut melaksanakan 

Musrenbang pada Rabu, 17 Jarmari 2018 Jam 09.00·11.00 Wita. Pelaksanaan 

Musrenbang di desa tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan keaadaan atau 

kondisi masyarakatnya, artinya dilaksanakan apa adanya atau sangat sederhana 

sekali karena memang warganya sangat sedikit yang hanya terdiri dari Laki-laki 

36 Orang, dan perempuan 50 Orang, dengan JHmlah seluruhnya 86 orang, 

Jumlah tersebut sudah terhitung anak-anak dan orang tua, sedangkan yang 

menghadiri musrenbang desa hanya 25 Orang diantaranya 18 Laki-laki dan 7 

Orang perempuan. Mereka yang hadir rata-rata aparat Desa, sedangkan 

masyarakat lain tidak hadir. Mereka mengadakan musrenbang sama seperti orang 

bercarita biasa dan seolah-olah bennusyawarah layaknya dalam keluarga kecil 

sehingga hal-hal yang disarnpaikan oleh para aparat desa tidak ada yang dapat 

menyangganya dan bahkan yang Jain hanya bertindak sebagai pendengar. Sampai 

akhir kegiatan, kesimpulan yang diambil sebabagai usulan perioritas yang alum 

dibawa ke kecamatan Lumbis Ogong adalah usulan aparat desa yang dicatat 

oleh sekertaris desa selaku tim dalam kegiatan rnusrenbang ini. Adapun kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Desa Lagas dalarn melakukan musrenbang Desa adalah 

sebagai betikut: 

1. Kegiatan ini diawali dengan sambutan langsung oleh kepala Desa. Dalam 

sambutan ini kepala desa terlebih dahulu meminta sekertaris desa untuk 

mencatat nama-nama masyarakat yang hadir dan nantinya dapat dijadikart 

sebagai dokumen daftar hadir yang dilampirkan pada laporan musrenbang ke 

kecamatan. Selanjutnya kepala desa menyampaikan pennohonan maaf kepada 
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seluruh peserta musrenbang karena masyarakat banyak yang tidak hadir karena 

ketmmgkinan banyak yang mencari nafka di Hutan seperti mencari kayu 

gaharu dan berburuh untuk menyambung hidup dan membiayai ekonomi 

keluarga. 

2. Setelah Sambutan kepala desa diatas selesai, sekertaris desa sebagai pemandu 

acara memintah kepada peserta rapat untuk beristirahat/ mcnikmati hidangan 

snek yang telah disediakan oleh ibu-ibu PKK. 

3. Sekertaris des a sebagai sekertaris musyawarah meminta masyarakat untuk 

mengajukan usul pembangunan yang akan kita rnasukkan ke draf usulan. 

Kepala desa rnendengarkan dengan saksama usulan masyarakatnya. 

Selanjutnya salah satu dari peserta rapat berdiri dan menampaikan pesan 

kepada peserta musrenbang agar infrastruktur di desa dapat dipethatikan oleh 

Pemerintah sehingga bangunan yang akan diberikan nantinya benar-benar 

berkualitas. Selain itu meminta kepada Kepala desa dan aparatnya untuk 

proaktif dalam menyelesaikan persoalan pembangunan, artinya jangan 

memberikan toleransi bagai kontraktor yang akan main-main membangun" 

tolong diawasi pak".Usulan pembangunan yang akan kami sampaian adalah 

Pembangunan Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas dan Sekolah dalam 

Kelompok Panas ini. Juga jalan-jalan lorong kebukit-bukit perlu disemenisasi. 

Pembangunan lam yang disampaiakan adalah Perbaikan ekonomi masyarakat 

seperti Karel dan merica karena selama ini kita hanya menggantungkan hidup 

dari pencarian gaharu dan berladang kecil-kecilan, untuk itu saya sampaikan 

bahwa gaharu akan rnusna nantinya karena sernakin hari semakin banyak orang 

yang mengambilnya dari hutan kita. Dan salah satu cara lUltuk meningkatkan 
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ekonomi asyarakat kita adalah melalui perkebunan. Untuk itu kami 

mengusulkan bibit karet dan Merica masing-masing 6.000 pokok. 

4. Selanjutnya sekertaris desa sebagai moderator memberikan kesempatan kepada 

masyarakat yang lain Wltuk memberikan usulannya. Dalam hal ini usulan 

kedua disampaiakn oleh Kaur Pembangunan Desa yakni (1) Usulan temak sapi 

dan babi, (2) usulan mesin tcmpel, (3) usulan Bea siswa dan (4) Usulan 

perehapan mmah penduduk 

5. Kemudian Sekertaris desa sebagai moderator memberikan kesempatan kepada 

yang lain (Tokoh-tokoh masyarakat) untuk memberikan tambahan, tanggapan 

dan usulan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya harapkan agar 

melihat kebutuhan kita selama ini dan itulah yang kita usulkan. Salah seorang 

tokoh masyarakat menyampaikan bahwa memang semua usuJan tadi itu sudah 

sangat kita butuhkan dan layak 1.mtuk disampaikan ke Pemerintah kecamatan 

yang selanjutnya disampaikan ke Kabupaten dan merupakan bahan rembuk 

SKPD-SKPD di sana. Satu yang saya usulkan adalah Pembangunan Air 

Minurn atau PAM. Selama ini saluran air besih kita sudah tidak baik perlu kita 

usulkan kepada pemerintah agar kita dapat diberikan pembangunan itu, karena 

kunci kehidupan kita adalah air. Kalan perlu air tesebut samapai di Rumah­

rumah supaya kita tidak lagi kesungai mandi dan huang mr besar. 

6. Selanjutnya Moderator meminta peserta rapat untuk memberikan usulan jika 

ada. Tetap1 tidak ada peserta rapat mengangkat tangan, maka sekertaris desa 

sekaligus moderator dalam musyawarah Pembangunan ini menutup usulan. 

7. Kemudian kegiatan berikutnya adalah penjelasan dan pembahasan dari 

punpinan rapat (Kepala Desa). Pimpinan rapat memberikan penjelasan, 

112 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



tanggapan dan masukan terhadap usu1an peserta rapat bahwa semua yang 

disampaikan bapak-bapak/ibu-ibu dalam musyawarah ini sangat baik dan benar 

oleh sebab itu saya sebagai pimpinan rapat dan kepala desa sangat memberikan 

apresiasi terhadap usulan itu. 

8. Setelah pembahasan, tangapan dan masukan dari kepala desa sudah selesai 

rapat langsllllg ditutup dengan kata-kata penutup dan ucapan terima kasih dari 

kepala desa kemudian semua masyarakat sating mernberikan salam 

Berdasarkan basil pengamatan peneliti di lapangan tampak dengan jela<> 

bahwa pelaksanaan musrenbang Desa-desa yang ada di Lumbis Ogong tidak 

sepenuhnya dilaksanakn sesuai denga tahapan yang diatur pada Peraturan Bupati 

nomor 24 tahun 2015. Mengenai partisipasi masyarakat sangat kecil sekali karena 

masyarakat beranggapan bahwa musrenbang itu tidak ada gunanya, scbagai 

pengalaman pada masa-masa yang silam rakyat tidak pemah mengetahui tentang 

bangunan apa yang akan dibangun dalam desa kita. Persoalan diatas telah 

dijelaskan dalam wawancara langs:ung Peneliti dengan Kepala Desa Lagas 

menjelaskan bahwa: 

" Peraturan bupati tentang musrenbang itu karm tidak mengetahm, Apa 1smya, 
maksudnya dan pesannya. Kami mengadakan musrenbang ini karena penntah 
camat Lumbis Ogong bahwa musrenbang desa mula1 d1laksanakan pada mmggu 
pertama bulan Januari 20\8_ Hal ini kami lakukan dengan memanggil semua 
masyarakat baik laki-laki, perempuan atau anak muda yang menjadi warga kann 
tetap1 mereka menganggap bahwa itu hanya pekel)aan aparat dan kontraktor kama 
menyangkut bangunan kalau rakyat biasa tidak ada tuJuannnya disitu ( wawancara 
dengan Kepala Desa Lagas Hari Jumat /8 Januari 2018) 

Mengenai berbagai usulan yang disampaikan hanya mcrcka mingingat-ingat 

tanpa dilalui dengan rembuk RT/atau RW karena di desa tersebut warganya 

sangat sedikit. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh ketua BPD Desa 

Lagas bahwa: 
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"Kami hanya mengikuti perintah carnat yang memberikan inforrnasi ke 
Desa Lagas bahwa diminta semua desa harus mengadakan musrenbang 
Desa pada awal bulan Januari Mengaenai peraturan-peraturan tentang 
musrenbangdes kami tidak tahu. Kami kan berada di kampung jadi su1it 
mengetabui tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak 
pemerintah, bahkan kami itu bennusyawarah hanya seperti kami rapat-rapat 
biasa, tidak memiliki susunan acara dengan baik, daftar hadir yang sesuai 
dan drafusulan pembangunan. Pokoknya kami hanya menyusun biasa apa 
yang disampaikan orang banyak ya" itu yang kami tulis. Begitu juga 
perioritas, ya ... semua pasti perioritas' 
Mengenai tahapan da1am pelaksanaan musrenbang di desa saya, yang 
di1aksanakan hanya musyawaranya saja, tahapan yang lain kami tidak 
lakukan. (Wawancara dengan Keh1a BPD lagas, Kamis, 18 Januari 2018 
Jam 16.00-16.30 Wita) 

Pernyataan tersebut diatas diperkuat oleh salah seorang anggota BPD desa 

Lagas, Peneliti menanyakan seputar Musrenbang, yang dilaksanakan setiap 

tahun di desanya, bagaimana pengumpulan usus! an, partisipasi masyarakat. 

" Kami tidak menuntut masyarakat hams hadir,karena memang mereka itu 
tidak mau datang, mcrcka bcranggapan bahwa musrcnbang ini adalah 
kegiatan rutin kepala Desa, BPD dan Aparat-aparat. Mereka itukan digaji 
dari Anggaran Dana Desa (ADD) . apalah arti gaji mereka kalau tidak kerja. 
Mengenai masalal1 waktu musrenbang, kami ha.nya diberi informasi dari 
kecamatan. Kalau kecamatan perintahkan waktu itu kami lakukan, jadi 
kami hanya menumt pak camat saja. Kalau draf usulan perioritasnya, 
semuanya kan perioritas dibutuhkan, tetapi selama ini hanya kita capek 
rapat, realisasinya tidak ada" (wawancara kamis, 18 Januati 2018, Jam 
16.40-17.00 Wita) 

Berbeda dengan Ketua BPD Desa Ngawol yang masih tergabung dalam sam 

kelompok dengan desa lagas mengatakan bahwa: 

"Musrenbang yang kami lakukan pada tanggal 23 Januan 20 t 8 yang lalu telah 

diikuti oleh sebagian besar masyarakat sesuat dengan peraturan bupati Nunukan 

Nomor 24 tahun 2015 , karena peraturan tersebut telah dibagikan ke desa kami 

namun kmm belum rncmaham1 scpcnuhnya Yang pada mtmya mengarahkan 
rnasyarakat agar melaksanakan musrenbang desa mulm pada minggu pertama 

bulan Januar1. Musrenbang yang kam1 \aksanakan telah mengha-;1lkan beberapa 

usulan dan yang paling banyak kam1 usu\kan adalah mfrastruktur seperti jembatan, 
jalan sememsas1 dan pembangunan Rumah penduduk Di desa kam1 ada juga 

pembangunan yang akan di bangun olch Pusat, jadi (Jdak melalm musrenbang 
karena mcreka saJa yang menetukan termasuk kantor Migras1 karena Desa Kam1 

im bersentuhan langsung dengan Negara Malays ~a" 
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Berdasarkan wawancara tersebut, tidak semua desa yang tidak memahami 

sama sekali tentang tatacara musrenbang, tetapi ada juga yang sudah paham 

namun masih kaku karena mereka memiliki sumber daya manusia yang behun 

berkualitas sehingga pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan hanya 

sederhana mllllgkin, yang artinya asal dilaksanakan dan tetap menyampaikan 

usulan pembangunan kepada pemerintah_ Usulan tersebut dibawa ke kecamatan 

lumbis ogong untuk direkap dan dijadiakn usulan pembangunan kecamatan yang 

akan dilanjutkan ke kabupaten sebagai bahan rembuk 

Berbeda dengan Desa Ngawol yang masih satu Kelompok desa dengan 

Lagas dimana usulan pembangt_man yang d1sampaikan desa ngawol dalam draf 

usulan pembangunan desa basil musrcnbang dicck dan diperiksa serta melihat 

kondisi yang jelas oleh aparat desa di Japangan sehingga infonnasi yang 

disampaikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perioritas 

usulan serta tldak tumpang tindih dengan program pusat yang tidak masuk dalam 

musrenbang Desa dan kecamatan. Usulan yang disampaikan ke kecamatan 

diperiksa dengan saksama oleh tim desa selanjutnya disusun dengan baik mulai 

dati petioritas utama atau mendcsak sampai pada pcrioritas tidak mendesak. Hal 

ini telahjelas disampaikan oleh kepala desa Ngawol bahwa" 

Usulan pembangnnan yang kita sarnpaikan basil musyawarah masyarakat 
akan disampaikan kc kccamatan dengan menyusun skala perioritas dengan 
sebaik mungkin serta memeriksan dan mengecek apakah program pusat 
tidak tumpang tindih dcngan program Dcsa a tau bagaimana. Karena d1 desa 
kelompok L.abang ini ada banyak program pusat yang masuk, sebab disini 
kan berbatasan langsung dengan Malaysia jadi menurut mfonnasi yang 
kami dengar akan dihangun kantor besar di labang ini tennasuk didalamnya 
kantor Migras1 Lintas Batas Indonesia Malaysia. 
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Berdasarkan Peraturan Bupari Nunukan Nomor 24 Tahun 2005 pada pasaJ 9 

menjelaskan bahwa musrenbang desa itu terdiri atas 3 (tiga) tahapan diantamya, 

1) pra musrenbang desa/k:clurahan, 2) pelaksanaan musrenbang desalkelurahan 

dan, 3) Pasca musrenbang desa!kelurahan. Tahapan-tahapan tersebut telah 

dijelaskan lagi pada pasal 10, dimana tahapan pra musrenbang terdiri dari: 

a. Masyarakat tingkat RT/RW melaksanakan musyawarah untuk menentukan 

kegiatan perioritas yang akan disnstm ke musrenbang desa/Kelurahan 

b. Pembentukan Tim dsa/Kelurahan 

c. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desal kelurahan meliputi: 

1. PenyuslUlan Jadwal dan agenda musrenbang desa!kelurahan 

2. Pengumuman kegiatan musrenbang desa/kelurnhan dan penyebaran 

undangan kepada peserta dan narasumber; dan 

3. Mengkordinir persiapan Logistik, antara lain tempat, konsumsi, tempat, 

alat dan bahan. 

d. Desa/kelurahan mengkornpilasi hasil rnusyawarah ditingkat desalkelurahan 

e. lnventarisasi pennasalahan, dan potensi desafkelurahan setiap RTIRW 

bersama warga masyarakat; dan 

f. Penyusunan draf rancangan awal berdasarkan dokumen RPJM Desa dan 

Rancangan awal Renja SKPD serta basil-basil k<Uian desafkelurahan oleh 

TPM dan fasilitator. 

Dari tahapan-tahapan tersebut diatas, peneliti telah melihat dan 

mengobservasi bahwa di Lumbis Ogong rata-rata tidak mengikuti tahapan 

tersebut, karena desa-desa yang ada di kecamatan ini memiliki wargta masyarakat 

yang jumlahnya sangat sedikit palaing banyak dalam 1 desa sekitar 200 orang 
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sudah tennasuk anak-anak dan lanjut us1a, JUga wilayah dan tempat mereka 

bennukim tidak luas sehingga sulit dibagi dalam kelornpok RT atau RW sehingga 

tahapan awal dari musrenbang ini tidak dapat dilaksanakan. Talmpan yang mereka 

laksanakan hanya pada persiapan teknis pelaksanaan musrenbang, dan itupun 

kalau lengkap dilaksanakan dan yang ada hanya persiapan tempat dan 

pengumuman kepada warga secara lisan. Sehingga tidak heran jika pelaksanaan 

musrcnbang di desa-desa Lumbis Ogong hanya secara sederhana dan tidak 

sepenulmya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 talmo 2015. 

Selanjutnya tahapan pelaksanaan rnusrenbang yang dijelaskan dan 

ditegaskan pada pasal ll yang terdlri dari; 

a. Pembukaan 

b. Pemaparan dan diskusi sebagai narasumber sebagai masukan untuk 

musyawarah meliputi: 

1. Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan 

desa/kelurahan menurut basil kajian yang dibagi sesuai umsanfbidang 

pembangunan desalkelurahan; 

2. Kerangka perioritas menumt RPJM Desa, informasi prakiraan analokasi 

Dana Desa , dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang berjalan. 

3. Pemaparan pihak kecamatan, SKPD/UPTD di lingkungan kecamatan 

mengenai kebijakan dan perioritas program daerah di wilayah kecamatan 

dan 

4. TanggapanJ diskusi bersama warga masyarak.at. 

c. Pemaparan rancangan awal oleh TPM Desai kelurahan dan 

tanggapan/pengecekan verifikasi oleh peserta; 
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d. Kesepakatan kegiatan perioritas dan anggaran perumsan!bidang 

e. Musyawarah penentuan tim delegasi desalkelurahan ke musrenbang kecamatan 

dan 

f. Penutupan dengan penandatangan berita acara musrenbang desalkelurahan dan 

penyampaian kata penutup oleh TPM desafkelurahan 

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 15 tentang pasca musrenbang 

desafkelurahan bahwa tahapan pasca musrenbang desalkelurahan sebagairnana 

dimaksudkan dalam pasal 9 huruf c adalah: 

a. Rapat ketja Tim perumus basil musrenbang desafkelurahan, meliputi: 

I. Penyusunan daftar perioritas masalah daerah yang ada di desalkelurahan 

untuk disampaiakan dengan musrenbang kecamatan untuk dihiayai melalui 

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN atau sumber dana lain 

2. Penerbitan keputusan kepala Desa!Lurah untuk Tim delegasi 

desalkelurahan 

b. Pemhekalan tim delegasi desa/kelurahan agar menguasai data infonnasi dan 

penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan 

serta penguatan kemampuan lainnya. 

Berdasarkan peraturnn Bupati Ntmukan Nomor 24 tahun 2015 di atas 

tahapan yang dilalui untuk melakukan musrenbang desalk.elurahan mulai dari 

Pramusrenbang, pelaksanaan musrenbang, dan pasca musrenbang. Tahapan 

tersebut masih sangat sulit dan kaku dilaksanakan oleh Desa-desa yang ada di 

kecamatan Lmnbis Ogong. Memuut pengamatan dan basil wawancara peneliti 

dengan pihak desa di Kecamatan Lubis Ogong kegiatan musrenbang hanya 

dilaksanakan pada tahap pelaksanaan saja, itupun hanya dilaksanakan dengan 

118 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



sederhana saja berhubung karena pemaharnan rnasyarakat tentang peraturan 

Bupati tersebut masih sangat rendah. 

Hasil Penelitian Peneliti terhadap Peraturan Bupati Ntmukan Nomor 24 

tahtm2015 tentang Tata cara pelaksanaan musrenbang Rencana kerja Pemerintah 

daerah dengan pelaksanaan musrenbang desa di kecamatan Lumbis Ogong 

sangat berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan karena peraturan tersebut tidak 

disosialisasikan kepada warga masyarakat sehingga mereka tidak memahami, 

bahkan tidak mengetahui tentang hal tersebut itu. Mereka hanya menunggu 

informasi dari pihak kecamatan untuk memberikan petunjuk tentang tatacara 

pelaksanaannya. Setelah mereka rapat musyawarah Pembangunan pun tidak ada 

kegiatan pasca musrenbang lagi. Hal-hal yang sudah diputuskan dalarn 

pelaksanaan musrenbang itulah yang dibawa mentah-mentah ke musrenbang 

kecamatan oleh peserta yang telah ditunjuk kepala Desa. 

Pelaksanaan Musrenbang desa di Lumbis Ogong kurang melibatkan 

masyarakat secara umum, karena para pemimpin desa kurang memperhatikat1 

aspirasi warganya bahkan cenderung mengabaikan basil pemikiran rnasyarakat 

serta hanya menerirna rnasukan golongan tertentu, dalam hal ini rnerek.a 

menganggap bahwa aparat desa sudah mengetahui secara pasti tentang kebutuhan 

masyarakat disana dan masyarakat hanya menunggu. Setelah selesai kepala Desa 

dan aparatnya melakukan dan menyusun perencanaan, kemudian 

dialaksanakanlah musrcnbangdes yang dihadiri oleh ma~)'arakat berdasarkan 

undangan aparat desa. Pada pelaksanaanya masyarakat diminta untuk 

mendengarkan, kernudian sekertaris desa atau aparat desa yang lainnya 

menyampaik.an dan meminta masyarakat memberikan Jawaban "setuju, atau iya.". 
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Tabel 4 5 Perbedaan Musrenbang yang dilaksanakan Desa-Desa di Lumbis Ogong 
dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 

Tatacara Musrenbang Menumt 
Peraturan Bupati Nomor 24 Taboo i 

Realita Pelaksanaan Musrenbang 
pada Desa-Desa di Kecamatan 

1--~--­
A 

2015 ! 
f-:.'--1- ----- .. ---------­ Pra Mnsrenbang 

Lumbis Ogong __ _ ____ _ 

] a Musyawarah ditingkat -RT/RW ] Tidak d1laksanakan 
untuk menentukan usulan : 

1--+c-'P:-e~m":b._an,.,.gtt~m"'an"-----~=~'~,--------~----------1 
b Pembentukan TPM j; Tidak dilaksanakan 

f--

2 

~--·~~a/K~"'elo"u<~ah"!-an""------1-· ccc-c-cc-c-~c---------..j 
c. Persiapan Teknis Tidak dilaksanakan 

1) Penyusunan Jadwal Agenda 
musrenbang desa 

2)Pengumuman kegiatan Hanya membenkan Pengumuman secara 
musrenbang desa, penyebaran !isan 
undangan kepada peserta dan 

1 
narasuber --- - ---- - -· . -----------

Mengkompilasi hasil musyawarah ; T1dak d!laksanakan 

f----l~d~it~in~o~k~a~t~d~e~'""----~~-~-;.l ~~~-~-__ 
Inventarisas1 pcrmasalahan dan : T1dak d1!aksanakan 
potensi desa setiap RT/RW i 

3 
·-----------1 

4 
bersama warga masyarakat 
Menyusun draf rancangan awal Tidak dilaksanakan 
bcrdasarkan dokumen RPJM Desa 
dan rancangan awal Renja SKPD 
serta bhasil-has1l kaj1an Desa oleh 

TPM_!=Jan _f_a,;_il.,itat...,o._, --c~~__j~,~-~--- _________ _ 
~B~~----c--~c--~P~e~b~ks~a"n~a~n~~~u~,re~n~b~a~n~·-··~----~--c--~---

1 Pemaparan dan diskusi den~ 1 Kepala-kepala Desa menyampa1kan 
Narasumber sebagm masukan i usulan pembangunan yang 

2 

I~ 

I 

musyawarah: I diperioritaskan dalam desa, kemudian 
a_ Pemaparan dengan wakil 1 masyarakat d1minta memberikan 

I 
masyarakat I tanggapan 

b_ Kcrangka penoritas menurut 
RPJM Dcsa mfonnas1 I Peserta yang haclir banyak yang 
prakiraan Dana Desa dan mendengarkan saja tanpa mengaJuhkan 
sumber anggaran lam usulan pembangunan yang akan 

1 dilaksanakan. ----------~ 
Pcmaparan rancangan awal Oleh ! Dijelruk-~~- --oleh Kepala Desa dan 

Tl'M desa dan tanggapan peserta _( dit~gg~_l_ oleh pese"'rt"'"'---- _____ ·----1 
-------~c-~----'P~·~·~·~•.;-MusrP~~~~'~"~gL~-------·~·~ 

Rapat kerJa Tim Perumus hasil Tidak ddaksanakan 
musrenbang des<J, 
a. Penyusunan draf penorit-as 
b. l'enerbitan kcputusan kepala 

f-c-+~-"d~"'"a' -·-----. ··---,~-~~--'-=~=~-c----------c 
2 Pcmbekalan Tim Delegas1 ke ; Tidak dilaksanakan 

L_l-"'"'1u~~~n-~ang ke(;8!f!~~~~-~~: -~---;c "-----------­
Sum her: Kantor Carnal Iumb1.~ Ogong 
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b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. 

Berdasarkan Peratumn Bupati Nomor 24 Tahun 2015 telah menetapkan 

waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan pacta bulan Januari­

Peberuari tahun bersangkutan. Sesuai dengan pasal 24 Musrenbang ini 

tahapanya sama seperti musrenbang desalkelurahan yakni: 

I. Tahapan Pra Musrenbang Kecamatan terdiri dari: 

a. Pengorganisasian penyelenggaraan musrenbang kecamatan yang 

mehputi: 

I ) Pembentukan TPM kecamatan, 

2) pembahasan identifikasi peserta musrenbang kecamatan, 

3) persiapan teknis musrenbang yang meliputi: 

(a) Penyususnan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan 

(b) Pengumuman kegiatan musrenbang kecamatan dan penyebaran 

undangan kepada peserta dan narasumber 

(c) mengkoordinir persiapan Jogistik an tara lain tempat, konsumsi, alat 

dan bahan. 

b. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang 

kecamatan yaitu: 

(a) Daftar kegiatan perioritas kecamatan 

(b) Kompilasi basil musrenbang desa/kelurahan menurut desalkelurahan 

menurut urutan perioritas yang disepakati di musrenbang 

desa/kelumhan dan dikelompokkan menurut SKPD dan 

(c) Daftar program kegiatan yang belum disepakati menjadi program 

kegiatan periorita.<; dalam musrenbang kecamatan talnm lalu. 
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c. Kompilasi daftar masalah daerah yang ada di desalkelurahan dan penyiapan 

rancangan awal yang meliputi: 

I. Pemilihan usulan desalkelurahan yang merupakan kewenangan desa dan 

kewenangan kecamatan 

2. Pengelompokan usulan kegiatan desa!kelurahan menjadi tsu 

permasalahan kecamatan; dan 

3. Mengklasifikasi usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan 

urusan 

d. Menyiapkan baltan rancangan awal Renja SKPD 

2. Tahapan pelaksanaan musrenbang kecamatan 

a. Pendaflaran peserta 

b. Pembukaan acara, dengan agenda: 

L Pembukaan dan penyampaian agenda Musrenbang 

2. Laporan ketua Panitia Musrenbang kecamatan oleh Ketua TPM 

3. Sambutan camat sekaligus membuka acara musrenbang kecamatan 

secara resmt 

c. Sidang Pleno I 

I. Pemaparan oleh SKPD teknis tentang arah pemnbangtm.an pada tahun 

bel) alan 

2. Pemaparan hasil musrcnbang kecamatan tahun sebclurrmya 

3. Pemaparan narasumber lainnya 

4. Penjelasanlpemaparan hasil verifikasi awal usulan desafkelurahan 

5. Pemaparan pennasalahan wilayah berdasarkan arah pembangunan talnm 

beljalan 
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6. Diskusi penajaman permasalahan wilayah kecamatan, dan 

7. Penyepakatan pennasalahan wilayah kecamatan 

d. Sidang kelompok: 

1. Diskusi kelompok penajaman isu perioritas wilayah kecamatan dan 

2. Diskusi pleno penyepakatan isu peroritas beserta indikasi program dan 

kegiatan 

e. Sidang pleno II 

1. Penentuan perioritas kegiatan berdasarkan pagu indikatif 

2. Pemilihan delegasi kecamatan 

3. Penetapan berita acara 

f. Penutupan 

3. Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan 

a. Rapat kerja antara kecamatan dengan delegasi desalkecamatan hasil 

musrenbang kecamatan 

b. Pembekalan delegasi musrenbang Kecamatan 

c. Penyampaian basil musrenbang kecamatan kepada SKPD teknis dan, 

d. Penyampaian hasil musrenbang kecamatan oleh keamatan ke desalkelurahan 

Perencanaan pembangtman di Lumbis ogong melalui musrenbang yang 

dilaksanakan pada hari J umat, 16 Pebruari 20 18 telah dihadiri beberapa unsur 

tennasuk dari SKPD, Kecamatan, tokoh-tokoh Agama dan utusan desa. Pada saat 

pelaksanaan tersebut, peneliti hadir melakukan pengamatan dan pengnmpulan 

data serta melakukan wawancara dcngan bcbcrapa unsur yang hadir disana pada 

saat itu. Sesuai dengan pengamatan penelili pada saat musrenbang kecarnatan di 

Kecamatan Lumbis Ogong terdiri atas: 
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a. Unsur penyelenggara, yaitu unsur Pemerintah kecamatan Lumbis Ogong 

b. Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh beberapa SKPD sebagai narasumber 

seperti: 

I) Bapeda terdiri atas 2 (dua) orang 

2) Pembangunan wilayah Perbatasan I (satu) orang 

3) Dinas Sosial I (satu) orang 

4) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 3 (riga) orang 

5) Dinas Kesehatan 3 (tiga)orang 

6) Dinas Pemberdayaan Perembuan dan perlindungan anak 3 (tiga) orang 

7) Dinas Pekeljaan Ummn 2 (dua) orang 

8) Tokoh agama di kecamatan Lumbis 

9) Utusan dari setiap desa 

Sesua1 dengan daftar hadir peserta yang ditandatangani pada saat mernasuki 

ruangan jumlah pescrta yang hadir dari 49 desa sebanyak 92 orang tennasuk 

tokoh-tokoh agama dan unsur kecarnatan. Apabilah seluruh tmsur hadir sesuai 

dengan undangan pihak kecamatan maka diperkirakan yang hadir jumlahnya 

sekitar 200 orang. Berarti yang tidak hadir sekitar 54% atau lebih dari separuhnya. 

Hal mi disebabkan karena banyak dari peserta undangan yang tidak mau hadir 

karena menurut anggapan mereka, kegiatan musrenbang ini hanya membuat kita 

capek dan menyita waktu. Mereka juga beranggapan bahwa musrenbang itu 

mempakan urusan pemerintah unhak membangun Desa dan Kecamatan, kita 

hanya tunru:,>"U hasilnya saJa. Pemyataan ini diungkapkan salah satu peserta urusan 

dari desa Smnantipal yang disampaikan melalui fomm diskusi. 
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Wawancara dengan salah satu peserta rnusrenbang, mengatakan bahwa: 

"Karni yang hadir tidak seberapa, jika dibandingkan dengan undangan yang 
disamapaikan oleh pihak kecamatan, karena kebanyakan masyarakat 
menganggap bahwa pelaksanaan musrenbang itu hanya menyita waktu. Kita 
setiap tahlm muasrenbang terns menems tetapi tidak ada realisasi dari 
musyawarah terscbut. ltulah yang mengakibatkan sehingga mereka ih1 tidak 
mau hadir. Usulan·usulan kita setiap talnm tidak ada yang direalisasikan, 
dibandingkan dengan pembangunan lain yang dilaksanakan oleh pusat di 
desa kami, itu tanpa melalui musrenbang, pusat saja yang menilai tentang 
penempatan bangunan disitu sesuai dengan kebutuhan. Seperti halnya 
pembangunan Tower di perbatasan itu bangunan pusat, bukan melalui 
musrenbang. 

Hal ini senada yang disampaikan oleh sekertaris kecamatan Lumbis Ogong 

yang juga diwawancarai oleh peneliti setelah sclesai kegiatan musryawarah 

perencanaan pembangunan (rnusrenbang) mengatakan bahwa: 

" Sebelum melaksanakan musrenbang kam1 sudah mengedarkan undangan ke 49 
desa yang ada di Lumbis Ogong, tennasuk Tokoh-tokoh Agama, Kelompok 
Pengusaha, LSM, kepala-Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala SKPD di 
Kabupaten, DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan Ill, Unsur Musp1ca. 
PKK, orgamsa<;i ma<;yarakat dan pemangku kcpcntingan lamnya, undangan 
tersebut saya perkirakan sebtar 200, tetap1 kenyataanya yang hadir hanya 92 orang 
termasuk karm yang ada di kecamatan. Jad1 saya heran apa penyebanya sehingga 
mereka t1dak hadir". 

Pacta saat pelaksanaan musrenbang Kecamatan di Kecamatan Lumbis 

Ogong, kegiatan yang dilalui terdiri dari: 

1. Pembuk.aan, meliputi: 

a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 

b. Berdoa 

2. Inti Kegiatan, meliputi. 

a. Sambutan dati kepala bidang pembangunan wilayah perbatasan kabupaten 

Nunukan oleh Drs. Muhammad Efendi, dengan memberikan araban dan 

masukan kepada seluruh peserta musrcnbang bahwa kecamatan Lumbis 
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ogong merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang 

bersentuhan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, tmtuk itu 

Pemerintah kabupaten Nunukan berupaya dalam melaksanakan 

pembangunan di kecamatan di dengan sebaik mungkin dan melayani 

kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di daerah 

perbatasan sudah mulai nampak, masyarakat sudah mulai menikmati 

pembangunan yang sekarang ini marak dilaksanakan oleh pemerintah. 

Kalaupun ada yang belwn dilaksanakan oleh pernerintah kita tunggu saja. 

Tetapi yang Nampak sekarang ini sudah banyak kemajuan dan perubahan 

yang kita sudah capai, termasuk jalan dari Kecamatan Lumbis sudah 

tembus ke Perbatasan Tau Lurnbis, namun saya akui bahwa ban!,'Unan itu 

belwn bisa digunakan karena jembatan yang belum kita buat, tetapi 

marilah kita bersabar menunggu. 

b. Sambutan camat Lumbis Ogong sekalib'US mernbuka acara musrenbang 

dengan resmi. Dalam sambutannya camat Lumbis Ogong memberikan 

araban, dan masukan kepada seluruh peserta musrenbang bahwa, kegiatan 

ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, dengan 

tujuan untuk merampung semua a_<;pirasi kita melalui usulan pembangunan 

di desa masing-masing kepada Pemerintah dan DPRD kabupaten. Selain 

itu carnat Lumbis Ogong juga memberikan masukan kepada SKPD yang 

hadir untuk mengakomodir usulan dari setiap desa yang akan diperjelas 

oleh utusan desa masing-masing dalam musrenbang ini. Selain itu kami 

minta agar mernberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada 
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masyarakat pengusul mengenai usulan dari desanya sebab sudah pasti 

tidak semuanya akan cepat dibangun. 

c. Selanjutnya setelah selesai araban dan masukan melalui sambutan dari 

naraswnber, acara selsanjutnya adalah laporan dari pihak keamatan 

tentang usulan pembangunan dari setiap desa melalui slide. Penjelasan ini 

merupakan hasil musrenbang desa yang sudah dilaksanakan dan di rekap 

dikecamatan untuk diajuhkan ke Kabupaten sebagai basil musrenbang desa 

dan kecamatan tahun 2018 dengan program pembangllllan 2019 yang akan 

datang. 

Hal-hal yang disampaiakan dalam laporan Kapala seksi Kesra dan 

Pemberdayaan Masyarakat, meliputi bidang lnfrastruktur, Ekonomi, 

Sosial Budaya dan Pemerintahan. lnfrastruktur yang diusulkan seperti 

pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan lapangan Pesawat di 

daerah Perbatasan, Pembangunan Semenisasi. sekolah, Rumah dinas Guru, 

Postu, Jaringan Lisrtik, Jaringan Telepon dan Sarana air besih. 

Pembangunan di bidang ekonomi seperti perkebunan Merica, Sawit, Karet, 

palawija dan Petemakan serta perikanan. Untuk mendukung pemhangunan 

tersebut ada beherapa Desa yang mengusulkan Bibit tanaman sesuai 

dengan keadaan desanya atau kccocokan di desanya. Selain itu juga ada 

yang mengusulkan alat-alat pertanian. 

Dalam Bidang Budaya dan Pemerintahan. masyarakat l.umbis Ogong 

banyak mengusulkan Pembangunan Stunber daya manusia, termasuk 

peningk:atan layanan Pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial 

masyarakat. Melalui usulan diatas, palaing banyak mengarah ke usulan 
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Beasiswa dan asrama anak sekolah di Kota-kota, serta tenaga medis dan 

obat-obatan. Selain itu juga diusulkan perehapan rumah-rumah miskin, 

dan bantuan beras miskin yang dianggap masi kurang. 

d. Setelah selesai penyampaian dan paparan dari Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan kesra dilanjutkan dengan tanggapan dari SKPD kabupaten 

Nunukan, yang disampaikan sesuai dengan bidang usulan masing-masing, 

kegiatan ini dipandu oleh moderator dari Bapeda Kabupaten Nunukan. 

Melalui tanggapan perwakilan Bapeda mengatakan bahwa semua usulan 

akan kami akomod1r scsuai dengan usulan perioritas dan ini kami 

sampaikan sebagai bahan rembuk para SKPD yang selanjutnya dibawa ke 

musrenbang Kabupaten. Selanjutnya Pihak Dinsos juga rnemberikan 

tanggapan bahwa yang memang diberikan bantuan adalah orang-orang 

miskin yang sudah melalui verifikasi dari Desa ke Kecamatan dan Ke 

Kabupaten, kama itu semua sudah ada datanya, jadi itulah yang berhak 

kita bantu. Dan yang namanya sosial tidak ada bantuan yang bersifat 

individu yang ada menggtmakan kelompok. Hal senada juga di sampaikan 

pihak Dinas Pertanian bahwa pemberian bantuan pertanian itu diberikan 

melalm kelmpok-kelompok tani yang yang sudah dibentuk, jadi kalau ada 

yang memohon bantuan bibit tanaman, kita menyalurkan melalui 

kelompok tani, dan bukan diberikan satu dua tiga orang saja. 

e. Selanjutnya moderator memberikan kesempatan kepada setiap Desa 

memberikan usulan atau memberikan argumentasi terhadap usulan yang 

dibawa dari dt:sa ke kecamatan. 
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f. Selanjutnya kesepakatan dllakukan penyerahan daftar usul dari desa 

melalui camat kepada SKPD sebagai bahan lUltuk rembuk di kalangan 

SKPD kabupaten sebelum ke Musrenbang Kabupaten. 

3. Penuhtp 

a. Kata-kata penutup dari camat Lumbis Ogong 

b. Doa penutup 

Pelaksanaan musrenbang di kecamatan lumbis Ogong pada tanggal 16 

Pebruari 2018 telah memiliki suatu kesimpulan kesepakatan sebagai baban 

keluaran yang dibawa oleh masing-masing SKPD ke tingkat kabupaten adalah: 

1. Bcrita acara kesepakatan musrenbang 

2. Daftar usulan perioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di 

Lumbis Ogong yang disampaikan ke Tingkat Kabupaten 

3. Daftar nama Delegasi kecamatan 1mhtk mengikuti fonun SKPD dan 

musrenbang tingkat kabupaten 

Hasil penelitian terhadap peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015 

tentang tatacara pelak.snaan musrenbang Rencana ketja Pemerintah daerah yang 

dibandingkan dengan fakta di lapangan tcrhadap pelaksanaan musrenbang di 

Kecarnatan Lumbis Ogong sangat berbeda. Perbedaan ini terletak pada tahapan 

musrenbang yang dilaksanakan. Tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan adalah 

Pramusrenbang dan sebagian pada pasca Musrenbang. Perbedaan ini terjadi 

karena pemerintah tidak mensosialisasikan kegiatan tersebut, bahkan sampai 

peraturan yang diterbitkan bupati Nunukan mayoritas masyarak.at di Kecamatan 

Lumbis Ogong belum mengetahui, sedangkan yang lainnya sudah mengetahui 

tetapi tidak memahami. 
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Tabel4 6 Perbedaan Musrenbang antara Perbup Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 

Tatacara Musrenbang munurut Peraturan 1 Kegiatan Musrenbang di Kecamatan 
Bupati Nunukan i Lumbis Ogong Tanggal 16 Pebruari 2018 

I f-;-,--------------=-~d-----c-------------1 
f-"'A'-+=-~~~~--·--~ Tahap Prnmusrenbang 

I Kompilas1 daftar masalah daerah Kecamatan hanya menerima usulan dari 
yang ada di desalkelurahan dan ! desa tanpa ada daftar masalah sebagai 
penyiapan rancangan awal ' rancangan awal 

i 

--------.-----.-.---------c-~--;--;--,----~,---------rl 
Menympkan bahan rancangan awa\ • Tidak ada penympan Rancangan awal 
RenJa SKPD i Ren1a SKPD, kecamatan hanya 

i me~benkan Usu\an dalam musrenbang 
i kepada SKPD 

I Pemaparan oleh SKPD tckms tentang : SKPD hanya sebagai moderator dan yang 
arah pembangunan pada tahun i ditanggapi hanya usulan peserta 

---::;- .. ~erj~-~_1! ___ .. _ _ _ ___________________ _;_I!J_u_asre_!lb~g __________ -:. __ ,----j 
2 Pemaparan Hasil Musrenbang tahun ! Pemaparan Usulan dan Desa tahun akan 

se~~umnya ______________ _l201.~ untu~ tahun anggaran 2019 
3 Penyepakatan pennasalahan wilayah i Tidak dilaksanakan 

Kecamatan I 
"'c-+-~~~ --- --------------- Tahap Pas~a M-u-sr-ce-n"'"b-:-a-nn•----------i 

1. Rapat kerja antara Kecamatan 1

1 

Tidak dilaksanakan 
dengan dlegas1 desa/kelurahan hast! 

___ mu_s~_!l_!?_!lllg kecamatan~-----c-----l--co--~~cc--c-c-~---.--.--.-----.---.-----+ 
2 Pembekalan delegast musrenbang Hanya ditunjuk tetapi pembekalan bel urn 
_____ fSe_c_~atan _ -· __ -· --------------;~aksJmal dilaksanakn 
3 Penyampaian has1l musrenbang Hasil musrenbang kecamatan tidak 

kecamatan oleh Keamatan Ke Desa I d1samprukan ke Dcsa ---------~ 
Sumber. Kantor camat Lumb1s Ogong 
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Tabel4.7 Trianggulasi Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong 

No Sumber 
Datallnformasi 

Camat 
Lumbis Ogong 

Wawancara Observas1 T Dokumentasi 

);> Dalam Musrenbang unsur·unsur yang I Y 
diundang terdin dari: Perv.'akilan Desa, 
yakni kepala Desa, Sekertaris Desa, dan 
Ketua BPD, Perwakilan SKPD, Tokoh 
agama, LSM, Pengusaha, DPRD, PKK I }>­

Organisasl masyarakat dan tokoh~tokoh 
masyarakat 

> Pelaksanaan Musrenbang 
• Pengarahan dari Pembangunan Bidang 

Perbatasan Kabupaten Nunukan I > 
• Pengarahan Camat Lumbis sekaligus 

membuka acara musrenbang I • 
• Penyampaian Usulan dari masing~ • 

masing perwaki\an 
• T anggapan dan penjelasan ten tang I • 

usulan yang disampaikan oleh peserta 
• Tanggapan dari masing~masing SKPD I • 

yang hadir 
• Penutupan 

• 

Peserta musrenbang yang had1r 
merupakan perwak.ilan dari Desa 
SKPD, Tokoh agama, Kepala 
Sekolah dan unsur Muspika 
Musrenbang kecamatan dihadiri 
oleh, Kepala Bidang Perbatasan 
Kabupaten Nunukan, SKPD. 
Sedangkan DPRD tidak Hadir 
dalam musrenbang tersebut 
Acara pelaksanaan musrenbang 
kecamatan adalah 

Pembukaan 
Sambutan Kepala Bidang 
Perbatasan 
Sambutan camat sekahgus 
membuka acara musrenbang 
Penyampruan Usulan Desa yang 
disampaikan oeh Kasi 
Pemberdayaan Masyarakat 
Tanggapan SKPD tentang 
Usulan 

• Argumentasi masyarakat 
ten tang usulan yang 
disampaikan 

I; Daftar haJ1r pe!aksanaan 
musrenbang 

':.- Daftar usulan musrenbang 
Kecamatan 

i 
I;;; 
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' 

' Kepala Desa ~ 

I 
' 
I 

,. 
• 

• 
• 

Ketua BPD > 

I 

• 

Pelaksanaan musrenbang Desa dilaksanakan 
ada awal Januari 2018 Usulan kami sudah 
sampaikan satu mmggu sebelum musrenbnag 
kecamatan dilaksanakan 
Tahapan dalam pelaksanaan msrenbang desa 
adalah sebagai berikut: 

Pengarahan dari Kepala Desa Sekaligus 
membuka acara msrenbangdes 
Usulan dan masyarakat 
Penjelasan Kepala Desa tentang usulan 
masvarakat 

Kmu sebagai perwakl!an De sa berusaha 
merampungkan usulan dan masyarakat. 
Usulan tersebut kami buat dalam bentuk draf 
yang disampaikan kepada Desa_ Sebenamya 
usulan im dan RT, tetapi desa krum tidak 
memiliki RT, maka krum yang membuat draf 
usulannya. 

~ Tahapan yang tidak dilabanakan 
adalah penandatangan Berita acara, 
dan Penentuan Delegasi ke 
kabupaten 

Usulan yang disampaikan 
merupakan tidak terlihat adanya 
skala perioritas 

' 

' 

N 
m 
~ 
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2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan di Kecamatan 
Lumbis Ogong 

Pembahasan peneliti dalam penelitian ini akan memjuk pada pendapat 

Wicaksono dan Sugiarto, yaitu tcrdapat 4 ciri perencanaan partisipatif yang akan 

dikaji dalam pcnelitian ini. Keempat ciri tersebut adalah sebagai beri!..Lit: 

Pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang 
dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi 
sikap sating percaya dan terbnka. Kcdua, partisipasi masyarakat dimana setiap 
masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam surnbangan pemikiran tanpa 
dihambat oleh kemampuan bcrbicara, waktu dan tcmpat. Kctiga, sinergitas 
perencanaan yaitu selah• menekankan keija sama antar wilayah administrasi dan 
geo,brrafi serta memperhatikan interaksi diantara stakeholders. Keempat, legalitas 
perencanaan dimana perencanaan pernbangunan dilaksanakan dengan mengacu 
pada scmua pcraturan yang berlaku, dan menjunjung etika dan tata nilai 
masyarakat. 

1) Terfokus pada kepentingan masyarakat 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan partisipatif memiliki beberapa 

ciri terfokus kepada kepentingan masyarakat banyak bukan orang/orang atau 

kelompok tertentu. T erfokus artinyaberdasarkan masalab kebutuhan 

masyarakat diwilayah tertentu atau dimana masyarakat berdomisili dan dapat 

mengglmakan pembangunan yang dirnaksudkan dalam rnengatasi masalah. Hal 

ini diperoleh melalui kegiatrut penyelidikan yakni sebuah proses untuk 

mengetahui, menggali. dan mengumpulkan masalah serta kebutuhan-kebutuhan 

bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan 

setiap satu tahun sekali karena merupakan bagian dati proses perencanaan 

pembangunan. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat Desa sampai ke 

Kecamatan melahu mekanisme sebagai berikut: Kepala Desa dibantu 

perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengmnpulkan 

masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehmgga diperoleh daftar 
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masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut 

untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk 

dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang. 

Sebelum mengadakan seleksi masalah dan kcbutuhan, terlebih dahulu 

dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini 

ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan 

desa secara menyelumh. lnforrnasi yang teridentifikasi meliputi berbagai 

masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, 

pendidikan, sosial scrta sarana dan prasarana lingk:ungan serta adat istiadat. 

Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapal diproses lebih ian jut antara 

lain: (I) mempakan kebutuhan mendasar; (2) masalahlkebutuhan yang 

dipandang mendesak dan periritas utarna; (3) dirasakan oleh sebagian besar 

warga masyarakat; (4) tersed.ia potensi atau somber daya dalam wilayah 

tersebut. 

Kepala Desa bersama perangkatnya bertindak mereview basil kajian 

rnasyarakat tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat Desa. Penentuan 

prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui 

pembobot:aw'rangking dan pengelompokkan rnasalah serta kebutuhan. 

Penentuan prioritas di tingkat Desa didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

a. Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat semakin besar 

rnenjadi prioritas atau semakin banyak masyarakat yang rnernbutuhkan 

rnaka perioritas diutamakan 
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b. Prinsip gawat-mendesak-penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai 

berikut: berikut 

Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa 

atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin 

ditimbulkan akan semakin serta dapat menimbulkan kerugian yang 

luar biasa. 

Mendesak, masyarakat yang membutuhkan tidak dapat ditunda-tunda 

lagi kecuali dalam hal tertcntu, dan seberapa lama suatu masalah dapat 

dihmda penyclesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin 

mendesak. 

Penyebaran, hila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan 

masalah barn dalam bentuk sistem, semakin banyak masalah bam yang 

akan ditirnbulkan semakin tinggi tlngkat penycbarannya semakin luas. 

c. Cakupan Biaya, yaitu menghemat serta menyesuaikan penggunaan dana 

dibandlngkan dengan jumlah masyarakat yang rnenerima manfaat. 

d. Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suatu masalah dengan 

masalahlkebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas. 

Berhubung karena rata-rata desa di kecamatan Lumbis Ogong tidak 
rnemiliki RT, maka penyelidikan dilaksanakan disalah satu desa, dimana 
mereka akan bcrembuk membicarakan tentang usulan yang akan 
disampaikan dalam musrenbang. Kepala desa bersama aparatnya 
mengumpulkan masyarakatnya untuk membicarakan usulan tersebut pada 
suatu mal am minggu, tetapi hanya beberapa omng yang hadir. 
Kehadiran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pemhangunan 
ditingkat desa sangat kurang. 
Rendahnya kehadiran masyarakat dalarn perencanaan pernbangunan di 
desa dibenarkan olch scorang warga desa Ngawol dengan rnengatakan 
bahwa" memang kegiatan rapat-rapat di desa itu karni jarang sekali 
mengikuti karena kita sangat sibuk sckah (wawancara, 19 Januan 2018) 
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Dari pemyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa rnasyarakat tidak 

mau hadir karena berbagai kesibukan menjadi penyebab rendahnya tingkat 

kehadiran warga dalam kegiatan tersebut. Bagi desa lain waktu 

penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pada malam hari dijadikan sebagai 

salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalarn kegiatan 

penyelidikan tersebut. Pilihan wakm kegiatan penyelidikan diselenggarakan 

pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas 

dari aktivitas rutinnya sehingga dapat meluangkan waktn untuk berkumpul 

membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Namun kenyataannya, 

hanya sebagian warga yang dapat hadir dalam kegiatan penyelidikan tersebut. 

Penyebab lain dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan 

penyelidikan adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan 

perbaikan dalam kehidupan warga. 

Masalah dan kebutuhan yang diusulkan tidak disertai npaya pemecahan 

oleh pemerintah, sehingga basil kegiatan penyelidikan hanya merupakan 

daftar masalah dan kebutuhan, yang membuat sebagian warga enggan 

menghadiri kembali kegiatau penyelidikan di tahun berikutnya. Padahal 

kegiatan penyelidikan tersebut sangat pentmg muuk mengetahui. menggali 

dan mengumpulkan masalah dan kebumhan yang dihadapi masyarakat yang 

nantinya akan diajukan sebagai usulan prioritas dalam musyawarah 

pcrencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan setcrusnya. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pen.Janngan aspirasi 

masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong beragam. tetapi pada umumnya 

penjaringan aspirasi dimulai dari tingkat desa karcna mayoritas desa yang ada 
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di kecamatan Lwnbis Ogong ridak memiliki RT/RW. Dan apabila memiliki 

penduduk banyak maka tidak menutup kemungkinan terbagi dalam RT atau 

RW. Penjaringan aspirasi ini dinamakan kegiatan penyelidikan masalah dan 

kebutuhan masyarakat. Kegiatan penjaringan langsung melakukan 

musrenbang desa aspirasi masyarakat, dengan asumsi bahwa peserta yang 

diundang dalam musrenbang desa adalah para Tokoh rnasyarakat yang dan 

para aparat desa hal ini diyakini dapat memahami apa masalah dan kebutuhan 

warganya. 

Penjaringan aspirasi di tingkat desa lebih awal dilaksanakan dari pada 

tingkat kecamatan. Meskipllll penjaringan asptTast masyarakat/kegiatan 

penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong pada 

umumnya dilakukan di tingkat desa tetapi tidak mengabaikan aspirasi 

masyarakat dari tingk:at bawah. berikut alasan yang dikemukakan oleh Kepala 

Desa Payang. musrenbang tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas 

tersebut dengan alasan keterbatasan waktu. Masyarakat terkendala waktu dalam 

memberikan sumbangan pemikiran, sehingga kehadiran mereka hanya sebagai 

pendengar saja. 

Bila dihhat dari tal1ap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan 

pembangunan yang telah dtselenggarakan olch masing-masing desa diperoleh 

gambaran sebagai berikut 

1. Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dari tingkat bawah 

(masyarakat) belum dilaksanakan dengan baik, kecuali L)esa Payang. 

2. Dari basil pencatatan, sebagaimana disampaikan oleh kepala desa dan Kenta 

BPD Ngawol balm·a musrenbang Desa mencenninkan para tokoh-tokoh 
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masyarakat baru mendiskusikan jenis usulan yang diajuhkan pada saat 

pelaksanaan musrenbang desa yang bukan digali dari aspirasi masyarakat. 

3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, 

meskipun untuk masing-masing desa, Lag as, Sumanripal dan desa T etagas 

penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparatnya 

tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Payang. Disamping itu, 

keterbatasan pemahaman masyarakat juga mempakan salah satu kendala dalam 

memberikan sumbangan pemikiran, sehingga keaktifan masyarakat dinilai 

rendah dalam proses perencanaan pcmbangunan. 

Kendala lain dalam pelaksanaan musrenbang baik di Desa maupun di 

Kecamatan Lumbis Ogong adalah Keterbatasan pemahaman masyarakat akan 

perencanaan pembangunan, karena pemahamannya masih sangat rcndah. Hal 

ini dibenarkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nunkan berikut petikan 

pemyataannya: 

" Ya memang ..... selama masyarakat belmn paham tentang perencanaan 
pembangunan, partisipasi masyardkat akan rendah, akan tetapi begitu 
mereka paham, partisipasi mereka tinggi. Dan kita maklumi di Desa, dimana 
penduduknya kurang, dan juga banyak kegiatannya. Tetapi kalau sndah 
berkumpul satu dua orang kan itu sudah sah juga. lya memang kendalanya 
pemahaman mereka yang masi sangat rendah .. Oleh sebab itu perlu memang 
sosialisasi terpadu dari desa, kecamatan dan pihak kita Bappeda Kabupaten 
Ntmukan". (Wawancara tangga/28 Pebntari 2018)_ 

Lebih lanjut Kepala Bappeda mengatakan bahwa kelemahan kita adalah 

kurangnya apardt yang bisa memberikan pemal1aman tersebut kepada masyarakat 

apa lagi yang berada di pelosok pcrbatasan. Dan sebagai tanggung jawab 

pemetintah untuk mcnsosialisasi dan memberikan pemahaman melalui 

mensosmlisasikan kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam 

perencanaan pcmbangunan. 
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Disamping itu ada situasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi 

masyarakat yaitu tidak terakomodasinya usulan mereka dalam musrenbang. Hal 

ini disampaikan oleh Utusan Bappeda Kabupaten Nunukan ke Kecamatan Lmnbis 

Ogong. Berikut petikan pernyataannya: 

" ........ disamping itu ada situasi yang menjadikan memotivasi masyarakat 
menjadi lemah terhadap perencanaan pcmbangunan, karena usulan-usulan 
yang disampaikan melalui musrenbang tidak membawa hasil .. " 
(Wawanc"ara tan~~al 20 Pebmari 2018) 

Untuk mengatasi ketcrbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan 

pembangunan serta mengatasi keterbatasan jumlah Somber Daya Manusia (SDM) 

yang ada di Pemerintahan Desa atau Kecamatan agar dapat memberikan 

pemahaman akan perencanaan pembangtman kepada masyarakat, Pemkab 

Ntmukan membina sejumlah masyarakat dari setiap desa wttuk dijadikan sebagai 

kader pernbangmtan yang akan mcnsosialisasikan dan mengkomunikasikan 

perihal pcrencanaan pernbangunan kepada rnasyarakat. Dengan kegiatan tersebut 

diharapkan masyarakat akan lebih banyak terlibat dalam proses perencanaan 

pembangunan mulai tingkat desa sampai kecamatan. 

Sependapat dengan, Kades Sumantipal mengemukakan bahwa partisipasi 

masyarakat akan meningkat jika programnya jelas, manfaatnya dirasakan oleh 

masyarakat, berikut petikan wawancaranya: 

" Masyarakat di desa saya hams membuktikan dengan jelas tentang 
rencana-rencana yang sudah deprogram pada tahun-tahun yang lalu, dan 
program itu tak !...1.mjung tiba. Na .. persoalan inikan membuat masyarakat 
ragu dan tidak yakin akan pelaksnaan musrtenbang, dianggapnya kegiatan 
ini sia-sia saja sehingga mercka tidak mau ikut..." (Wawancara langgal 16 
Pehmari 2018). 
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Tidak terakomodasinya usulan warga dalam perencanaan pembangunan 

disebabkan keterbatasan anggarnn untuk rnembiayai semua usulan masyarakat. 

Jumlah usulan yang disampaikan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. 

Oleh karena itu dilakukan penilaian terhadap setiap usulan untuk dijadikan 

prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat 

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan. Selain itu 

JUga kalau anggaran yang agak kecil dibebankan pada anggaran Dana Desa, 

karena sekarang ini pemerintah pusat telah menggulirkan Dana Dcsa setiap 

tahwmya sekalipun itu sangat kecil, tetapi dapat bennanfaat untuk pembangunan 

yang anggaranya kecil. Jadi tidak perlu dibebankan pada anggaran di atasnya lagi 

kalau itu memang kecil. 

Masyarakat masih terkendala ruang dan waktu dalam menyampa1kan 

sumbangan pikiran dalam proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan 

pembangunan tingkat Kecamatan diselenggarakan pada tanggal 16 Pebruari 

Tahun 2018 yang dihadiri oleh perwakilan desa (3 Orang), 5 SKPD yang ada di 

lingkungan Kecamatan Lwnbis Ogong dan SKPD Kabupaten Nunukan antara 

lain: Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PU, Perwakilan 

Perempuan, Dengan pembicara/nara sumber sebagai berikut: 

l. Camat Lumbis Ogong 

2. Kepala Bidang Pembangunan Daerah perbatasan 

3. Bappeda 

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan adalah forum untuk 

musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas 

kegiatan dari desalkelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di 
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Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja 

perangk:at Daerah kabupaten!Kota pacta tahap berikutnya. Camat 

menyelenggarakan dan bertanggtmg jawab atas perencanaan pembangunan di 

kecamatan melalui musrenbang Kecamatan. yang penyelenggaraannya dibantu 

oleh unsur SKPD tingkat kecamatan. 

Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas 

kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatas1 pennasalahan di Kecamatan serta 

pihak-pihak yang berkaitan dengan dan terkena dampak basil musyawarah. 

Sedangkan nara somber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui 

peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan basil musrenbang. 

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pcrencanaan pembangunan tingkat 

kecamatan pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 tidak dihadiri oleh DPRD 

Kabupaten Nunukan Wilayah Pemilihan Ill, sehingga Pasal 33 ayat d peraturan 

Bupati No. 24 Tahllll 2015 tentang peserta musrenbang kecamatan tidak 

terlaksana dengan baik. 

2) Partisipatoris 

Partisipatoris artinya dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum 

pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam 

memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara. 

waktu dan tempat. Salah satu SKPD yang harus mcnyelenggarakan praktek 

perencanaan pembangunan adalah kecamatan pada tingkat kecamatan ini 

dilakukan penjaringan aspnasi dalarn proses perencanaan pembangunan mclalui 

Musyawarah Perencanaan Pcmbangunan (musrenbang). Untuk kecamatan Lumbis 

Ogong musrcnbang sclalu di lakukan setiap tahunnya_ Namun dalam 
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kenyataannya musrenbang Kecamatan Lmnbis Ogong penyeJenggaraannya 

belwn dilakukan optimaL 

Hal ini dapat dilihat dari kererlibatan masyarakat dalam musrenbang belwn 

mewakili seluruh masyarakat kecamatan Lumbis Ogong. Seperti yang 

dikemukakan oleh Camat bahwa peserta yang diundang dalam musrenbang 

Kecamaran Lumbis Ogong adalah 5 SKPD yang ada di lingktmgan Kabupaten 

Nunukan, DPRD Kabupaten Nunukan Wilayah Pemilihan III, perwakilan dati 

Uesa yang tcrdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekdes, LPMD, Tokoh masyarakat, 

LSM, Tokoh Agama dan PKK. Berikut petikan pemyataannya: 

"Saya rasa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur 
masyarakat Lumbis Ogong, dari setiap perwakilan desa itu ada 5 unsur 
yaitu, Kepala desa, LPMD, BPD, Tokoh masyarakat, dan PKK dikali 49 
desa, kemudian SKPD, dan nara sumber terdiri dari Bappeda, dan SKPD 
Lainnya. ". (Wawancara dilaksanakan pada langgal 17 Pebruarr 2018) 

Fonun yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan 

pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi keterlibatan 

masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu pada tahapan proses perencanaan 

pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin 

agar dapat menycrap aspirasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat 

yang nyata sangat ditekankan. Seperti yang dikemukakan oleh Perwakilan Bapeda 

(Rusdiansyah) sebagai berikut: 

"Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang hams ditingkatkan, 
idealnya desa sudah mclakukan idcntifikasi masalah dan kebutuhan dari 
masyarakat ditingkat bawah sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data 
dan infonnasi itulah salah satu syarat hila desa mau menyelenggarakan 
musrenbang ....... " (l¥awancara tangga/16 Pehnwn 2018) 

I Ial senada juga disampaikan Kasi Umum dan Kepegawaian Kecamatan 

Lumbis Ogong bahwa, Penggalian aspirasi masyarakat lebih banyak dilakukan di 
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tingkat desa, karena rentang kendalinya lebib dekat. Berikut petikan 

pemyataannya: 

" ........ ya di tingkat desa sebenamya bisa lebih banyak menyerap aspirasi 
masyarakat, namw1 masyarakat sudah jenuh mengikuti acara rutin tahunan 
yang katanya tidak memberikan basil apa-apa Komentar dari masyarak:at 
yang bukan peserta proses perencanaan pcmbangunan, bahwa mereka 
mengaku tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan 
dilaksanakannya dan untuk apa proses tcrscbut dilaksanakan. 

Hasil wawancara dcngan Kepala Desa Tetagas (Bemabas) bahwa dalam 

musrenbang Desa, masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam 

memberikan sumbangan pemikiran tanpa terkendala waktu dan tempat, namun 

setelah dikonfinnasi dengan beberapa peserta rnusrenbang bahwa peluang tmtuk 

rnengemukakan pendapat hanya diberikan kcpada para pemuka masyarakat 

seperti, KenUl Pemuda, Ketua Adat, Perwakilan Perempuan dan kepala Instansi di 

Desa. Pemikiran yang akan diampaikan oleh peserta dibatasi oleh waktu, 

mcngingat jarak masing-masing desa sangat beijauhan, dan apabila sudah sore 

kemungkinan melewati sungai sangat berbahaya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

partisipatif di Desa Lagas, Desa Semantipal, Desa Tetagas, dan Desa Ngawol 

belum dilaksanakan secara optimal karena dominasi elit desa masilt nampak 

dalam penetapan daftar prioritas kegiatan masyarakat. Selain itu rnasyarak:at 

menganggap bahwa musrenbang itu tidak ada manfaatnya. 

3) Sinergitas 

Sinergitas perencanaan dapat dilihat ketika perencanaan pembangunan 

selah1 menekankan keija sama antar wilayah administrasi dan geografi, serta 

interaksi diantara stakeholders. Fonun yang melibatkan masyarakat hanya 
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terbatas di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa, representasi 

masyarakat dalam forum-forum ditingkat kecamatan sangat kecil Ini 

menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah 

jalan dan tidak tabu kemana arahnya. Hilangnya usulan tersebut menumt 

Pendamping Desa dari Kecamatan Lumbis Ogong adalah beralasan, berikut 

petikan wawancaranya: 

" Masyarakat di desa sudah capek sekali bennusyawarah, tidak kenai Ielah, 
lalu kita buat usulan yang akan dibawa ke Kecamatan ootuk dimasukkan 
kedalam musrenbang kecamatan tapi tidak kunjung ada... berarti menurut 
saya hilang ditelan bumi.... kadang masyarakat mengganggap bahwa 
usulannya dimasukkan atau dibuang ke tong sampah sehingga rnenunggu 
realisasi tidak perna ada ... inilah juga yang rnembuat masyarakat tidak man 
ilrut dalarn kegiatan perencanaan baik di desa maupun di 
kecamatan .. (Wawancara 18 Pehroan· 2018) 

Di tingkat desa, kegiatan rnpat yang berkaitan dengan perencanaan 

pembangtman sebenamya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang 

saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar rnusrenbang hila dibutuhkan. 

Ketika ada. Musrenbang yang dilaksanakan dimulai dari Desa, Kecamatan dan 

Kabupaten. Disinilah masyarak.at akan memberikan aspirasinya tentang 

pembangunan yang akan dibutuhkan di wilayahnya, serta sumber 

pembiayaannya. Program atau kegiatan yang swnber dananya dari yang lain, 

misalnya dari APBN. Seperti program Pembangunan Jalan dan Lumbis ke 

Lumbis Ogong dengan Jarak ±200 Km, pembangunan dan PLTS, dimana 

program pembanpman ini sumber dananya dari pusat, dan lain-lain. 

Scperti yang telah disampaikan sebelumnya, di tingkat kecamatan. 

musrenbang dijadwalkan antara Januari- Pebruari yang dihadiri pihak terkait 

yang telah ditentukan. Perencanaan pemban!,'111l311 yang diputuskan dalam 

musrenbang Kecamatan mempakan hasil memaduserasikan anlara prioritas 
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usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan dati 5 SKPD. Usulan yang 

terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang 

mempunyai kaitarmya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang 

memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh 

SKPD. 

Untuk mengetahui apakah suatu usulan mempunyai keterkaitan dengan 

usulan lain yang diajukan baik oleh SKPD maupun desa lain diperlukan 

interaksi diantara semua peserta. Sinergitas perencanaan merupakan bagian 

dati kriteria yang harus dipenuhi oleh semua usulan yang masuk untuk 

dijadikan daftar prioritas usulan yang didanai oleh APBD. Seperti yang 

dikemukakan oleh Perwakilan Bappeda Kabupaten Nunukan (Rusdiansyah) 

yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong 

melalui petikan wawancara sebagai berikut: 

"Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan 
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki 
keterkaitan dengan usulan kegtatan dati SKPD lain, misalnya usulan 
pembangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut 
tidak dibangun maka akan bcrpcngaruh terhadap penurunan pendapatan 
masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju 
perkotaan. Jadi disini ada keterkaitan antar masyarakat, jalan dan Kota serta 
pemasaran produksi masyarakat. seperti ini yang dapat diakomodasi .. " 
(Wawancara tangga/16 Pehmari 2018) 

Pernyataan di atas sesua1 yang disampaikan oleh kepala Bappeda 

Kabupaten Nunukan mengatakan balnva: 

" ..... Mengenai Usulan dari masyarakat harus sinertgitas dcngan Pendapat 
Tim kita yang ke Lapangan dimana usulan tcrsebut diverifikas1, apakah 
sesuai atau tidak. Contolmya masyarakat mcmintah pcrkebunan sawit, 
setelah tim kita melihat atau survey ternya tidak cocok dengan kebun sawit, 
maka usulan itu tidak direalisasikan. Jadi harus ada kecocokan lapangan 
dengan usulan ... Contoh lain masyarakat mengusul gilingan padi, tetapi 
tidak ada sa wah atau padi, maim usulan itu kita anggap tidak layak .. " 
(wawancara, Rahu, 2N Pehntari 201R) 
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Pandangan d1 atas menunjukan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD 

dengan SKPD lainnya menjadi salah satu kriteria diakomodasi tidaknya suaht 

usulan kegiatan_ Disini ditekankan kerja sarna antar wilayah dan geografi untuk 

mencapai sinkronisasi kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders 

dalam mernbahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan 

ketingkat yang lebih tinggi. 

Berdasarkan basil pcnelitian, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong sudah 

mcmenuhi kriteria sinergitas perencanaan, meskiptm dalam pelaksanaannya 

belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya ketidaksinkronan 

antara usulan SKPD dengan usulan desa sehmgga hams ada usulan yang 

dikorbankan dari pihak Desa. 

4) Legalitas 

Perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong 

sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara tertu1is. 

Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu 

pertama, ditingkat nas10nal sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan 

pembangunan adalah UU No. 25 talmo 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Peraturan 

Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata Pelaksanaan musrenbang dan 

R(!ncana Kerja Daerah Kabupaten Nunukan. 

Mekanisme perencanaan pembangunan diatur dalarn peraturan Bupati 

Nomor 24 Talmn 2015 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namtm 

tidak semua Desa mcnyelcnggarakan proses perencanaan pernbangunan sesuai 
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dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala 

desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, 

sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan 

mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh 

Kepala Desa Suyadon sebagai berikut: 

"Musrenbang sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 
belum kami pahami bahkan ada diantara kami yang belum melihat peraturan 
itu, bagaimana bunyinya... Kalan bole, ada aparat pemeriotah yang 
mcnsosialisasikan kepada kami supaya paha.m .. '(wawancara 21 Pebrnari 
2018) 

Seperti halnya diatas, juga ditegaskan dalam pernyataan kades Nansapan 

bahwa: 

"Mekanisme musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 
2004 dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 belum dilaksanakan disini, 
musrenbang kemarin masih menggunakan model lama, Pada hal Peraturan 
Bupati sudah lama terbit, kenapa kita tidak tahu ya ... inilah kelemahan 
pemerintah kita tidak pernah disosiahsasi . . "(U'awancara 17 Pebroari 
2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurang pahamnya Kepala desa dan 

perangkat desa terhadap Mekanisme perencanaan pembangunan berdasarkan UU 

Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 karena 

belum disosialisasikan dengan baik kepada pemerintah desa dan masyarakatnya, 

sehingga mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan 

menggunakan cara yang turon temurun dari kades periode sebelumnya. Hal ini 

disebabkan pemahaman dan sumber daya manusia ap<trdt yang rendah, dan 

rcndahnya se11a kurangnya kemampuan keterampilan untuk komunikasi kepada 

masyarakat. 

Perencanaan pembangunan Kecamatan Lumbis Ogong menjunjung tinggi 

adat istiadat dan budaya sangat kita banggakan karena mereka sangat saling 
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menghonnati antara satu dengan yang lainnya , etika , adat istiadat, dan tata nilai 

masyarakat, yang dipegang dan dipahami disana masih sangat tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari tidak adanya gejolak dari masyamkat atas perencanaan 

pembangunan yang diputuskan, karena masyarakat pun terlibat dalam proses 

tersebut Seperti yang dikemukakan oleh Camat sebagai berikut: 

"Kita bekerja untuk masyarakat artinya dari masyarakat, oleh masyarakat 
dan untuk masyarakat, tenttmya sesuai dengan erika dan nilai yang 
bcrkembang di masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya 
masyarakat yang mengatur.. .... .tentunya kita tidak toleransi dan 
memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, kalaupun ada itu 
bukan salah perencanaannya tapi salah orangnya" (Wawancara tanKgal 17 
Pebruari 2018) 

Meskipw1 berdasarkan beberapa infonnan mengatakan bahwa ketrelibatan 

masyarakat hanya terbatas pada tahap mcnunuskan kegiatan saja, tidak terlibat 

dalam pengambilan keputusan dalam memutuskan kegiatan prioritas, itu pun 

masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa 

maupun Kecamatan hanya sebagian kecil saja, dan sebagian besar adalah mereka 

yang sudah beberapa kali ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan 

tersebut serta orang-orang yang punya jabatan dalam desa. Dari pernyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan 

masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 

sehingga sesuai sumber hukwn dalam perencanaan pembangunan dan menjunJlmg 

etika dan nilai serta adat- istiadat yang ada di masayarakat. 

Musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong yang dilaksanakan pada tanggal 

16 Pcbruari 2018 dihadiri oleh Utusan dari desa, Tokoh-tokoh agama, Unsur 

Kecamatan, SKPD Kabupaten Nunukan, Perwakilan Polsek dan Darnamil 

Lumbis dengan jmnlah peserta 92 orang. Ditinjau dari banyaknya desa-desa yang 
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ada di Lumbis Ogong, dan berdasarkan surat undangan yang disebarkan pihak 

kecamatan dibandingkan yang hadir, maka partisipasi masyarakat sangat kecil. 

Tabel 4.8 Peserta Musrenbang Utusan dari Desa-Desa di Kecamatan 

--
Lumbis Ogong 

·-------· - ----- -- .. --·--- -· .- ··-- - . 

Jumlah Jumlah 
No NamaDesa Peserta No Nama Desa Peserta 

--·-- -

I Payang 3 26 Tumantalas 2 ·- -
2 Suyadon 2 27 Sana! 3 --3 BuluMengolom 2 28 Nantuk1dan 2 -- - -

4 Tukulon 2 29 Ngawol 2 - -
5 Ubol Sulok 2 30 L"Jlas 3 

··--

6 Datung 3 31 Labang 2 
7 Ubol Alung 2 32 Sumantipal 2 -
8 Nansapan I 33 Bululaun H1lir 2 
9 Sedalit 2 34 Pan"" 2 
10 ~fru.._nbuku 2 35 Tantaluju~_ ·-· __ 2 

-- ---- -

II Paluan 2 36 Tambalang Hulu 3 -
12 Tambalan).!; hilir 2 37 Langason 2 -
13 Sinampila II 2 38 Bokok I 
14 Jukup 2 39 Kuyo 2 

TadunSUs Tau Lumbis Og~ilg-· 
--

15 3 40 2 - -
16 T:ong_ Bulu __ 

---
I 41 Tetagas I 

. - ----- ·- -··- --·-· - - -·---

17 Semata 2 42 _Tuntulibing I --- --·-· -

18 Semunti I 43 Kalisun I 
···- - -·- ·----

Kabungolo~ ~- Sal an 2 44 0 
20 Sungm 2 45 Lipaga 0 
21 Sinampda I 2 46 Sibalu I 
22 Sumentobol 2 47 Mamasm I --.. - ------ - ·---------- -

23 Labuk 2 48 Duyan 2 
24 Limpakon 2 49 Bululaun Hulu 2 -
25 Linsayung 2 --··- .. -,)umber. KanlorCamat Lumbrs Ogong 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dijelaskan bahwa jumlah peserta utusan dari 

desa-desa di kecamatan Lumbis Ogong pada daftar hadir sebanyak 91 orang dan 

1 orang tokoh agama. Selain itu ada dua desa yang utusannya tidak hadir yani 

desa KC~bongolor dan Desa Lipaga. Setela diminta infOnnasi dari bebcrapa desa 

tetangganya ternyata dua desa tcrsebut uiUsannya bcrhalangan hadir. Ketidak 

hadiran diakibatkan karena mereka menganggap bahwC~ hasil musrenbang mereka 

sudah dikerim kc kecamatan. Rendahnya kehadiran masyarakat merupakan suah1 

masalah dalam perencanaan pembangunan scbab masyarakat kurang pcrcaya 
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terhadap hasilMhasil musyawarah selama ini. Hal ini dibuktikan dengan 

wawancara terhadap peserta musrenbang yakni kepala Desa Tetagas yang 

mengatakan bahwa: 

«Sekarang ini masyarakat melihat bukti, karena pada tahun-tahun yang lalu 

tidak ada basil musrenbang ini, sehingga masyarakat merasa tidak ada 
gunanya cukup menulis usulan kemudian disampaikan ke kecamatan. Nanti 

pihak kecamatan yang mclanjutkan ke Kabupaten. Jadi ketidak. hadiran 

masyarakat karena mereka kurang percaya terhadap basil musyawarah, 
apakah dilaksanak:an atau tidak. Bangunan di desa yang kita bangun 

sekarang ini dananya bersumbcr dan Dana Desa. Kalau itu saja biar kita 
rapat saja di Desa. Tahun lain pasti sama juga dengan talnm ini akan tidak 
terealisasi. Kita ini bosan ikut musrenbang, pasti tidak terealisasi 

semuanya". Wawancara dilaksanakan di Binter pada tanggal 16 Pebruari 
2017, Jam 15.00) 

Selanjutnya peneliti rnelakukan wawancara kepada salab satu pegawai 

kantor Camat Lumbis Ogong, tentang bagannana peran dan keikutsertaan 

masyarakat dalam Perencanaan Pembangwmn melalm musrenbang di Kecamatan 

Lumbis Ogong selama ini, scrta bagaimana kehadiran dari setiap desa-desa dalam 

perencanaan pembangunan melalui musrenbang, maka yang bcrsangkutan 

memberikanjawaban adalah: 

"Kalau menurut pengamatan saya selama berada dt Lumbis Ogong. 
memang ada masyarakat yang termotivasi, tetapi lebih banyak yang tidak 
mau ikut, kerena anggapan mereka apabilah sudah rapat di desa kita tinggal 
mengirim hasilnya ke kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten. Kemudian 
mereka juga menganggap bahwa musrenbang itu hanya kepentingan orang 
Proyek. Karcna mcrcka yang biasanya langsmtg mengusulkan ke Nunukan 
dan langsllllg mendaftarkan diri tmtuk tender/lelang di Kabupaten. Jadi kami 
rakyat hanya menunggu''.(Wuuancura, /6 Pehmari 2018) 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pclaksnaan Musrenbang san gat kccil, bcrhubung karena mereka 

kurang percaya terhadap has1l musrenbang tersebut, apakah disctujui atau tidak. 

Mereka sudah menilai kegiatan musrenbang. pada tahun-tahun sebelumnya banyak 
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usulan yang tidak terakomodir. Bahkan mereka tidak mengetahui tentang program 

pembangunan yang merupakan perioritas. Masyarakat ragu tentang program 

pembangunan daerah karena Bapeda hanya memaparkan kondisi daerah serta 

anggaran yang disediakan Pemda dan banyaknya anggaran yang dipangkas oleh 

Pemerintah pusat. 

Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong pada Hari Jumat, 

16 Pebmari 2018, Bappeda tidak memberikan penjelasan tentang program 

pembanguna daerah, bagaimana program daerah terhadap kecamatan yang 

bcrbatasan langsung dengan Negara lain, apakah ada perioritas utama atau tidak. 

Ketidak jelasan ini membuat masyarakat Lumbis Ogong kurang berpartisipasi 

mengikuti musrenbang. Juga pada saat pelaksanaan musrenbang tersebut anggota 

DPRD Kabupaten Nunukan daerah pemilihan wilayah Ill tidak hadir, Pada hal 

DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan lumbis Ogong ada 2 (dua) 

orang, salah satu pun dari mereka tidak ada yang hadir 

Pennasalahan diatas juga diungkapkan oleh peserta musrenbang pada saat 

diwawancarai peneliti. Dalam wawancara tersebut dikatakan bahwa: 

Seharusnya DPRD datang pada saat musyawarah Perencanaan 
Pembanpman di kecamatan, pada tahun yang lain mereka datang tetapi 
sekarang tidak ada yang datang padahal harapan kami merekalah yang 
menyuarakan kalau usulan tersebut dibahas dikabupaten. Sekarang kami 
juga berpikir bahwa apakan usulan kami ini dikabulkan atau tidak. Karena 
mereka tidak dengar penjelasan kami tentang usulan pembangunan tersebut. 
lnilah yang membuat kami tidak ikut dalam musyawarah nantinya karena 
yang kam1 harapkan untuk mempe1juangkan usu1an kami itu tidak hadir. 
Dan kami nantinya tidak bersedia memilih yang namanya DPRD 
Kabupaten. (wawancara 16 Pehruan 2018) 

Sesuai dengan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara dengan 

Ketua Bappeda Kabupaten Nunukan ( lr.H Suprianto HP, M.Si) pada hali Rahu, 

28 Pebman 2018, puku\10.05 mengatakan bahwa: 
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Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan disesuaikan dengan anggaran 
yang ada, kalau anggaran pembangunan itu besar maka kita serahkan ke Pusat, 
tetapi kalau anggarannya kecil kita serahkan ke daerah_ Mengenai masalah 
pembangunan di daerah perbatasan itu merupakan kewajiban pemerintah pusat. Hal 
ini dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, 
dimana pada pasal 361 mengatakan bahwa Pembangunan daerah perbatasan wajib 
dilaksanakan oleh pusat. Perintah tersebut sudah kelihatan disemua daerah 
perbatasan, banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun 
kita sebagm masyarakat perbatasan harus pahami Juga bahwa, Daerah perbatasan di 
seluruh Indonesia itu sangat banyak sekah, kita di Kabupaten Nunukan saja 
terdapat 19 Kecamatan ada 16 diantanya daerah perbatasan. Pernbangunan 
semacam itu dilaksanakan dengan lop-down oleh pemerintah pusat, karena mereka 
yang menilai dan memverifikasi pembangunan yang cocok dilasanakan di daerah 
perbatasan serta kebutuhan masyarakata terhadap pembangunan tesebut Jadi 
pembangunan tidak semestinya bollom-up tetapt disesuaikan JUga sttuast dan 
kofl{hsi_ Selain itu kalau masyarakat sudah musrenbang di Desa, Kecamatan ada 
tim kita kesana dengan tujuan untuk mclihat kondtsi di lapangan dan disesuaikan 
dengan usulan pembangunan dari masyarakat, artinya masyarakat mengusulkan 
bukan sekedar usulan saja tetapi anggota ktta memverifikasi di lapangan apakah itu 
sesuai atau ttdak_ Kalau tidak sesum maka kita katakana tidak layak, tetapt kalau 
sesuai maka kita akomodir, teta;pi kita sesuaikan dengan anggaran kita yang ada di 
Kabupaten, karena sekarang im Dana kta dan pusat itu sangat kecil dibandingkan 
dengan tahun-tahun yang lalu_ ("wawancara 28 Pehroari 2018) 

Partisipasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan dalam 

pengambilan keputusan mengenai program-program yang diusulkan melalui rapat 

seolah-olah tidak terindahkan mulai dari desa, sampai ke kecamatan sehingga 

mereka belum menentukan delegasi yang akan diutus oleh kecamatan ke 

Kabupaten wttuk mengikuti musyawarah pembangunan di Kabupaten. Hal ini 

dapat dinilai bahwa partisipasi masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong sangat 

kecil terbukti pada saat masyarakat menghadiri musrenbang kecamatan sangat 

kurang yang hadir. Undangan terhadap 49 Desa termasuk SKPD dan DPRD yang 

hadir hanya 92 orang, boleh dikatakan paling banyak yang tidak hadir. 

Pemerintah sudah merampung semua aspirasi masyarakat dari bawah 

melalui usulan, namun pada skala perioritas masyarakat tidak mengetahui 

pernbangunan mana yang diutamakan dalam wilayahnya. Masyarakat banyak 

bertanya-tanya mengenai usulan yang disampaikan, apakah disetujui atau tidak 

152 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



sehingga mereka tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya dalam 

musrenbang kecamatan tentang kehadiran masyarakat hanya membuat capek dari 

tahun ke tahun. Belum ada usulan yang terealisasi sampai sekarang ini 

C. Pembahasan 

1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Kecamatan 
Lum bis Ogong 

a. Menyusun Rencana 

Hasil Penelitian dideskripsikan tentang bagaimana tahapan pelaksanaan 

musrenbang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 

Tentang Tatacara Pelak.snaan Musrenbang dan Rencana Keija Pembangunan 

Daerah. Dalam Peraturan ini sangat Jelas Tahapan-tahapan musrenbang, mulai 

dari Pra musrenbang, Pelaksanaan musrenbang dan pasca Musrenbang. Selain 

itu juga dideskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses tahapan 

musrenbang itu, serta bagairnana upaya yang dilakukan dalam menyampaikan 

usulan-usulan program pernbangunan yang dilakukan secara bcrtahap. 

Melalui penjelasan diatas dideskripsikan dengan singkat tentang proses 

rnusrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong belum optimal atau belum sesuai 

dengan Peraturan-Peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. 

Sehubungan dengan itu mekanisme musrenbang di tingkat desa dan Kecamatan 

dilakukan merupakan kegiatan penyampaian daftar usul dari dcsa yang 

disusun. Dalam pelaksnaan musrenbang masyrakat ataupun peserta telah 

memberikan informasi sebelum diadakannya musrenbang sehingga masyarakat 

memiliki waktu tmtuk mempersiapkan usulan-usulan dati Desanya masing-

masing sesuai dengan kebutuhannya. 
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Pelaksanaan musrenbangdi Lumbis Ogong bel urn membuahkan basil yang 

optimal sebab mereka masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang 

pelaksanaan musrenbang, sehingga masyarakat dalam menyusun rencana 

belum mereka pahami. Hal ini terdapat pada beberapa basil wawancara dengan 

informen telah menunjukkan bahwa wawasan berpikir, swnber daya manusia 

yang mereka milii sangat minim sekali. Mereka belum memahami tentang 

aturan-aturan dan keputusan yang diterbitkan oleh pemerinyah mengenai 

perencanaan pembangunan. Mekanisme Musrenbang pun belum dilaksanakan 

dengan baik. 

Dalam menyusun rencana yang melakukan hanya beberapa orang saja, 

termasuk kepala-kepala desa dan aparatnya, hal-hal seperti itu peneliti 

menemukan fakta di lapangan seperti: 

1. Hasil wawancara dari beberapa infonnen mengatakan bahwa yang 

menyuslUl rencana di desa hanya ada beberapa orang yakni kepala desa dan 

masyarakatnya 

2. Masyarakat menganggap bahwa penyusunan rencana pcmbangunan di desa 

merupakan tugas dan tanggung jawab aparat desa sebagai pengemban 

amanat pemerintah kecamatan dan kabupaten_ 

3. Masyarakat tidak mau ikut karena pemahaman mereka untuk menyusun 

rencana pembangunan di desa atau d1 kecamatan sangat rendah. Hal ini 

diakibatkan karena rata-rata penduudk yang bcrada di Lumbis Ogong 

pendidikannya masih rendah. Hal ini mengakibatkan penyusunan priorotas 

usulan tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak dari masyarakat karena 
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yang menyusun rencana hanya beberapa orang saja, dan kemungkinan tidak 

memahami masalah yang ada diwilayahnya. 

Menurut Terry (2010:9) mengatakan bahwa fungsi manajemen dapat 

dibagi menjadi empat bahagian yakni, Planning (perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan controlling (Pengawasan). 

Selanjutnya Gulick dalam Wijayanti (2008: I) mendefinisikan 

manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha 

secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja 

bcrsama-sama untuk mcncapai tujuan dan membuat sistem ini lebih 

bermanfaat bagi kemanusiaan. Organisasi merupakan wadah, dan sarana untuk 

bekerjasama. Pada kenyataanya organisasi maju dan berkembang apabilah 

anggota organisasi dapat bekerjasama, menyusun rencana secara bersama-sama 

demi kemajuan organisasi. 

Dalam menyusun rencana pembangwJaJI sangat dibutuhkan perencaan 

yang matang, terkoordinasi dan mudah dipahami. Oleh sebab itu dalam 

mcnyusun perencanaan pembangunan di suatu wilayah perlu adanya keijasama 

dan pemahaman yang rnendukung , sehingga hal-hal yang disusun dapat 

dipahami dan dipertanggungjawabkan. 

Penyusunan Rencana Pernbangmmn dapat dilakukan dcngan baik 

apabilah pemcrintah mengikut sertakan masyarakat yang mendiami wilayah 

tcrsebut, karena mereka mengetahui tentang karakteristik daerahnya serta 

pembangunan yang cocok tmtuk daerahnya masmg-masing, selain itu 

pentingnya masayarakat tmtuk menentukan skala perioritas yang harus disusun 

scsuai dengan rengking masalah. Menyusun rencana yang baik dipastikan akan 
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memperoleh basil yang baik. Hal ini sangat mendukung penelitian Pumamasari 

(2008) yang mengatakan bahwa Proses perencanaan pembangunan belum 

dilaksanakan dengan baik dirnana tahapan proses perencanaan pembangunan 

dimasing-rnasing desa belum dilaksaanakan, terutama pada tahapan dimana 

masyarakat belum dilibatkan memutuskan perioritas kegiatan yang akan 

diajuhkan ke Tingkat Kabupaten. 

Kegiatan musrenbang merupakan salah satu kegiatan untuk menyusun 

rencana di Desa yang akan diajuhkan ke Kecamatan. Fonnn ini memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaik.an 

pendapat:nya melalui fonun musrenbang, sehingga dalam proses musrenbang 

telah ada interaksi dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan stekholder. 

MeskiplUl masyarakat yang hadir hanya sedikit dan tidak sesuai dengan 

undangan yang disebarkan. Selain itu masyarakat yang hadir paling banyak 

sebagai pendengar saja, karena mereka beranggapan bahwa pihak Desa yang 

sudah memberikan usulan dan dapat memperkuat usulan tersebut melalui 

argumentasinya dan sesuai dengan kebutuhan didesa. 

Paparan diatasjuga sangat sesuai dengan penelitian Rohadiansyah (2016) 

yang menekankan bahwa: dalam proses musrenbang peran pemerintah belum 

memberikan araban program perioritas, sehingga masyarakat belum 

mengetahui bagaimana gambaran usu.lan yang akan disampaikan. Melalui basil 

penelitian terdahulu telah memberikan gambaran bahwa peranan masyarakat 

dalmn menyusun rencana sangat kuat, dan memberikan pendapat yang dapat 

dituangkan dalam rencana pempangunan yang akan dilaksanakan di 

wilayahnyah. Untuk itu seluruh peserta dlmlnta aktif untuk menyampaikan 
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pendapatnya sesuai dengan alasalan·alasan mengusulkan pembangtman yang 

dibawa desanya masing-masing ke forum musrenbang kecamatan. 

Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Lwnbis 

Ogong pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 dihadiri oleh masyarakat sebagai 

utusan dari desa, unsur Kecamatan, Tokoh agama dan SKPD dari Kabupaten 

Nunukan. Sedangkan DPRD Daerah Pemilihan wilayah Lumbis Ogong tidak 

ada yang hadir. Ketidak hadiran DPRD sangat mengecewakan masyarakat di 

wilayah tersebut, karena harapan mereka usulan pembangunan yang 

disampaikan melalui musrenbang dikawal oleh wakilnya sampai ke 

Kabupaten. 

Dalam penyusunan rencana pembangunan di Lumbis Ogong belurn 

dilaksanakan secara optimal, karena dalam penyusunan tersebut hanya 

dilakukan oleh Kepala·kepala desa dan aparatnya, sedangkan rakyat tidak 

terlibat didalamnya. Akibat dari pennasalahan tersebut banyak pembangunan 

yang tidak sesuai dengan kondisi georafis dan kebutuhan masyarakat, sehingga 

masyarakat merasa tidak memiliki bangunan tersebut dan dibiarkan begitu saja 

hingga lapuk. 

b. Menetapkan Rencana 

Rencana Pembangunan yang sudah disusun dalam sebuah draf usulan 

perioritas yang telah disepakati dapat ditetapkan sebagai usulan desa atau 

kecamatan untuk tahun bersangkutan. Hasil ini disampaikan ke kecamatan 

sebagai bahan rembuk pada musrenbang kecamatan dan seterusnya dilanjutkan 

ke Kabupaten sebagai bahan rembuk SKPD-SKPD terkait. Untuk selanjutnya 
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para SKPD membukukan basil musrenbang dari kecamatan dan ditetapkan 

sebagai Rencana Pembangunan Kabupaten. 

Pembangunan yang masih dianggap masyarakat sangat penting tetapi tidak 

dimasukk.an dalam draf usulan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten akan 

dimasukkan pada tahun berikutnya. Salain itu apabilah ada pembangunan yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah boleh saja 

dibatalkan atau ditunda, kama sernua usulan yang masuk dari Kecamatan ke 

masing-masing SKPD akan diverifikasi kernbali oleh masing-rnasing SKPD. 

Hasil musrenbang yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah 

sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. 

Menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) pada hakekatnya 

perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terns menerus 

dilakukan guna memilih altematif terbaik dari sejumlah alternatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) 

menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna 

mengolah fak:ta serta situasi sebagairnana adanya dan rnencan Jalan keluar 

guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker ( dalam Diana Conyers, 

1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk rnelakukan sesuatu 

yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diWlgkapkan Kunarjo 

(2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan mempakan 

proses penyiapan scpemgkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang 

akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian Tangdililing et.al (2013) yang 

mengatakan bahwa Banyaknya penoritas pembangunan yang akan 
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dilaksanakan basil dari penggalian aspirasi masyarakat masi kurang diimbaug 

dengan anggaran yang memadai. 

Menetapkan rencana pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat 

bawah perlu dianalisis, dinilai dan mengidentifikasikan faktor penghambat dan 

faktor endukung serta dilakukau secara mendalam dan akurat. Hasil kajian dari 

usulan masyarakat harus diberi skala perioritas, artinya pembangunan mana 

yang sifatnya sangat mendesa, mendesak dan kurang mendesak. Setelah 

mebuat kajian demikian maka harus buatkan jumlah anggaran yang 

dibutuhkan dalam setiap tmsur. Kalan anggaran sudah dimasukkan ke setiap 

usulan pembangwtan, maka sangat membantu untuk menghitung kebutuhan 

setiap desa atau kecamatan di tingkat kabupaten atau pusat. Anggaran yang 

sudah dimasukkkan dalam draf usulan perln dibubuni surnber anggaran, 

apakah bersumber dati APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN. Selain 

itu skala perioritas disusun terurut mulai dati kebutuan yang sangat mendesak, 

mendesak dan kurang mendesak. Biasanya Anggaran yang besar diajuhkan ke 

APBN sedangkan anggaran yang menegah kebawah dimasukkan dalarn 

anggaran APBD Kabupaten dan Provinsi. Apabilah anggaran sudah dimuat 

pada daftar usulan tersebut, maka pemerintah lebih cepat mengghitung dan 

menyesuaikan dengan Pendapatan daerah dalam tahun tersebut. 

Berdasarkan basil pcnclitian yang dilaksanakan di Lnmbis ogong, usulan 

yang diberikan ke Kabupalen tidak menuliskan jumlah anggaran setiap usulan 

yang dibutuhkan, sehingga bisa saja usulan tersebut dicoret karena anggaran 

yang dibutuhkan untuk mengerJakan pembangtman tersebut jauh lebih tinggi. 

Selam itu apabila pembangunan tersebut diajuhkan ke pusat, maim 
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kemungkinan besar tidak didanai karena wilayah pusat sangat luas sekali 

jangkauannya dan sudah tentu anggaran yang dibutuhkan Negara san gat Besar. 

Untuk itu setiap usulan yang dimasukkan kedalam drafusu}an yang ditetapkan 

sangat perlu menuliskan jumlah anggaran yang dibutuhkan serta asala 

anggaran itu. 

Selanjutnya dalam menetapkan Rcncana perlu ada Kategori pembangunan 

Jangka pendek, Jangka menengah dan Jangkah Panjang. Pengelompokan 

tersebut dibuat dala.m RPJMDes dan RPJPDes. Usulan yang berjangka pendek 

biasanya hanya satu sampai dua Tahun, Jangka menengah dua sarnpai tiga 

tahun dan jangka panjang biasa sampai denngan 25~30 tahun. Biasanya 

pembangunan yang betjangka tergantung pada pekerjaan danjwnlah dana yang 

dibutuhkan. 

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan mu1ai dari menyustm, 

menetapkan hams tnelalui kajian yang mendalam. Pembangtman yang 

direncanakan di Desa~desa dan kecamatan Lumbis Ogong, telah disuslU1 

sedemikian rupa untuk dapat dibcrikan ke Kabupaten sebagai kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang disusun 

sebelumnya dianahsts secara mendalam apa faktor Penghambat dan 

Pendukllllb'1lya. Dalam pengendalian perlu membuat pedoman untuk 

melaksanakannya sehingga dapal tcrhindar dari penyimpangan~penyirnpangan 

dan penyelewengan terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini dibutuhkan tindakan pemantauan serta koreksi terhadap 

kcputusan tersebut Pengendalian dimaksudkan untuk menghindari berbagai 

160 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang disusun dan 

ditetapkan, maka harus. 

Hasil wawancara dengan beberapa infonnen di Kecamatan lurnbis ogong 

telah memberikan keterangan bahwa usulan pembangunan yang akan dikirim 

sangat perlu pengawalan sehingga benar·benar basil musyawarah rnasyarakat 

yang sampai di kabupaten. Persoalan adanya usul yang dicoret di kabupaten 

perlu diinfonnasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menunggu 

realisasi usulan tersebut. Dan jika dicoret harus ada alasan yang disampaikan 

kepada masyarakat penngusul dan tidak ada istilah usulan hilang ditengah 

jalan. Pengiriman usulan dari desa di kawal oleh masyarakat hingga tingkat 

kabupaten. 

Selanjutnya basil penelitian membuktik.an bahwa kegiatan musrenbang 

banyak mengecewak.an masyarakat. Karena masyarakat menganggap bahwa 

pelaksanaan musrenbang itu hanya membuat capek dan tidak ada artinya serta 

tidak ada manfaatnya, buktinya setiap tahun kita melaksanakan musrenbang 

tetapi tidak ada realisasinya. Selain ito usulan disampaikan ke kabupaten tidak 

ada realisasinya. Selain itu ada juga pembangunan yang dilaksanakan di 

Kecamatan Lumbis Ogong justru tidak sesuai dengan basil musrenbang 

masyarakat. Hal ini diasumsikan mereka bahwa hasil usulan Pengusaha atau 

orang·orang proyek yang diakomodir oleh pemerintah Daerah. Bahkan yang 

kcrjakan hanya orang.orang tertentu saja atau yang mengajuhkan usulatmya. 

Hal-hal seperti itu peneliti menemukan fakta dilapangan yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut: 
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a. Hasil wawancara beberapa utusan dari desa, telah merujuk kepada perscpsi 

masyarakat bahwa ada beberapa paket pembangunan yang dilaksanakan di 

kecamatan Lumbis Ogong bukan hasil dari musrenbang. 

b. Hasil wawancara dengan pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong, merujuk 

kepada persepsi bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan 

Lumbis Ogong hanya berasal dari pusat dan selama dua tahun terakhir ini 

tidak ada hasil musrenbnag yang direalisasikan. 

c. Hasil Pengamatan Peneliti pada Pertemuan Musrenbang hari Jurnat, 16 

Pebruari 2018, masyarakat menyampaikan bahwa setiap tahun kit a hanya 

capek mengikuti musrenbang. Hasil-hasil usulan melalui m11Srenbang 

sampai sekarang ini tidak ada realisasinya. Pemyataan ini didukung olch 

Pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong bahwa penyampaian int memang 

benar, dan sampai sekarang usulan-usulan tah1Ul lalu belum ada terealisasi. 

Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999:108) mengemukakan 

bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan 

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada 

dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang_ 

T Hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihan 

sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang hams dilakukan, 

kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana 

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan. serta periode 

sekarang pada saat rencana dibuat. 
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Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa 

komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), 

kegiatan (tindakan-tindakan ootuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, 

bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). 

Menumt Koontz dan O'Donnel.( 1999: 49) perencanaan adalah fungsi 

seorang manajer yang berhubWlgan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan­

kebijakan, prosedur-prosedur, proigram-program dari altematif yang ada. 

Sedangkan Louis A Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah 

menentukan serangkaian tindakan w1tuk mencapai basil yang diinginkan. 

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Tangdililing et.al (2013) yang 

mengatakan bahwa, Faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, 

terlihat transparansi hanya pada musrenbang desa dan kecamatan sementara 

pada musrenbang kabupaten masyarakat sulit mengakses sejaumana usulan 

kegiatan terakomodir. Pelaksanaan musrenbang dari Desa hingga ke kecamatan 

di kecamatan lumbis Ogong mengisahkan ketidakpasrian usuJan mereka di 

tingkat kabupaten. Ketidak jelasan dan kt1rang tarsparansi rnenyebabkan 

masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong kurang percaya terhadap program 

pemerintah kabupaten Nunukan. Beberapa fakta membuktikan bahwa usulan 

masyarakat banyak yang tidak terealisast, hal ini telah disampaikan oleh 

beberapa utusan desa pada saat musrenhang di Kecamatan Lumbis Ogong 

pada tanggal 16 Pebruari 2018. 

Pemerintah Kabupaten dalam memvetifikast usulan musrenbang dari 

desa sampai ke Kecamatan perlu memberikan pemahaman kepada masyarak:at 

apabila ada usulan mereka yang tidak cocok alau tidak sesuai dengan kondisi 
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geografis atau anggarannya tidak mencukupi sehingga masyarakat tidak merasa 

kecewa terhadap usulannya, oleh sebab itu melalui pengendalian rencana 

Pembangunan di Kecamatan Lumbis ogong sangat diperlukan dan dibutuhkan 

karena merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui berbagai 

kekurangan dan kelemahan. Selain itu pengendalian bukan suatu hal yang 

dilakukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi yang semenamya adalah 

mencari titik pennasalahan melalm identifikasi yang telah dilakukan. Untuk 

itu masyarakat hams memiliki pemahaman yang baik dan mampu menganalisis 

kelemahan dan kekurangan terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya. 

Masyarakat juga diminta lU1tuk bekerja sama dengan emerintah baik di Desa 

maupun di kecamatan untuk mengawal dan mengontrol usulan yang dikirim ke 

tingkat Kabupaten. Apabila ada masalah yang mengakibatkan usulan tersebut 

sehingga tidak direalisasikan maka kesabaran masyarakat sangat dibutuhkan. 

Pemerintah yang berada di desa dan kecamatan perlu memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat untuk menerima keadaan. 

Melalui pengendalian rencana pembangunan yang ada di kecamatan 

Lumhis Ogong, maka dipastikan akan muncul sikap trasparansi dan 

pertanggungjawahan yang dapat menyakinkan rakyat. Para pemerintah juga 

perlu mengahargai masyarakat yang setiap saat akan menanyakan akan usulan 

pembangunan yang telah dikirim, hal ini dimaksudkan untuk. menjalln dan 

melakukan kerjasama yang 11aik. Dan juga perlu pemerintah pahami bahwa 

pengendalian rencana dimaksudkan bukan untuk mencari-cari kesalahan 

pemerintah tetapi hal ini dimaksudkan untuk saling memperbaikl di berbagai 

kelemahan dan kekura:ngan. 
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d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Usulan Pembangunan yang disusun dan ditetapkan dalam draf usulan 

perlu diadakan evaluasi yang bertujuan untu mengetahui secara pasti bahwa 

apakah pernbangunan yang dilaksanakan nantinya tidak memberikan Resiko 

dan dampak yang negatif terhadap penghidupan masyarakat. Untuk itu sebehun 

melaksanakan perlu ada pengkajian yang mendalam agar resiko yang 

ditimbulkan dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan basil wawancara 

dengan beberapa masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong bahwa Usulan yang 

disampaikan perlu ada pengkajian ulang dengan baik sehingga pada saat 

dibang1m di desa atau kecamatan tidak menimbulkan resiko dan dampak yang 

merugikan masyarakat, dalam hal ini dibutuhkan kehadiran masyarakat untuk 

bersama-sama mengevaluasi dan membicarakan kembali apakah usulan itu 

sudah tepat sasaran, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh 

siapa pembangunan itu dilaksanakan. 

Pemaparan diatas didukung oleh Teori Diana Conyers dan Peter Hill 

(LAN-DSE, 1999) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses 

yang terus menerus melibatkan kcputusan-keputusan atau pilihan-pilihan 

penggunaan smnber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan­

tujuan tet1entu di masa yang akan datang. T hani Handoko mengemukakan 

pengerhan perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan 

selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. 

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mcmpertimbangkan kondisi di 

waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang 

diputuskan akan dilak:sanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. 
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Menurut Miraza (2005: 20), perencanaan wilayah mencakup berbagai 

segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang 

semuanya bennuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. 

Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi 

memperkuat posisi pengembangan dan pembangtman wilayah. 

Pemaparan di atas telah didukung oleh Penelitian Pumamasari (2008) yWlg 

mengatakan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan 

bruk, dimana tahapan proses perencanaan pembangunan dimasmg-masmg desa belum 

dilaksanakan. Pelaksanaan musrenbang desa-desa dikecamatan lumbis ogong hanya 

sebagm rutinitas saja tanpa mengikuti tahapan perencanaan sepert1 menyusun rencana, 

mcnetapkan rencana, pengendalian rencan dan cvaluas1 rencana Selanjutnya dalam 

penelitian Rohadiansyah (2016) mengatakan bahwa Ualam musrenbang peran 

pemenntah belum memberikan arahan program penoritas sehingga masyarakat bel urn 

mengetahm bagmmana gambaran usulan yang disampaikan. Masyarakat hanya 

diberikan kesempatan untuk mengusul saja tanpa diberikan pemahaman yang baik 

terhadap perencanaan pembangunan da1am wilayahnya. 

Evaluas1 Perencanaan Pembangunan sangat penting dilakukan sebelum 

dipustuskan untuk dibangun, karena evaluas1 merupakan langkah hati-hati dalam 

bertindak serta memikirkan dampak yang tejadi kedepan. Dalam hal 1m setiap 

perencanaan harus dievaluas1 terlebi dahulu dengan maksud untuk mengidentitikas• 

masalah, Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap pembangunan yang akan 

dilaksanakan_ Evaluas1 mi juga memberikan arat, hLJuan untuk mengurang1 resiko 

yang akan dihadap1 apabila melaksanakan pembangunan tcrsebut. Keputusan yang 

diambil benar-benar me\alu• kaJian dan analisa yang mendalam dan nantinya tidak 

menJmbul bahaya terhadap manusJa dan Lmgkungan sckitar. Setiap pembangunan 

mem1hki Analis1s Dampak Lmgkungan, artmya apakah pembangunan yang 
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d1laksanakan nantinya tidak berdampak buruk terhadap kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lamnya 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di kecamatan 
Lumbis Ogong 

A. Terfokus pada kebutuhan masyarakat 

Pembangunan yang dilaksanakan sekarang m1 perlu memperhatian 

kebutuhan masyarakat banyak, artinya semakm banyak masyarakat 

membutuhkan pembangunan itu semakin tingg1 ti.ngkat perioritas atai 

perengkingannya. Dalam perencanaan tcrsebut pemerintah atau pemimpin di 

desa wajib mengk:aji lebih awal kcpentingan masyarakat banyak, oleh sebab itu 

sangat dibutuhkan pendapat masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah. Hal 

ini sesuai dengan basil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Lumbis pada 

pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan, dimana masyarakat sangat 

menghendaki pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam wilayahnya. 

Pembangunan yang dirasakan sangat penting harus didahulukan karena 

pembangunan itu memang kebutuhan orang banyak, sehingga tidak perlu 

dipertanyakan lagi atau ditunda serta diganti dengan banguna.n lain. 

Penjelasana di atas sesuai dengan pendapat Midgley ( 1986), partisifasi 

masyarakat adalah peran serta dalarn prose perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

dan penerimaan manfaat pcmbanb'UHan dcngan mcmpertimbangkan otonomi 

dan kemandirian masyrakat. Menurut lsbandi (2007), bahwa partis1pasi 

masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentiftkasian masalah dan potensi yang ada d1 masyarakat, pcmilihan dan 

pcngambilan kcputusan tentan g altematlf soh1S1 untuk penanganan masalah, 
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pelaksnaan upaya mengatasi rnasalab, dan keterlibatan masyarakat dalam 

proses rnengevaluasi perubahan yang tetjadi. 

Menurut Suryanto (2008: 18), bahwa partisipasi masyarakat adalah 

keikut sertaan masyarakat dalarn proses pengidentifikasian masalah dan potensi 

yang ada di rnasyarakat, Pernilihan dan pengambilan keputusan tentang 

altematif solusi unh1k menangani masalah dan pelaksnaan upaya mengatasi 

masalab. 

Hal tersebut diatas sangat sesuai dengan basil penelitian Deviyanti yang 

mengatakan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan rnasyarakat setempat, 

sebingga kebutuhan masyarakat banyak tidak terakomodasi. Selanjutnya 

penelitian Gedeona mengatakan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan secara wnwn belum optimal dimana pemberian 

pendapat atau gagasan masib sangat rendah. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan, karena 

rnasyarakat merupakan sasaran pernbangunan yang akan dilaksanakan, artinya 

masyarakat yang menggunakannya sehingga pada hakckatnya pembangunan 

itu bertujuan untuk kcpentingan masyarakat luas. Banyak yang terjadi di 

kecamatan Lumbis Ogong dimana basil musrenbang rnasyarakat tidak sesuai 

dengan realisasi pembangunan yang diberikan, sehingga masyarakat banyak 

yang keccwa karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan 

pembangunan yang demikian merupakan penghiatan terhadap keputusan 

masyarakat, maka yang terjadi nantinya masyarakat tidak percaya kepada 

168 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



pemerintah, bahkan setiap musrenbangptm mereka tidak mau hadir karena 

dianggap hanya memenuhi tuntutan Undang-undang saja. 

Pelibatan masayarakat dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi atau 

pendapat sesuai dengan kebutuhannya di mana mereka berdomisili, karena 

rnereka yang menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang akan 

dibanguna. Selain itu mereka mengetahui penempatan pembangunan yang 

tepat dan cocok. Untuk itu pemerintah mulai dati tingkat desa, Kecamatan dan 

Kabupaten benar-benar menjaring aspirasi masyarakat, hal ini dimaksudkan 

untuk memudahkan menentukan skala perioritas dalam penyusunan draf 

pembangunan. 

b. Partisipatoris 

Pembangtman yang dilaksanakan baik ditingkat Desa dan di tingkat 

Kecamatan harus memperhatikan kebutuhan rak:yat banyak, dalam hal ini 

keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan dalam perencanaan pernbangunan 

sangat dibutuhkan, serta kehadirannya dapat memberikan pendapat atau 

aspirasi. Diusahakan agar semua masyarakat dapat berkontribusi dalam 

menyumbang aspiranya. lronisnya juga banyak masyarakat yang hadir tetapi 

tidak memberikan pendapatnya 

Penelitian ini memaparkan bahwa hasil wawancara yang dilaksanakan 

oleh peneliti terhadap beberapa infonnen di kccamatan Lumbis Ogong 

mengatakan bahwa, Pemerintah desa biasanya hanya mengundang aparat dcsa 

dan tokoh-tokoh masyarakat saja untuk melakukan musrenbang di desa., 

sedangkan rakyat kecil tidak dipedulikan. Ada juga desa-desa yang 

mengtmdang semua masyarakat tetapi mereka tidak datang. Ketidak hadiran 
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mereka disertai dengan alasan banyak kesibukan, ada yang keladang, ke hutan 

dan ke kota. Hal ini disampaikan beberapa informen pada saat pelaksanaan 

musrenbang di Lumbis Ogong pada tanggal 16 Pebruari 2018 bahwa pihak 

pemerintah desa dan Kecamatan Lumbis Ogong mengundang masyarakat 

tetapi sebahagian besar yang tidak hadir, dimana kecamatan mengundang 

sekitar 200 orang tetapi kenyataan yang hadir hanya 92 orang dari 49 desa. 

Bahkan ada dua desa yang utusannya tidak hadir dalam musrenbang 

kecamatan. 

Melalui partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan 

diharapkan dapat membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat 

terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Substansi dati partisipasi adalah 

bekeijanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang 

diarnbil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan 

dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Tujuan pengembangan partisipasi 

masyarakat yaitu: (I) Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri 

( otonomi) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan 

masyarakat meghadapi situasi yang suli, serta mampu menolak berbagai 

kecenderungan yang merugikan, (2) partisipasi tidak hanya menjadi cermin 

konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang 

lebi penting lagi bahwa artisipasi semacam garansi yang tidak diabaikannya 

kepenti:ngan masyarakat. (3) persoalan-persoalan dalam dinamika 

pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat 

( Soemanno, 2005) 
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Tujuan pernbangunan partisipasi diatas sejalan dengan Putranto (1992), 

bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya 

masyarakat tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi hams dilibatkan 

sebagai pelaku aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanan, pelaksanaan, 

evaluasi bahkan sampai tindak lanjut pembangunan. Selanjutnya hal penting 

yang hams mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati 

basil pembangunan secara proporsional sesuai dengan perannya masing­

masing. Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi 

objektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan 

pembangunan merupakan suatu kebutuhan. 

Pembangunan imfrastruktur didaerah dengan mekanisme perencanaan 

dan pelaksnaan dari bawah ke atas tersebut (daerah ke pusat) itu akat1 

mendorong partisipasi masyarakat pedesaan dan pedalaman yang lebih luas, 

menyerap tenaga kerja daerah, dan menimbulkan rasa memiliki imfrastruktur 

itu sendiri sehingga masyarakat tennotivasi untuk merawatnya (Effendi, 2005: 

114) 

Pendapat para aWi diatas mendukung penelitian Gedeona (2014) yang 

mengatakan bahwa kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat 

dikarnakan terbatasnya forum dalam menampung aspirasi masyarakat. 

Penelitian ini sejalan dengan pcnclitian Purnamasari (2008) yang mengatakan 

bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan embanbTtman masih rendah 

Hal yang sama dikemukakan oleh Devianty (2013) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

belwn optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat 
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didalam perencanaan dan realisasi pembangunan dilaksanakan oleh pihak 

pemerintah. 

Penelitian Tangdililing et al. (2013), dalam irnplementasinya 

perencanaan pembangunan memmjukkan bahwa perencanaan partisipatif 

temyata tidak seluruhnya memberikan dampak yang maksimal bagi upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena menarik terkait dengan 

pelaksanaan musrenbang tersebut adalah hasil yang diperoleh kurang sejalan 

dengan apa yang direncanakan dengan masyarakat. Banyak pennasalahan 

publik yang sangat penting diusulkan secara langsung oleh masyarakat temyata 

kurang menjadi perioritas. 

Penelitian Rohadiansyah (2016), Dalam proses rnusrenbang pernerintah 

belmn memberikan araban program perioritas, sehingga masyarakat belum 

mengetahui bagaimana gambaran usulan yang akan disampaikan. Dalam 

kegiatan musrenbang baik ditingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan 

bagaikan !tanya sekedar rutinitas tahtman. Model perencanaan pembangunan 

semacam ini cendenmg menyebabkan kelurahan tergantung pada dana 

pembangunan dari pemerintah daerah, rnodelnya antara satu kelurahan dengan 

kelurahan lainnya hampir mmp. lnovasi pembangunan tidak tetjadi pada model 

pembangunan yang direncanakan hotlon- up ini, tetapi pada kenyataannya 

bersifat top down. Menjadi kenyataan ironis kctika program-program yang 

dilakukan kurang menyentuh masalah yang dihadapi rnasyarakat ditingkat 

desa. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang cukup tinggi, terutama dari sisi 

kehadiran, nannm masyarakat belum dilibatkan secara langsung da1am 

pengambilan keputusan terhadap usulan-usulan yang menjadi perioritas dan 
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yang akan diajuhkan pada musrenbang tingkat selanjutnya. Pemahaman 

masyarakat masih menganggap bahwa musrenbang merupakan kegiatan yang 

tidak perlu dan tidak memberi manfaat dalam perencanaan pembangunan. 

Dalam perencanaan pembangunan, masyarakat hams diberikan peeluang 

yang sama dalam memberikan pendapatnya. Para pemimpin desa atau 

kecamatan yang merupakan penyelenggara musrenbang masyarakat secara 

mnwn sangat penting untuk dilibatkan. Jika rnasyarakat tidak dilibatkan, maka 

pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Selain itu masyarakat tidak percaya akan keadilan pemerintah 

didalam menampung aspirasi masyakat. PerS(>alan lam yang mungkin terjadi 

adalah jika ada pembangunan yang dibangun maka masyarakat menganggap 

bahwa embangunan itu milik pemerintah bukan milik masyarakat sehingga 

tidak segan-segan memsaknya atau membiarkan begitu saja sampai lapuk. 

Persoalan yang terjadi di Lumbis Ogong, ada yang melaksanakan 

musrenbangdes hanya di hadiri oleh aparat desa saja. Hal ini berakibat buruk 

nantinya jika ini terjadi secara terum menerus setiap tahun. Masyarakat tidak 

peduli terhadap pernerintah, dan pemerintah akan dibiarkan berjalan dengan 

sendirian tanpa didukung oleh masyarakat. Kebiasaan in.i menjadikan 

masyarakat sebagai penonton saja, bukan pelaku pembangunan, maka wajib 

dalam perencanaan pembangunan mengikutkan semua masyarakat serta 

dibetikan peluang yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, artinya 

dalam bermasyarakat tidak bole ada perbedaan dan membeda-bedakan orang. 

serta tidak memandang masyarakat dari Jatar belakangnya. 
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Banyak masyarakat yang tidak mau tahu, tidak man memberikan 

sumbangan pemikiran dalam msyawarah perencanaan pembangunan, maka 

pemeritah mengupayakan untuk melibatkan mereka dengan berbagai 

perencanaan dan masyarakat diajak keijasama untuk memberikan usulan yang 

dibutuhkan di wilayahnya. Langkah ini merupakan tindakan Pemerintahan 

yang baik (good governance} yang mewujudkan masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pengawasan dan Pemeliharaan 

Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat yang dilibatkanjuga merasa dihargai 

dan dihonnati sehingga rnereka tetap ikut dalam setiap kegiatan perencanaan 

pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Sebaliknya apabila masyarakat 

tidak diperhatikan dan tidak dihargai, maka mereka akan merasa minder, 

terasing, tersisihkan dan tidak senang akan kehadiran pemerintah ditengah­

tengah mereka. 

c. Sinergitas 

Hasil wawancara dengan beberapa infonnen di Kecamatan Lumbis ogong 

tentang pelaksanaan rnusrenbang mengatakan bahwa, banyak usulan dari desa 

yang tidak direalisasikan sehingga rnereka bosan dan hanya capek menghadiri 

musrenbang baik di desa maupun di kecamatan, terbukti beberapa usulan yang 

tidak direalisasi oleh pemerintah kabupaten Ntmukan. Disisi Pemerintah 

mengatakan bahwa pembangllllan itu harus sinergitas dengan wilayah 

administrasi geografis dan setholdcrs. Apabilah tidak sinergis maka akan 

berakibat buruk dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Banyak 

pembangunan yang dicoret di Kabupaten kerena tidak sesuai atau tidak: 

sinergis, karena di Kabupaten ada tim yang melakukan verifikasi dilapangan 

174 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



dan mengevaluasi apakah usulan masyarakat cocok dengan kondis alam dan 

stekholdes atau tidak. 

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996), pemcanaan partisipatif 

adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini, dimana 

sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama sernua pelaku 

pembangunan (stekholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat 

penyelenggaran negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif}, masyarakat 

Rohaniawan, dunia usaha, kelompok propesional, organisasi-organisasi non 

pemerintah. 

Menurut Abe (2002:85) ada dua bentuk. perencanaan partisipatif, pertma 

perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, perencanaan ini bisa 

merupakan I) perencanaan lokal setempat, yakni erencanaan yang menyangkut 

daerah dimana masyarakat berada, dan 2) Perencanaan wilayah yang disusun 

melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), 

seperti parlemen. Untuk kedua kasus ini masyarakat seyogyanya terbukan 

dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan 

dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki 

masyarakat. 

Penelitian Tangdililing (2013) mengatakan bahwa, Kurangnya transparansi 

pelaksanaan musrenbang sehingga masyarakat tidak percaya terhadap 

pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini 

mengakibatkan banyak usulan masyarakat yang hilang atau dicoret tanpa ada 

pemberitahuan dari pemerintah. Selanjutnya dalam penelitian Fadil (2013) 

mengatakan bahwa, masyarakat terlibat dalam penyustman perumusan kegiatan 
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perencanaan pembangunan narnmt keputusan realisasi ada ditangan 

pemerintah, dalarn hal ini rakyat tetap dilibatkan tetapi keputusan 

pembangunan tersebut tidak diketahui. 

Melalui musrenbang di Lumbis Ogong banyak usulan pembangunan yang 

diusulkan oleh masyarakat melalui kecamatan tetapi setelah sampai pada 

tingkat kabupaten banyak yang tidak disetujui bahkan dicoret Tindakan 

pemerintah yang demikian mengakibatkan kekecewaan dan ketidak percayaan 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau mengikuti musrenbang pada 

tahmt-tahun berikutnya. Dan apabila pemerintah mencoret usulan masyarakat, 

harus dikembalikan ke masyarakat pengusul dan diberikan alasan yang tepat. 

Kalau memang Alasau tidak sinergitas perlu penjelasan sehingga masyarakat 

meyakini dan percaya tindakan pemcrintah. Apabila usulan masyarakat tidak 

diindahkan maka akan berakibat bwuk bagi perencanaan pembangunan 

nasional yang intinya membangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

d. Legalitas 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapan mfonnen tentang 

pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumb1s Ogong mengatakan bahwa, 

Tahapan pelaksanaan musrenbang berdasarkan pcraturan Hupati No. 24 tahun 

2015 bclum dilaksanakan sepenuhnya, dimana tahapan itu terdiri dari: 

Pramusrenbang, Pelaksanaan musrenbang dan Pasca 1\lusrenbang. Tahapan 

yang dilakukan hanya pelaksanaan musrcnbanya saJa. s~dangkan 

pramusrenbang dan pasca musrenbang jarang dilaksanakan. Hal ini terjadi 

karena masyarakat belwn paham bahkan ada yang bclum mengetahui tentang 

peraturan bupati itu. 
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Pada tahapan pelaksanaan musrenbang hanya dilakukan sebagaimana 

musyawarah biasa saja, dimana Kepala desa dan aparat Desa mengundang 

masyarakat untuk bermusyawarah, kemudian kepala desa dan sekertarisnya 

menyampaikan usulan dan masyarakat hanya rnenyebutka.n dua kata yakni " 

setuju atau ia". Untuk melengkapi us ulan tersebut, sekertaris desa rnenjalankan 

daftar hadir untuk ditandatangam peserta musrenbang yang selanjutnya 

diserahkan ke Kecamatan lmtuk dijadikan bahan musrenbang Kecamatan dan 

selanjutnya diteruskan ke Kabupaten. 

Menurut Huraerah (2008), benhtk partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

perencanaan pembangunan, yaitu: ( 1) tingkat kehadiran (2) rnemberikan ide 

atau gagasan dalarn penentuan usulan perioritas. Ide atau gagasan disampaikan 

melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut 

akan diusulkan dalam penetapan usulan, (3) Sumbangan pikiran, saran, usul 

maupun k.ritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan 

kegiatan perencanaan pcmbangunan. 

Sedangkan rnenurut Duseldrorp dalam slarnet ( 1993 ), mengklarifikasi 

dalam beberapa tipe Partisipasi sebagai berikut: 

1) Partisipasi bcrdasarkan derajad kcsukarclaan 
2) Partisipasi berdasarkan pad a cara keterlibatan 
3} Partisipasi berdasarkan keterlibatan dalam berbagai tahap pada proses 

pembangunan_ 
4) Pertisipasi berdasarkan pada tingkat organisasi 
5) Partisipas1 bcrdasarkan pad a intensitas dan frekuensi kegiatan. 
6) Pa11isipasi berdasarkan pada lengkap kegiatan 
7) Partisipasi berdasarkan pada efektivitas 
8) Partisipasi berdasarkan kepada stapa yang tcrlibat 
9) Partisipasi berdasarkan gaya peran serta 

Pada partisipasi ini lebih ditekankan pada pengorganisasian masyarak:at, 
pada peran sella ini dibedakan menjadi tiga model, yaitu: a) pembangunan 
lokalitas: lebih memilii maksud melibatkan orang-orang mereka sendiri 
didalam pembangunan dan dengan ini akan lebih membutuhkan energi 
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sosial serta dapat mengarahkanpada kegiatan yang menolong diri sendiri, b) 
perencanaan sosial melibatkan peran serta masyarakat yang memiliki tujuan 
utama untuk mencocokkan kebutuhan yang dirasakan sehingga mereka 
didalam membuat program akan lebih selektif sesuai dengan kemampuan 
dan potensi mereka sendiri, c) aksi sosial memiliki tujuan utama untuk 
mcmudahkan hubwtgan kekuasaan dan pencapaia:n terhadap sumber-sumber 
(swnber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal dan 
tekhnologi) 

Conyers (1991: 154 ), yang mengatakan bahwa terdapat tiga alasan utama 

mengapa artisipasl masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan yaitu: 

( 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2) bahwa 

masyarakat akan lebih mempcrcayai proyck atau program pembangunan jika 

merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan pcrcncanaannya, karena mereka 

akan lebih mengetahm seluk bcluk proyek tersebut, (3) adanya anggapan bahwa 

merupakan suatu hak demokrasi hila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan 

masyarakat sendiri. 

Penelitian Rohadiansyah (2016) mengatakan bahwa, masyarakat behnn 

memahami manfaat musrenbang, sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. Sclanjutnya Pcnclitian Devianty (2013) mcngatakan bahwa, 

kcndala internal yaitu ketergantungan masyarakat yang cukup tingi terhadap pihak 

pemerintah, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas mengenai pera:n serta 

rnereka dalam pcmbangunan dan kcsediaan waktu yang kurang sehingga mereka 

tidak aktif dalam perencanaan pembangunan. Hal yang scrupa disampaikan oleh 

Gedeo:na (2014) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa, Kurangnya 

pe:nyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikamakan terbatasnya fonun 

dalam menampung aspirasi masyarakat. 
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Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong belmn dilak:sanakan 

sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 24 talnm 2015. Dalam peraturan ini 

dijelaskan Penjaringan aspirasi dimulai dari Tingkat RT atau RW sedangkan 

musrenbangnya dimulai dari Desa hingga ke Kabupaten. Tahapan dari masing­

masing ke!:,riatan tersebut dimulai dari Pramusrenbang, Pelaksanaan musrenbang 

dan Pasca Musrenbang. Kegiatan dalam tahapan ini seharusnya dilakukan 

sepenuhnya sehingga hasilnya juga dapat bennanfaat serta sesuai hasil yang 

diharapkan. 

Kegiatan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong, Khususnya yang 

berada di desa-desa tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam peraturan 

Bupati Nomor 24 Tahun 2015 karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, baik 

pemerintah kecarnatan, maupun kabupaten tentang peraturan tersebut. Selain itu 

Pendidikan masyarakat di Lumbis Ogong sangat rendah dimana mereka 

mayoritas tidak sekolah, sehingga sekalipun peraturan itu sudah dibaca tetapi 

untuk memahaminya sangat sulit. 

Pihak Pemerintah hams mensosialisasikan setiap peraturan atau keputusan. 

yang telah dibuat sehingga mereka dapat memehami dan mengetahui kegiatan 

Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat. 

Kegiatan perencanaan perlu tidukung oleh sember daya yang baik oleh sebab itu 

pemerintah hams memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat sebab 

kalau mereka tidak memahami peraturan atau Undang-undang yang ada 

kemungkinan besar mereka tidak melakukannya. 

Keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang merupakan elernen 

utama dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menghasilkan pembangunan 
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daerah yang berkesinamblUlgan dalam mensejahterakan masyarakat. Keterlibatan 

masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang tansparan 

dan akuntabilitas dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. Kebijakan 

pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan 

pelayanan publik secara menyeluruh tanpa ada pengkotak·kotakan sehingga 

pemerintah dapat dipercaya. 
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Tabe! 4.8 Tnanggu!ast Partisipas1 Masyarakat da!am Musrenbang 

No 
1 

Sumber Data Informasi 
1 Camat Lumbis 

Observasi i Dokumen 
';. Partis1pas1 masyarakat da!am Musrenbang sangat kurang ! Laporan kegiatanl 

sekali, masyarakat tidak mau hadir karena mereka 1 Pelaksnaan musrenbang, 
menganggap bahwa kegatan ini hanya dilaksanakan oleh I daftar hadu peserta dan draf 
pemerintah saJa, Juga kegiatan im tidak ada artinya undangan peserta . 
sebab setiap tahun kita laksanakan tetapi tidak ada I musrenbang ! 
realisasi~. ' 

r Masyarakat juga beranggapan bahwa musenbang 
merupakan kepentingan orang-orang proyek, karena 
biasana mereka yang membuat uulan dan kalau sudah 
disetuJuaJ mereka iku Lelang di kabupaten 

·-----r-··-------c---------- - I -- -Badan perwak1lan Desa (BPD) ;> 

! ' 

------- ---- --- ---------- ------- --
Masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa sudah 
cukup banyak, namun belum memahamt sepenuhnya, 
apalag1 peraturan bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015 
belum tersosiahsasikan dengan batk sekahpun itu sudah 
sampai di kecamatan dan Desa 

Tokoh masyarakat r Pelaksanaan musrenbang Kecamatan pada hari im (16 
Pebman 2018) memang banyak yang diundang oleh 
p1hak kecamatan, tetap1 mereka (Masyarakat) tidak mau 
datang. Mereka beranggapan bahwa musrenbang hanya 
menyita waktu, karena sering kita adakan dan samprn 
sekarang tidak ada buktinya. 

' 

J 
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A. Kesimpulan 

BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diutarakan pada bagian 

depan ,maka peneliti mengambil kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di kecamatan Lumbis 
Ogong 

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lumbis ogong belmn 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang benar dan baik sehingga hasilnya 

belum optimal. Kegiatan pada setiap tahapan dimulai dari penyusunan 

Rencana, menetapkan rencana, Pengendalian Rcncana dan evaluasi Rencana 

tidak dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar dan baik, tcrutama 

dalam perencanaan yang tidak menentukan skala perioritas serta dalam draf 

usulanpun tidak mencenninkan kebutuhan masyarakat banyak dan yang 

san gat mendesak. Selain itu Rencana yang ditetapkan juga tidak sesuai dengan 

usulan semula dimana usulan dari Desa dan Kecamatan tidak sama dengan 

Rencana Pembangunan yang ditctapkan oleh Kabupaten, dan bahkan usulan 

yang bersurnber dari desa dan kecamatan terkadang sudah bcrbcda yang 

ditetapkan oleh kabupaten. 

2. Partisipasi masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan melalui 
Musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong 

Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan di Kccamatan Lumbis Ogong, 

keterlibatan masyarakat sangat kccil, dan kebanyakan pembangtman yang 

dilaksanakan didasarkan atas keputusan pemerintah (top-down) sehingga tidak 

sesuai dcngan kcbutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan 
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tetapi belwn optimal sesuai dengan yang diharapkan, mereka mengahadiri 

musrenbang hanya dianggap kegiatan rutin tahunan sehingga mereka hanya ikut· 

ikutan dan bahkan ada yang sengaja tidak ikut karena aspimsi mereka kurang 

diperhatikan oleh pemerintah selama ini, termasuk usulan·usulan mereka tidak 

sesuai dengan pembangunan yang diberikan. 

B. Saran 

Sesuai dengan basil penelitian yang ditulis dalam Laporan ini telah 

ditemukan bebcrapa hal pcnting yang dapat dijadikan masukan diantanya 

adalah: 

I. Teoritis 

Menambah wawasan dalam kajian pembangunan pada daerah perbatasan 

serta solus1 penyelesaiannya. Dan dapat dijadikan referensi pada penelitian 

selanjutnya 

2. Praktis 

a. Perhmya perencanaan pembagunan yang sesuai dengan tahapan dan 

mekanisme yang benar. 

b. Perlu adanya tindak lanjut dan rencana yang diusulkan, sehingga 

perencanaan pembangunan tersebut dapat meyakinkan masyarakat. 

c. Pemerintah perlu memberikan waktu, ruang, dan kesempatan kepada 

masyarakat untuk mengidentifikasikan masalah diwilayahnya sebelum 

pelaksnaan musrenbang dilaksanakan. 

d. Pemerintah Kecamatan perlu memahami grand desain pembangunan 

daerah dengan earn sosialisasi sebelum pelaksanaan musrenbang. 
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e. Para perangk:at desa dan Kecamatan perlu mengikuti pelatihan 

perencanaan pembangtman desa dan Kecamatan. 

f. Perlunya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya aspirasi dari 

masyarakat sebehnn dilaksanakan musrenbang sehingga masyarakat 

dapat berpartisipasi penuh dalam pelaksanaannya. 

g. Para pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat 

apabilah ada usulan mereka yang mcngalami pembahan di tingkat 

kabupaten, dengan alasan tertentu yang masuk akal. 

h_ Persepsi masyarakat tentang perencanaan Pembangunan tidak sesuai 

dengan harapan mereka sehingga Pembangunan perlu dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak 

184 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTAR PUSTAKA 

Abe, Alexander 2002, Perencanan daerah partisipatif, Penerbit pondok 
Edukasi,solo 

Bandur, Agustinus, (2014). Penelitian kualitatif, Metodologi, disain dan teknik 
Analisis data dengan NVIVO 10 Jakarta: Mitra wacana Medic. 

Bryan, Coralie dan White, Loise. G (1989). Manajemen Pembangunan untuk 
Negara berkembang. Jakarta LP3S 

Conyers, Diana, 1994 Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: suatu pengantar, 
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 

Deviyanti, Dea 2013 studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam pemhangunan 
di Kelurahan Karong Jati di Kecamatan Balikpapan Tengah. Ejumal, an. 
Fisip-umnul.org 

Diana Conyers and P _eter Hills, 1984, An Introduction to Developmen Planning 
ini the Third Word, John Wiley Series on Publik administration in 
developing clountries, John Wiley &Sons Ltd. New York. 

Effendy, Onong Uchjana. (2005) lim Komtmikasi Tcori dan Praktek Bandung: PT 
Remaja Rosda Katya. 

Fadil, Fathurrahman, (2013) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Barn Tengah Keputusan. 
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II edisi 2, Juli­
Desember 2013 

Gedeona Alexander (2014), Partisispasi Masyarakat dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan keamatan Larantuka Kabupaten tlores Timm. 
Jumal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. lNo. 3, 2014, artikel8. 

Gulick, E.E. (2003). Adaptation of The Postpatmm Support Questionnaire for 
Mothers with Multiple Sclerosis Res Nurs Health. 26(1) : 30-9 

Harrington Emerson dalam Phiffner John F dan Presthus Robert V 5 Unsur 
Manajemen I %0 

Hasibuan, Malayu, S.P. Drs, !1>98 ManaJemcn Dasar Pengertian dan Masalah, 
CV Haju Masagung, Jakarta. 

Hasibuan Malayu, 2012 M anajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta PT.Bwni 
Aksara 

Huraerah. Abu (2008) Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat: Model 
dan strategi Pembangunan herbasis kerakyatan. Bandung humaniora. 

185 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Isbandi, Adi, Rukminto, (2008). lntervensi Komunitas Pemban!,'Unan 
Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. 

Jul1antara, Dadang. (2004) Pembaharuan Kabupaten. Yo!,>yakarta: Pembaharuan 

Kastasamita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LPJES, Jakarta 

Kuncoro, Mudrajad. (2009). Otonomi dan Pcmbangunan Dacrah. Refonnasi 
Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta Salemba Empat. 

Khaind Muluk (2008) Menggugat partisipasi masyarakat dalam pcmerintahan 
Daerah' (sebuah kajian administrasi publik dengan pendekatan berfikir 
sistem). Banyumedia. Malang 

Koirudin, M Arif. (2000) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang­
undangan Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

Laksamana. Agung. (2010). Internal Public Relations. Jakarta: Republika. 

Mikkelsen, Britha, ( 1999). Metode Pcnelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya 
Pemberdayaan Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Miraza (2005) Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Wilayah. Jakata 
Gramedia 

Muluk Khairul. (2006) Desentralisasi dan pemerintahan daerah. Bayumedia: 
Malang 

Nazir. 2009. Metode Penelitian. Bogar: Ghalia Indonesia. 

Nurcholis. Hanif (2007) Perencanaan partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta: 
Grasindo 

Purnamasari, lnna. (2008). Studi Partisipasi masyarakat Dalam Perencanaan 
Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabmni. Program Pasca 
Sarjana Universitas Dipoonegoro. 

Putranto, Rekso Soernadi, ( 1992), Manajcmcn Proyek Pcmberdayaan, Lembaga 
Penerbitan FE-U!, Jakarta. 

Rohadiansyah. (20 16 ). Partis1pasi masyarakat dalam Musrcnbang di Kecamatan 
Nunukan dan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Tesis Magister Sain 
dalam Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik. Universitas 
Terbuka 

186 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Rolalisasi, Andarita. (2008). Pola partlstpast masyarakat dalam perbaikan 
kawasan pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Kota 
Surabaya. Tesis, Magister Teknik Arsitektur yang tidak dipublikasikan, 
FTSP- ITS Surabaya. 

Sabarno. Hari. (2007). Memandu otonomi Daerah, menjaga kesatuan bangsa. 
Sinar Grafika: Jakarta. 

Santi. (2014). Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan) dalam 
academia. https://\vww .acedemia.edu/9145893/Musrenbang 

Schubeler. 1996. Participation and partnership m Urban infrasturcture 
management, The World Bank, Wasington DC. 

Schein, Edgar H, (2008)," Organizational Culture and leadership"{, Jessey 
Bass,San Fransisco 

Slamet. (2003 ). Pembanguna:n Masyarak.at berwawasan Partisipasi, Surakarta: 
Sebelas Maret University Press. 

Sugiono. (2009) Metode Penelitian. Bandung: Alt3beta. 

Suryanto, Adi 2008. Manajemen Pemerintah Daerah. Jakarta: Pusat Kaj1an kinCija 
Ekonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. 

Tangdililing et a! (2013) Pelaksanaan hasil mwyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. 
Jumal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN- 2013 

Teny,George, 2005 Dasar-DasarManajemen. PT Bumki Aksara 

Tjokamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Haji 
Masagungh.Jakarta 

Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. Manajemen ~~·ditor: Ari Setiawan, Yogyakarta 
Mitra Cendikia 

187 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Sumber-sumber Pendukuog Lain yang Relevan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistern perencanaan 
Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 

Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor: 050/l87/Kep/Bangdaf2007. Tentang 
Pedoman penilaian dan evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan 
Pembangtman (Musrenbang), Ditjen Bina Bangda, Dpartemen dalam negeri 
2007. 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Talmo 2010, tentang pelaksnaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 
Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Lembaran 
Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 

Pemerintah Kabupaten Nrnmkan dalam Anggaran Tahun 2018. Badan Pusat 
statistik Kabupaten Nunukan. 

Profil Kecamatan Lumbis Ogong Tahtm 2015, Kaur Pemerintahan Kecamatan 
Lumhis Ogong 

Profit Kabupaten Nunukan Tahun 2017. Kerjasama Bappeda Kabupaten 
Nunukan dengan Badan Pusat statistik Kabupaten Ntmukan 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahtm 2015 Tentang Tatacara Pelaksnaan 
Musrenbang Rencana KeJja Pembangunan daerah. 

188 

43707.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



LAMP IRAN 

A. PEDOMAN WAW ANCARA 

I. Perencanaan Pembangunan Melalui musrenbang di Keamatan Lumbis Ogong 

a) Sejak kapan musrenbang anda ketahui? 

b) Kapan pelaksanaan musrenbang di Desa? 

c) Apa tujuan dilak:sanakannya musrenbang? 

d) Sebelum musrenbang dilaksanakan, apakah ada pembentukan TPM di 

desa? 

e) Siapa Saja yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang? 

f) Bagaimana mekanisme pada pelaksanaan musrenbang di Desa dan 

Kecamatan? 

g) Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan musrenbang? 

h) Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang musrenbang, dan bagaimana 

implementasinya? 

i) Dati mana memulai penjaringan aspirasi masyarakat? 

j) Apakah usulan masyarakat itu dibual perioritasnya? 

k) Bagaimana proses pengusulan dalam musrenhang desa? 

I) Apakah usulan musrenbang desa benar-benar digah dari kebutuhan 

masyarakat? 

m) Apakah masyarakat benar-benar mengusulkan sesua1 dengan 

kebutuhannya? 

n) Usulan-usulan apa saja yang disampaian masyarakat dalam musrenbang? 

o) Setelah selesai musrenbang desa dilaksanakan, apakah ada utusan yang 

dikirim ke kecamatan? 
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6. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang 

a) Apakah dalam perencanaan Pembangunan di desa dan kecamatan 

masyarakat dilibatkan?irn ke kecamatan benar-benar basil musyawarah 

masyarakat? 

b) Dalam pelaksanaan musrenbang, siapa-siapa yang hadir? 

c) Apa sebabnya kehadiran masyarakat dibutuhkan dalam pelaksanaan 

rnusrenbang? 

d) Apakah saudara yakin bahwa usulan pembangunan yang dikir 

e) Mengapa Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan? 

f) Apakah dalam pelaksnaan Perencanaan Pembangunan semua masyarakat 

hadir? 

g) Apakah kehadiran kehadiran Tokoh-tokoh masyarakat telah mewakili 

sel uruh wtsur masyarakat? 

h) Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

musrenbang? 

i) Apakah Masyarakat yang hadir telah menyampaikan pendapat dan usul? 

j) Apa sebabnya dalam pelaksanaan musrenbang di desa dan kecamatan 

Lwnbis Ogong masyarakat sedikit yang dating? 

k) Dalam Pelaksnaan musrenbang, Apakah semua masyarakat dapat 

menyampaikan pendapatnya? 

I) Apakah selama ini Proses Perencanaan Pembangunan dikatalmi oleh 

sclunth masyarakat? 

m) Apakah anda datang dalam pelaksanaan musrenbang, dan apa ada 

lmdangan yang saudara te1ima? 
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n) Apakah semua Pemangku Kepentingan atau stekholders dihadirkan dalam 

musyawarah Perencanaan Pembangunan? Seperti kepala Sekolah, Kepala 

Puskesmas, Pihak Keamanan dan ketua-ketua adat? 

o) Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan? 

B. PANDUAN DOKUMENTASI 

Secara UmLUTI Kecamatan Lumbis Ogong dapat digarnbarkan sebagai 

berikut: 

a. Tahapan Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai 

pada tingkat kecamatan dan kabupaten 

b. Ruang lingkup perencanaan Pembanglman 

c. Penyusunan dan Penetapan rencana pembangunan 

d. Proses perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah dan Masyarakat di 

kecamatan Lumbis Ogong. 

e. Jadwal pelaksanaan Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang di 

setiap Desa di kecamatan Lumbis Ogong 
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Lampiran :Hasil Wawancara dengan Informen tentang Perencanaan 
Pembangunan dan Partisipasi masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong 

J . Bagaimana pelaksanaan musrenbang desa-desa di kecamatan Lumbis Ogong 
selama ini? 

Wawancara dengan cumat Lumhi.•: Ogong, SabhJ 17 Pebroari 2018 
Iya, baik-baik saja pak, Pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari desa 
hingga ke Kecamatan menurut saya telah dilaksanakan dengan baik, tetapi 
perlu saya jelaskan bahwa: Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, sangat terbatas 
pemahamannya, inilah salah satu faktor yang sangat penting, karena 
bagaimanapun juga kalau orang tidak paharn maka kita juga yang pusing. 
Mereka rnenyangka bahwa kita yang salah pada hal mereka menafsirkan dan 
memahami salah. Jadi kita ini pak serba susah. Untuk itu saya minta kepada 
Kepala Desa dan Aparat Kecamatan atau Orang-orang yang mengerti 
memberikan sosialisasi kepada mereka. 

Wawancara dengan BPD Bulu J .aun Hulu, Sah/tl, 17 Pebruari 2018 
"Masyarakat kami pak pemahamannya tentang musrenbang masih dibawah 
standar, artinya mereka belum memahami sama sekali tetang musrenbang, 
sehingga kami di desa itu melaksnakannya hanya aparat-aparat desa saja. 
Kalau masyarakat lain tidak hadir. Pada saat kami melaksanakan musrenbang 
masyarakat banyak yang berangkat ke hutan dan ke lading mereka tidak 
bersedia ikut" 

Wawancara dengan Pendamping De sa di Lumbis Ogong, 17 Pebn1ari 2018 
Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, rata-rata tidak mau ikuti musrenbang desa, 
kalau kita panggil banyak alasannya, ada yang mengunjungi keluarga, ada yang 
ke Mansalong, ada yang ke Hutan dan ke ladang, setelah ditanya mengapa 
tidak ikut musrenbang desa, katanya itukan urusan aparat desa kama mereka 
kan digaji pemerintah, iya merekalah yang ums itu". Kemudian kami inikan 
masyarakat biasa perlu mencari nafkah kalau kita ikut sernua dalam 
musrenbang ini kehidupan kami bagaimana. 

2. Bagaimana cara menetapkan kesepakatan masyarakat untuk sampai ke tingk:at 
Kabupaten Nunukan? 

Wawancara dengan Perwakilan dan· Bappeda yang hadir pada 
Musrebangkec.Lumbis Ogong 
Semua hasil kesepakatan dalam musrenbang dituangkan dalam draf usulan ke 
Kabupaten sebagai bahan rernbuk para SKPD-SKPD terkait. Menyangkut 
usulan-usulan pembangunan tersebut yang belum masuk, akan dimasukkan 
pada musrenbang tahun berikutnya. Kemudian pihak pengusul dari desa dan 
kecamatan membuat skala perioritas, sehingga kita ketahui tentang mana 
pembangunan yang mendesak, dan mana yang tidak. Tetapi kenyataan yang 
kami lihat dari talnm ketahun usulan-usulan dari desa dan kecamatan jarang 
menuliskan skala perioritas, sehingga pemerintah binggung mana yang 
mcndesak dan mana yang tidak. 
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3. Bagaimana Pelaksanaan musrenbang di desa bapak? 
Wawancara dengan Kepala Desa Payang 
Iya baik saja pak, Karena pada saat kami musrenbang semua masyarakat hadir, 
dalam rapat itu, kami sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau masih 
ada pembangunan yang kita lupa sampaikan sekarang nanti musrenbang tahun 
depan baru kita masukkan karena kalau sudah dimasukkan dalam draf sekarang 
ini sulit lagi kita menambah. Memang kalau kami lihat sekarang banyak yang 
tertinggal atau lupa diusul tetapi apa bole buat, Coma hal ini masyarakat saya 
semua memahami. 

4. Apakah Bapak dapat menjelaskan Dasar hokum Pelaksanaan Musrenbang di 
Kecamatan Lumbis Ogong, Pengendalian dan evaluasinya? 

Wawancara dengan Camat Lumbts Ogong, /8 Pebruari 2018 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong 
Mengacu pada peraturan Bupati Nunukan Nomor24 Tahun2015 yang selama 
ini belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman pada pennendagri 
nomor 54 tahun 2010. Hal ini sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi acuan 
ditingkat kecamatan Lmnbis Ogong dalam melaksanakan musrenbang. Curna 
masalalmya peraturan tersebut masih belum diketahui secara jelas oleh 
masyarakat tentang tata cara dan waktu pelaksanaan musrenbang dan kami 
hanya mengikuti instmsi dari kabupaten tentang waktu pekasanaanya. Akan 
tetapi musrenbang dilaksanakan di setiap desa mulai pada bulan Januari 2018 
yang Ialu dan tepatnya pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018 kita laksanakan 
musrenbang di Kecamatan Lwnbis Ogong dengan maksud menjaring selumh 
aspirasi dari masyarakat di setiap desa dan Musrenbang ini sebagai kelanjutan 
musrenbang Desa dengan merangkum seluruh usuJan pembangunan dari Desa 
dan dirembuk di Kecamatan. Kita ketahui bahwa desa mengusulkan 
pembangunan berarti sudah merupakan kesepakatan mereka dan sesuai dengan 
kebutuhan yang ada di desanya, sehingga tidak perlu kita coret mencoret 
malahan kita control, dan diawasi hingga ke Kabupaten, serta pada saat 
musrenbang kecamatan, masyarakat kita undang untuk memberikan 
argwnentasi terhadap usula-usulan yang mereka berikan, dan selanJutnya 
disampaikan ke Kabupalen untuk diproses atau ditindak lanjuti. Tcrlepas dari 
disetujui atau tidak disana, kita tetap menyerahkan kepada mereka melalui 
verifikasi dan tetap kita pertahankan namun kalau ada yang dicoret karena 
dengan alasan tertentu iya, kami harapkan untuk disosialisasikan ulang. Untuk 
Pelaksanaan Musreubang tahllll ini beda dengau musrenbang tahw1 lalu 20 17 
karena pada tahun lalu hampir dihadin seluruh perwakilan SKPD Kabupaten 
Nunukan. Sedangkan sekarang mi hanya beberapa SKPD yang had1r yakni 
Bapeda, Pembangtman Wilayah perbatasa, Dinsos, Dinas Pertanian, PU, Dinas 
Kesehatan dan Pcmberdayaan Pcrempuan dan anak. Saya JUga kurang tahu 
mengapa instansi lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan 
dari setiap desa paling banyak di Pendidikan, Dan yang paling mengecewakn 
rakyat mengapa sampai DPRD Kabupaten daerah Pcmilihan Ill tidak hadir, 
padahal dalam Peraturan Bupati mereka tem1asuk salah satu peserta 
musrenbang. lya . .iya.. mudah-mudahan tahtm depan bisa lebih baik lagi 
harapan kita begitu pak.. 
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5. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang us ulan pembangunan dari 
masyarakat? 

Wawancara dengan Kepala Desa Sumantipal 
Selama ini kami menunggu-nunggu tentang usulan masyarakat melalui 
musrenbang. Dan setelah kami cek di Kabupaten ternyata sudah dianggap tidak 
layak dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan anggaran tidak cukup, ada 
juga yang dicoret karena tidak sesuai dengan kondis1 wilayah dan laian-Iain. 
Tetapi ka1au memang ada a1asan demikian tolong pemerintah Daerah 
sampaikan kepada kami jauh scbelumnya supaya kami tidak memmggu usulan 
tersebut. 

Wawancara dengan kepala desa Tetagas, 16 Pebruari 2016 
Selama ini tidak ada infonnasi tentang usulan kami tetapi ada anggota saya kc 
Nunukan mengecek ternyata tidak cocok dibangtm di Daerah saya, mcngapa 
tidak diberi tahukan dari awal supaya masyarakat tidak menunggu-nunggu. 

6. Siapa- siapa yang diundang pada musrenbang kecamatan mi pak? 

Wawancara dengan carnal Lurnhis Ogong Sahtu, 17 Pebruari 2018 
" Saya selaku sekcam sekaligus Camat, telah mengundang , SKPD Kabupaten 
Nunukan, masing-masing lnstansi, DPRD kabupaten Nunukan Daerah 
Pemilihan Ill, Unsur Kecamatan terrnasuk Muspica, kepala-kepa1a Desa, Kehm 
BPD dan Anggotanya, Tokoh Agama, LSM, dan Perwakilan Perempuan. 
Undangan yang kami sebar diperkirakan sekitar 200, tetapi pada kenyataannya 
yang hadir berdasarkan daftar hadir hanya 92 orang .... " Tidak sama tahlll1-
tahlll11a1u lebih banyak yang datang ... " 

Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, 16 Pehrnari 2018 
" Peserta yang diundang da1am musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong ini, 
adalah DPRD, SKPD, Bappeda Kabupaten Ntmukan, Unsur Muspica, Kepala­
Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa LSM, Pendamping Desa dan Wakil 
Perempuan" tujuan kita lakukan ini untuk mengevaluasi usulan Desa 

7. Apa sebabnya peserta yang diundang pada musrenbang ini kurang yang hadir 
dibandin tahtm lalu Khususnya dari Kabupaten pak? 
Wawancara dengan carnal /,umhis Ogong, 17 Pebmari 2018 
"Berhubung karena, Kecamatan kam1 paling sulit ditempu, maim pelaksanaan 
musrenbang juga kurang banyak orang yang hadir, apalagi yang berasal dari 
Ntmukan. Sehingga mflsyarakat mcngusul itu kadang tercecer bahkan kami di 
kecamatan ragu kalau usulan itu tidak sampai, bukan hilang sebenamya, karena 
itu kan1i menetapkan utusan dari kecamatan yang membawanya kesaoa. 
Setelah sampm disana utusan itulah yang mendegarkan apakah usulan itu 
cocok atau tidak maksudoya setelah d1venfikasi 
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8. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Undangan peserta musrenbang? 

Wawancara dengan Kasi Kepegawaian Kecamatan Lumbis Ogong, 16 
Pebrnari 2018 
" Kalau saya diusahakanJah semua warga hadir kalau rnusrenbang di desa, 
karena kita tidak rnemiliki RT yang paling bawah, dan selama ini saya dengar 
langsung di desa saja sebagai tempat penjaringan aspirasi. Dan kalau kita hadir 
kan kita ketahui pembangunan yang kita usulkan apakah itu sudah sesuai 
dengan kebutuhan kita di desa atau bagaimana. Dalarn mengusulkan 
pembangunan kita perlu evaluasi agar tidak banyak menimbulkan resiko 
dilapangan, Perti pembangunan kita Jetakkan d1pinggir sungai atai ditebing 
gunung, hal ini bias menimbulkan resiko bagi kita penggunanya. Oleh sebab 
itu supaya kita semua dapat menghimbau kepada masyarakat agar hadir dalam 
penjaringan aspirasi dimasyarakat, karena semua harus berpikir dan 
mcnyampaikan kepada pemerintah bahkan Saya kwatir, ada bangunan yang 
diberikan, masyarakat berdali untuk menolak kerena tidak sesuai dengan 
kebutuhan. 

9. Bagaimana Proses Penjaringan aspirasi masyarakat Pak? 

Wawancara dengan PeJWakilan Bappeda Kah. Nunuk.an, 16 Pebruari 2018 
" Saya sampaikan kepada Kepala-kepala Desa, pihak kecamatan dan Tokoh­
tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat bahwa penjaringan 
aspi.rasi wajib dilaksanakan dari bawah sehingga masyarakat di desa 
diusahakan hadir semua, Karena disilah kita dapat mengevaluasi rencana kita 
dari desa apakah sudah cocok atau masih samar-samar sehingga tidak. 
menimbulkan dampak yang memglkan kita semua. Sangat diburuhkan evaluasi 
dalam perencanaan kita bersama.hanya ditingkat desalah dan kecamatan kita 
Libatkan masyarakat banyak. Kalau ke Tingk:at Kabupaten itu sangat terbatas, 
yang diundang itu hanya perwakilan kecamatan. Sebenarnya kita mau Wldang 
juga tetapi kita ini memiliki jarak yang sangat jauh dan biaya yang cukup 
tinggi. 

10. Bagaimana Realisasi dari Pemerintah Daerah tentang musrenbang desa bapak? 

Wawancara dengan Kepala desa Lagas, 16 Pebntan 2018 
''Perencanaan pembangunan yang krum sampaikan dari desa banyak. yang tidak 
sesuai dengan penetapan pemerintah., makanya kami sangat binggung apa 
penyebabnya. Kalau tidak disetttiui pemerintah atau karena keterbatasan 
anggaran, pcrlu kami diberi tahukan agar kita dapat menjawab pertanyaan 
masyarakat". Dan selama ini kami ditanya-tanya masyarakat mengapa usulan 
kita im sudah tidak sesuai lagi, kok kita mmta pembangtman balai desa pada 
saat musrenbang yang lalu, sekarang kita di berikan bangunan Toilet saja. 
lnilah pak yang saya binggung, saya juga scring ketemu bupati tetapi jawaban 
nya sudah diserahkan ke DPRD Kabupaten dan itu sudah diverifik.asi oleh 
Bappeda Kabupaten melalui tenaga ahli masing-masing, Iya karena rnasuk 
diakal saJa JUga sehingga saya bias menerimanya, tetapi rnasyarakat saya yang 
tidak menerimanya, iya mungkin karena belum paham. 
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11. Bagaimana Kriteria usulan yang dapat diakomodir oleh pemerintah? 

Wawancara dengan Perwakilan Bappeda kab. Nunukan, 16 Pebruari 2018 
"Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan 
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki 
keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan 
pembangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut 
tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan 
masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju Kota. Jadi 
disini ada keterkaitan antar bina marga, Kota dan tnllllgkin SKPD lain. Usulan 
yang seperti ini yang dapat diakomodasi ... (wawancara, 16 Pebruari 2018) 

12. Selama ini Anggaran Pembangunan yang bapak ketahui, sumber anggarannya 
dari mana pak? 

Wawancara dengan camall.umbis Ogong, 17 Pebmari 2018 
"Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong paling 
banyak bersurnber dari APBN Pusat seperti Pembangunan jalan Poros dari 
Lumbis ke Perbatasan Lumbis Ogong yang selama ini dikerjakan tetapi sampai 
belwn ktmjung selesai, Pembangunan Tower di Perbatasan, Pembangunan dan 
PLTS. Kalau APBD sampai dua tahun terakhir ini belum ada, ya ... kita tidak 
tabu mungkin ada tahun ini seperti isu yang saya dengan adanya Pembangunan 
Gedung SD di Ubol karena gedung yang sekarang ini sudah longsor, katanya". 

13. Apakah bapak mengetahui tentang dasar pelaksanaan musrenbang di 
Kabupaten Nunukan? 

Wawancara dengan Kepala desa lagas, 18 Januan 2018 
Peraturan bupati tentang musrenbang itu kami tidak mengetahui, Apa isinya, 
maksudnya dan pesannya. Kami mengadakan musrenbang ini karena perintah 
camat Lumbis Ogong bahwa musrenbang desa mulai dilak.sanak.an pada 
minggu pertama bulan Januari 2018. Hal ini karni lakukan dengan memanggil 
semua masyarakat baik laki-laki, perernpuan atau anak. muda yang menjadi 
warga kami tetapi mereka menganggap bahwa itu hanya peketjaan aparat dan 
kontraktor kama menyangkut bangtman kalau rakyat biasa tidak ada 
tujuarnmya disitu 

14. Apakah ada Jadwal pelaksanaan musrenbang di desa Bapak? 

Wawancara dengan Ketua BPD Desa Lagas 
"Karm hanya mengikut1 perintah carnal yang memberikan mfonnas1 ke Desa Lagas 
bahwa diminta semua desa harus mengadakan musrenbang Desa pada awal bulan 
Januari. Mengaenai peraturan-peraturan tentang musrenbangdes kami tidak tahu. 
Kami kan berada di kampung jadi sulit mengetahm tentang peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh pihak pemerintah, bahkan kamt itu bermusyawarah hanya seperti 
kami rapat-rapat biasa, tidak memiliki susunan acara dengan baik, daftar hadir yang 
sesuai dan draf usulan pembangunan. Pokoknya kamt hanya menyusun biasa apa 
yang disampaikan orang banyak ya" itu yang karm tulis 
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15. Apakah semua masyarakat hadir dalam pelaksanaan musrenbang di desa 
bapak? 

Wawancara dengan anggota BPD desa Lagas, 18 Januari 2018 
" Kami tidak menuntut masyarakat harus hadir,karena memang mereka itu 
tidak mau datang, mereka beranggapan bahwa musrenbang ini adalah kegiatan 
rutin kepala Desa, BPD dan Aparat-aparat. Mereka itukan digaji dari Anggaran 
Dana Desa (ADD) . apalah arti gaji mereka kalau tidak keija. Mengenai 
masalah waktu musrenbang, kami hanya diberi informasi dati kecamatan. 
Kalau kecamatan perintahkan wak.tu itu kami lakukan, jadi kami hanya 
menurut pak. camat sa.ja. Kalau draf usulan perioritasnya, semuanya kan 
perioritas dibutuhkan, tetapi selama ini hanya kita capek rapat, realisasinya 
tidak ada" 

16. Siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang di desa bapak apakah 
sudah sesuai perarturan Bupati nomor 24 Talum 2015? 

Wawancara dengan Ketua HPD desa Nf(awol 
"Musrenbang yang kami lakukan pada tanggal23 Januari 2018 yang lalu telah 
diikuti oleh sebagian besar masyarak.at sesuai dengan peraturan bupati 
Nunukan Nomor 24 tahun 2015, karena peraturan tersebut telah dibagikan ke 
de sa kami namun kami bel urn memahami sepenuhnya. Yang pada in tiny a 
mengarahkan masyarakat agar melaksanakan musrenbang desa mulai pada 
minggu pertama bulan Januari. Musrenbang yang kami laksanakan telah 
menghasilkan beberapa usulan dan yang paling banyak kami usulkan adalah 
infrastruktur seperti jembatan, jalan semenisasi dan pembangunan Rumah 
penduduk. Di desa kami ada juga pembangtman yang akan di bangun oleh 
Pusat, jadi tidak melalui musrenbang karena mereka saja yang menetukan 
tennasuk. kantor Migrasi karena Desa Kami ini bersentuhan langsung dengan 
Negara Malaysia". 

17. Apa langkah bapak. selanjutnya setelah melaksanakan musrenbang desa? 

Wawancara dengan kepala de sa Ngawvl 
Usulan pembangunan yang kita sampaik.an adalah basil musyawarah 
masyarakat akan disampaikan ke kecamatan dengan menyusun skala perioritas 
dengan sebaik mungki.n serta memeriksan dan mengecek apakah program pusal 
tidak tumpang tindih dengan program Desa atau hagaimana. Karena di desa 
kelompok Labang ini ada banyak program pusat yang masuk, sebab disim kan 
bcrbatasan langsung dengan Malaysia jadi mcnurut infonnasi yang katm 
dengar akan dibangun kantor besar di labang ini 1em1asuk didalamnya kantor 
Migrasi Lintas Batas Indonesia Malaysia. Iya yang kami masukkan 
musrenbang yang tidak. masuk program pusat, yang memang kami bunthkan, 
dan setelah kita mengadakam musrenbang desa dan kecamatan saya akan 
mengutus anggota ke Nunukan atau ke Kabupaten untuk mengawal dan 
mengecek apakah usulan masyarakat ini sesuai dengan penetapan pemerintah 
dan DPRD Kabupaten atau Bagaimana. 
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18. Apa sebabnya tdak banyak masyarakat yang hadir pada musrenbnag kecamatan 
Lumbis Ogong? 

Wawancara dengan salah .'itltu peserta musrenbang kecamatan 
Kami yang hadir tidak sebernpa, jika dibandingkan dengan W1dangan yang 
disamapaikan oleh pihak kecamatan, karena kebanyakan masyarakat 
menganggap bahwa pelaksanaan musrenbang itu hanya menyita waktu. Kita 
setiap tahun muasrenbang terns menerus tetapi tidak ada realisasi dari 
musyawarah tersebut. Itulah yang mengakibatkan sehingga mereka itu tidak 
mau hadir. Usulan-usulan kita setiap tahliD tidak ada yang direalisasikan, 
dibandingkan dengan pembangunan lain yang dilaksanakan oleh pusat di desa 
kami, itu tanpa melalui musrenbang, pusat saja yang menilai tentang 
penempatan bangunan disitu sesuai dengan kebutuhan. Seperti halnya 
pembangunan Tower di perbatasan itu banb'1JOCH1 pusat, bukan melalui 
musrenbang. 

19. Siapa saja yang bapak lffidang dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan 
Lumbis Ogong? 

Wawancara dengan sekcam Lumhis Ogong 
" Sebelwn melaksanakan musrenbang kami sudah mengedarkan undangan ke 
49 desa yang ada di Lumbis Ogong, tennasuk Tokoh-tokoh Agama, Kelompok 
Pengusaha, LSM, kepala-Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala SKPD di 
Kabupaten, DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan Ill, Unsur Muspica. 
PKK, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan laitmya, undangan 
tersebut saya perkirakan sekitar 200, tetapi kenyataanya yang hadir hanya 92 
orang termasuk kami yang ada di kecamatan_ Jadi saya heran apa penyebanya 
sehingga mereka tidak hadir''. 

20. Apa sebabnya masyarakat tidak mau hadir dalam pelaksanaan musrenbang? 

Wawancara dengan kepala desa Sumantipal, 16 Pebrnari 2018 
" Masyarakat di desa saya harus membuktikan dengan jelas tentang rencana­
rencana yang sudah deprogram pada tahun-tahun yang lalu, dan program itu 
tak ktmjung tiba. Na .. persoa1an inikan membuat masyarakat ragu dan tidak 
yakin akan pelaksnaan musrtenbang. dianggapnya kegiatan ini sia-sia saja 
sehingga mereka tidak mau ikut". 

21. Apakah peserta yang hadir sudah cukup mewakili desanya atau rnasih kurang 
pak? 

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 17 Pehruan 2018 
''Saya rasa semua yang saya undang sudah mewakili semua tmsur masyarakat 
Lumbis Ogong, dari setiap perwakilan desa itu ada 5 unsur yaitu, Kcpala desa, 
LPMD, BPD, Tokoh masyarakat, dan PKK dikali 49 desa, kemudian SKPD, 
dan nara sumber terdiri dari Bappeda, SKPD lainnya_ 
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22. Menurut bapak siapa-siapa yang diperioritas hadir dalam pelaksanaan 
musrenbang kecamatan? 

Wawancara dengan perwakilan dari Bappeda, /6 Pebruari 2018 
"Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan, 
idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari 
masyarakat ditingkat bawah sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan 
infonnasi itulah salah satu syarat hila desa mau menyelenggarakan 
musrenbang .. , 

23. Apa harapan bapak. kedepan mengenai kehadiran peserta musrenbang 
kecamatan? 

Wawancara dengan kasi umum dan Kepegawman Kecamatan 1-umbis ()gong 
19 Pebrnari 2U1N 
" ........ ya di tingkat desa sebenarnya bisa lebih banyak menyerap aspirasi 
masyarak.at, namun masyarakat sudah jenuh mengikuti acara rutin tahunan 
yang katanya tidak mcmberikan basil apa-apa Komentar dari masyarakat yang 
bukan peserta proses perencanaan pembangunan, bahwa mereka mengaku 
tidak paharn dengan perencanaan pembangunan, kapan dilaksanakannya dan 
lmtuk apa proses tersebut dilaksanakan. 

24. Apakah bapak mengetahui sebab-sebab masyarakat tidak mau hadir dalam 
musrenbang 

Wawancara dengan pendamping desa Lumbis Ogong, 18 Pebruari 20/8 
" Masyarakat di desa sudah capek sekali bennusyawarah, tidak kenallelah, lalu 
kita buat usulan yang akan dibawa ke Kecamatan untuk. dimasukkan kedalam 
musrenbang kecamatan tapi tidak krntjung ada... berarti menurut saya hilang 
ditelan bwni.... kadang masyarakat mengganggap bahwa usulannya 
dimasukkan atau dibuang ke tong sampah sehingga memmggu realisasi tidak 
pema ada ... inilah juga yang membuat masyarakat tidak mau ikut dalam 
kegiatan perencanaan baik di desa maupun di kecamatan. 

25. Menurut bapak usulan-usulan mana saja yang dapat diakomodir? 

Wawancara den[{an perwakilan Bappeda, 16 Pebruarr 2018 
"Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang memplmyai keterkaitan 
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki 
keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan 
pembangunan jalan dilihat dari rnasalah dan potensi, apabila jalan tcrsebut 
tidak dibangun maka akan berpengamh terhadap penunman pendapatan 
masyarakat, karena Jalan tersebut rnerupakan akses penting menuju perkotaan. 
Jadi disini ada keterkaitan antar masyarakat, jalan dan Kota serta pemasaran 
produksi masyarakat. seperti ini yang dapat diakomodasi .. " 
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26. Menurut Bapak apakah boleh mencoret usulan dari Desa atau ke kecamatan 
yang masuk ke setiap SKPD? 

Wawancara dengan Kepala Bappeda, 28 Pebroan· 2018 
" ...... Mengenai Usulan dari masyarakat harus sinertgitas dengan Pendapat 
Tim kita yang ke Lapangan dirnana usulan tersebut diverifikasi, apakah sesuai 
atau tidak. Contohnya masyarakat memintah perkebtman sawit, setelah tim kita 
melihat atau survey ternya tidak cocok dengan kebtm sawit, maim usulan ito 
tidak direalisasikan. Jadi harus ada kecocokan lapangan dengan usulan ... 
Contoh lain masyarakat mengusul gilingan padi, tetapi tidak ada sawah atau 
padi, maka usulan itu kita anggap tidak layak .. " 

27. Apakah bapak sudah pernah melihat, atau membaca peranrran Bupati 
Nunukan No 24 Tahun 2018? 

Wawancara dengan Kepala Desa Suyadon, 16 Pebruari 2018 
" Musrenbang sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 
belum kami pahami bahkan ada diantara kami yang belmn melihat peraturan 
itu, bagaimana bunyinya. .. . Kalan bole, ada aparat pemerintah yang 
mensosiaJisasikan kepada kami supaya paham". 

28. Apakah Perahrran Bupati Nomor 24 talmo 2015 dan Undang-tmdang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang musrenbang pemah disosialisasi di desa Bapak? 

Wawancara dengan Kepala Desa Nansapan, 17 Pebruari 2018 
Belwn pak, "Mekanisme musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25 
Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 24 Tahllll 2015 belurn dilak.sanakan 
disini, musrenbang kemarin masih menggunakan model lama, Pada hal 
Peraturan Bupati sudah lama terbit, kenapa kita tidak tahu ya ... inilah 
kelemahan pemerintah kita tidak pemah disosialisasi". 

29. Apakah Bapak. dapat memperhihmgkan nilai dan adat istiadat dalam 
pelaksanaan msrenbang, atau desa yang tidak hadir diberikan sanksi untuk 
tidak memperoleh pembangunan'? 

Wawancara dengan carnal Lumbts OgonJ.:, 16 Pebrnari 2018 
"K.ita beketja untuk. masyarakat artinya dari masyarakat, oleh masyarakat dan 
untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di 
masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya masyarakat yang 
mengatur_ ..... tenhmya kita tidak toleransi dan memberikan peluang bagi 
penyalahgunaan wewenang, kalaupun ada itu bukan salah perencanaannya tapi 
salah orangnya" Jadi kita tidak ada sanksi bagi yang tidak hadir karena 
mWigkin mereka belum paham tentang pentingnya musrenbang, tetapi kaJa 
kedepan kita upayakan ada sosiaJisasi sebelwn melaksanakan musrenbang agar 
masyarakat tetap hadir atau berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut. Kita 
berikan pemahaman pentingnya musyawarah ini dalam membicarak.an 
pembangunan, kita kwatir kalau pembangunan yang dilaksanakan didesanya 
tidak sesuai dengan kondisi wilayah maka apalah guna bangunan itu. 
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30. Menurut bapak apa sebabnya masyarakat tidak mau hadir dalam pelaksanan 
musrenbang? 

Wawancara dengan kepala desa TeJagas, 16 Pebruari 2018 
Sekarang ini masyarakat melihat bukti, karena pada tahun-tahun yang laJu 
tidak ada basil musrenbang ini., sehingga masyarakat merasa tidak ada gunanya 
cukup menulis usulan kemudian disampaikan ke kecamatan. Nanti pihak 
kecamatan yang rnelanjutkan ke Kabupaten. Jadi ketidak hadiran masyarak.at 
karena mereka kurang percaya terhadap basil musyawarah, apakah 
dilaksanakan atau tidak. Bangunan di desa yang kita bangun sekarang ini 
dananya bersurnber dari Dana Desa. Kalau itu saja biar kita rapat saja di Desa. 
Tahun laJu pasti sama juga dengan tahWl ini akan tidak. terealisasi. Kita ini 
bosan ikut musrenbang, pasti tidak. terealisasi semuanya". 

31. Menurut Pengalaman bapak apakah memang semua masyarakat tidak mau 
hadir dalam pelaksanaan musrenbang? 

Wawancara denf::an salah salu pegawai /cantor carnal Lumbis ()gong, 16 
Pebroari 2018 
Kalau menumt pengamatan saya selama berada di Lumbis Ogong, memang 
ada masyarak.at yang tennotivasi, tetapi lebih banyak yang tidak mau ik.ut, 
kerena anggapan mereka apabilah sudah rapat di desa kita tinggal mengirim 
hasilnya ke kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten. Kemudian mereka juga 
menganggap bahwa musrenbang itu hanya kepentingan orang Proyek. Karena 
mereka yang biasanya langsung mengusulkan ke Nunukan dan langsung 
mendaftarkan diri untuk tender/lelang di Kabupaten. Jadi kami rakyat hanya 
menunggu". 

32. Apakah ketidak hadiran DPRD Kabupaten Nunu.kan Daerah Pemilihan III 
tidak. menjadi kekecewaan masyarakat? 

Wawancara dengan sa/ah satu peserta musrenbang, 16 Pebruari 2018 
Seharusnya DPRD datang pada saat musyawarah Perencanaan Pcmbangunan di 
kecamatan, pada talmn yang lalu mereka datang tetapi sekarang tidak ada yang 
datang padahal harapan kami merekalah yang menyuarakan kaJau usulan tersebut 
dibahas dikabupaten. Sekarang kam.i juga berpikir bahwa apakan usulan kami ini 
dikabulkan atau tidak.. Karena mereka tidak dengar penjelasan kami tentang usulan 
pembangWian tersebut. lnilah yang membuat kami tidak ikut dalam musyawarah 
nantinya karena yang kami harapkan Wituk mcmperjuangkan usulan kami itu tidak 
hadir. Dan kami nautinya tidak bersedia memilih yang nmnanya DPRD 
Kabupaten. Seperti sekarang pak., kita mau bertanya kepada mereka mengapa 
usulan talnm-tahun yang Jalu tidak dilaksanak.an tetapi mereka tidak mau hadir. 
Padahal kalau kami di Lumbis Ogong ini banyak DPRD kami yang duduk di 
Kabupaten, stupun tidak. datang, masa ada halangan semuanya, ataukah tidak 
tahu wak.tu musrenbang ini dilak.sanakan. Jadi kami ini harapkan datang tetapi 
sekarang kenyataannya tidak ada. Iya apa bole buat harapan kita kondos 
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33. Apakah bapak boleh menjelaskan Bagaimana penganggaran pembangunan di 
Kabupaten Nwmkan? 

Wawancaradengan Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, 28 Pebruari 2018 
Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan disesuaikan dengan anggaran 
yang ada, kalau anggaran pembangunan itu besar maka kita serahkan ke Pusat, 
tetapi kalau anggarannya kecil kita serahkan ke daerah. Mengenai masalah 
pembangunan di daerah perbatasan itu merupakan kewajiban pemerintah pusat. 
Hal ini dijela.skan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, 
dimana pada pasal361 mengatakan bahwa Pembangunan daerah perbatasan wajib 
dilaksanakan oleh pusat. Perintah tersebut sudah kelihatan disemua daerah 
perbata.san, banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 
namun kita sebagai masyarakat perbatasan hams pahami juga bahwa, Daerah 
perbatasan di seluruh Indonesia itu sangat battyak sekali, kita di Kabupaten 
Nunukan saja terdapat 19 Keca.matan ada 16 diatttanya daerah perbatasatl. 
Pembangunan semacam itu dilaksanakan dengan top-down oleh pemerintah pusat, 
karena mereka yang menilai dan memverifikasi pcmbangunan yang cocok 
dllasanak.an di daerah perbatasan serta kebutuhan masyarakata tcrhadap 
pembangunan tesebut. Jadi pembangunan tidak semestinya hollom-up tetapi 
disesuaikan juga situasi dan kondisi. Selain itu ka1au masyarakat sudah 
musrenbang di Desa, Kecamatan ada tim kita kesana dengan tujuan untuk mclihat 
kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan usulan pembangunan dari masyarakat, 
artinya masyarakat mengusulkan bukan sekedar usulan saja tetapi anggota kita 
memverifikasi di lapangan apakah itu sesuai atau tldak. Ka1au tidak sesuai maka 
kita katakana tidak layak, tetapi kaJau sesuai maka kita akomodir, teta;pi kita 
sesuaikan dengan anggaran kita yang ada di Kabupaten, karena sekarang im Dana 
kta dari pusat itu sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang laJu .. 
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Wawancara dengan Camat Lumbis Ogong 
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Peserta Musrenbang mengajuhkan Usulan Pembangunan 

Usul Peserta Musrenbang 
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Tanggapan dinas Kesehatan Tentang Usulan Peserta 

Argumentasi Usulan dari Desa SumantipaJ 

Pendaping Desa mengajuhkan Usulan 
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Penjelasan SKPD 
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Usulan Peserta Musrenbang 
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Usulan Peserta musrenbang 

Wawancara dengan kepala Desa Lagas 
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SKPD kabupaten Nunukan 

Peserta Musrenbang Kec.Lumbis Ogong 
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Wawancara dengan Kabag Umum dan Kepeg. Lumbis Ogong 
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